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CUPLIKAN DARI WIRID IBN ‘ARABI'

Dengan Nama Allah,
Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang

Ya Tuhanku, Engkau adalah Yang Maha Meliputi

apa yang tidak terlihat oleh setiap yang melihat,

dan Maha Menguasai yang batin dari setiap yang lahir.

Aku mohon Dikau dengan cahaya Wajah-Mu,

yang di hadapannya semua dahi bersujud,

kepadanya semua wajah tunduk,?

dan dengan Cahaya-Mu yang kepadanya semua mata menatap,’

! Cuplikan ini diambil dari bagian awal “Wirid Malam Ahad” (Wird Laylat
al-Abad), yang merupakan bagian dari “Wirid Tujuh Malam Tujuh Hari” (Awrid
al-Layali al-Sabah wa al-Ayyam al-Sabah) Ibn ‘Arabi, dalam Muhyiddin Ibn
‘Arabi, Wird (Oxford: Muhyiddin Ibn ‘Arabi Sociey, 1979), h. 4. Terjemahan
Indonesia ini, yang dikerjakan oleh Kautsar Azhari Noer, banyak merujuk pada
terjemahan Pablo Beneito dan Stephen Hirtenstein atas Wird itu, dalam Ibn
‘Arabi, The Seven Days of the Heart: Awrdad al-Usbi* (Wird), Prayers for Nights
and Days of the Week, terj. Pablo Beneito dan Stephen Hirtenstein (Oxford: Anqa
Publishing, 2000).

2 Pablo Beneito dan Stephen Hirtenstein mengatakan bahwa “Wirid” Ibn
‘Arabi yang puitis ini tampaknya diilhami oleh al-Qur'an (7he Seven Days of
the Heart, h. 22). Ungkapan “semua wajah tunduk” (‘anat lahu al-wujih) ini
tampaknya diilhami oleh ayat al-Qur’an: “Semua wajah tunduk (‘anar al-wujih)
kepada Yang Maha Hidup, Yang Maha Memelihara segala sesuatu.” (Q, 20: 111).
Lihat 7he Seven Days of the Heart, h. 31dan 34.

3 Ungkapan “semua mata menatap” (syakbishat ilayhi al-abshar) tampak-
nya diilhami oleh ayat al-Quran: “... Dia akan memberi mereka penangguhan
sampai hari ketika mata mereka menatap terbelalak (tasykbashu fibi al-abshar).”
(Q 14: 42), dengan kata lain pada Hari Pembalasan, ketika setiap orang dibawa
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CipLIKAN DARI WIRID [BN ‘ARABI

kiranya Engkau menunjukiku pada jalan khas,
petunjuk yang mengarahkan wajahku
kepada Engkau jauh dari apa pun selain Dikau.

berhadapan muka dengan Tuhan mereka. Itu adalah Hari ketika Raja memberi
warga negaranya penangguhan atas perbuatan mereka. Lihat 7he Seven Days of
the Heart, h. 31dan 34.
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SENANG JADI SISWA'!

Aku adalah siswa.

Aku telah jadi siswa selama kuingat.
Dan senang jadi siswa.

Senang belajar bahwa aku tak tahu.
Senang belajar bahwa aku telah tahu.
Senang belajar bahwa aku telah keliru.

Gembira belajar dari para Guru Agung.
Gembira belajar dengan berbagi apa yang telah kupelajari.
Gembira belajar jadi siapa aku.?

! Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Rungu Tulku Rinpoche, “It
Is a Pleasure to Be a Student.” Ini adalah salah satu makalah yang dipelajari oleh
para peserta kursus pendidikan esoterik yang diselenggarakan oleh The Beshara
School di Skotlandia dan oleh The Beshara South East Asia di Indonesia.

2 Teks Inggris baris ini adalah I is a joy to learn how to be what I am,” yang
jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia adalah “Sebuah
kegembiraan untuk belajar bagaimana jadi apa aku.” Di sini kata “what,” yang
menunjukkan manusia dengan kata ganti orang pertama tunggal “7”(“saya”), tidak
diterjemahkan dengan kata “apa” meskipun secara semantik adalah tepat. Pener-
jemahan kata “what” di sini dengan kata “apa” asing didengar oleh telinga orang
Indonesia. Karena itu, kata ‘what” di sini diterjemahkan dengan kata “siapa.”
Maka terjemahan baris ini adalah “Gembira belajar jadi siapa aku.” Bandingkan
dengan kalimat tanya “What is your name?” tidak diterjemahkan secara harfiah
ke dalam bahasa Indonesia “Apa namamu?” tetapi “Siapa namamu?”
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SENANG JADI SiswA

Aku berupaya belajar tentang dunia di sekelilingku.
Aku berupaya belajar tentang siapa aku sebenarnya.’
Aku berupaya belajar bagaimana jadi manusia yang patut.

Awan-awan menunjukiku tabiat duniaku.
Sungai-sungai menunjukiku tabiat diriku.
Bayi-bayi menunjukiku bagaimana jadi lebih manusiawi.

Aku adalah siswa.

Aku akan jadi siswa selama aku hidup.
Dan senang jadi siswa.

Gangtok,* 18 Januari 2003.
Ringu Tulku Rinpoche

Ringu Tulku Rinpoche adalah seorang Guru Buddhis Tibet dari Ordo
Kagyu.la mengambil bagian dalam berbagai dialog antariman. la mendiri-
kan Bodhicharya, sebuah organisasi internasional yang mengkoordinir
aktivitas-aktivitas untuk memelihara dan menyebarkan ajaran-ajaran
Buddhis, dan memajukan dialog-dialog antarbudaya dan proyek-proyek
pendidikan dan sosial.

3 Teks Inggris baris ini adalah “7 seck to learn about what I actually am,”
yang jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia adalah “Aku
berupaya belajar tentang apa aku sebenarnya.” Sebagaimana kata “what” pada
ungkapan “what I am” pada baris di atas, kata “what” pada baris ini juga diter-
jemahkan dengan kata “siapa.”

* Gangtok adalah ibu kota Sikkim, negara bagian India, di timur laut negara
itu, di lereng timur Himalaya.
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PENGANTAR

Orang-orang Muslim, sebagaimana orang-orang non-Muslim,
mencita-citakan suatu masyarakat tempat mereka hidup bahagia,
damai, tenteram, dan sejahtera. Masyarakat yang mereka cita-
citakan itu adalah masyarakat ideal, yang pada kenyataannya lebih
sering jauh berbeda dengan masyarakat historis, yaitu masyarakat
yang benar-benar ada dalam realitas historis. Masyarakat Muslim
di Indonesia dan di negara-negara Muslim lain hari ini jauh dari
masyarakat ideal.

Segudang pertanyaan tentang masyarakat ideal dalam pandang-
an Islam dapat diajukan. Apa itu masyarakat ideal? Bagaimana bentuk
masyarakat ideal? Apa ciri-ciri yang mesti dimiliki oleh masyarakat
ideal? Apakah perbedaan aliran atau mazhab keagamaan Islam
mendapat tempat yang diterima secara bebas dan tulus tanpa pak-
saan oleh masing-masing aliran atau mazhab dalam masyarakat
ideal? Atau, bisakah semua aliran atau mazhab keagamaan Islam
ditampung dalam masyarakat ideal? Atau, apakah masyarakat ideal
harus tunduk pada satu aliran atau mazhab keagamaan Islam yang
didukung oleh penguasa, dengan konsekuensi aliran atau mazhab
yang berbeda dan bertentangan dengan aliran atau mazhab yang
didukung oleh penguasa itu tidak mendapatkan tempat? Bagaimana
mengatur hubungan antara umat Islam dan umat-umat lain dalam
masyarakat ideal? Apakah orang-orang non-Muslim bisa mengam-
bil bagian dalam pemerintahan dalam masyarakat ideal? Lalu, apa
peranan yang bisa dimainkan oleh perempuan dalam mewujudkan
masyarakat ideal? Bisakah perempuan mengambil bagian dalam
pemerintahan, termasuk menjadi kepala pemerintahan, untuk
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PENGANTAR

mewujudkan masyarakat ideal? Apa cara terbaik untuk membangun
masyarakat ideal? Apakah Islam melalui al-Qur’an dan al-Sunnah
menetapkan aturan-aturan jelas untuk masalah politik dan pemerin-
tahan untuk mewujudkan masyarakat ideal? Atau, apakah al-Qur’an
dan al-Sunnah menetapkan hanya prinsip-prinsip atau nilai-nilai
universal, seperti keadilan, amanah, dan kejujuran, untuk meng-
atur hidup umat manusia, sechingga persoalan politik dan negara
adalah wilayah ijtihad yang luas untuk mewujudkan masyarakat
ideal? Apakah masyakat ideal mustahil diwujudkan kecuali dengan
mendirikan negara Islam? Apakah masyarakat ideal harus tunduk
pada satu institusi untuk semua umat Islam di seluruh dunia? Bila ya,
siapa yang berhak menentukan institusi itu dan pemimpinnya? Siapa
yang mengangkat kepala negara, bagaimana cara mengangkatnya,
dan berapa lama jabatannya sebagai kepala negara yang memimpin
masyarakat ideal? Apakah sistem demokrasi dapat diterapkan untuk
mewujudkan masyarakat ideal?

Pertanyaan-pertanyaan di atas masih dapat dilanjutkan dengan
pertanyaan-pertanyaan lain. Cukuplah kiranya pertanyaan-per-
tanyaan ini untuk menunjukkan betapa luas dan kompleksnya
masalah masyararakat ideal yang didambakan orang-orang Muslim.
Salah satu pertanyaan tadi menyangkut hubungan antara agama dan
negara. Persoalan hubungan antara agama dan negara dalam Islam
menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung habis sejak hampir
satu abad yang lalu hingga sekarang. Perdebatan ini secara garis
berar memunculkan tiga aliran. Perzama, aliran yang berpandangan
bahwa negara harus berdasarkan Islam; agama tidak bisa dipisahkan
dari negara; syari‘ah harus diterima secara formal sebagai konstitusi
negara; kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan. Pandangan ini
didasarkan pada prinsip bahwa Islam adalah agama yang lengkap
dan jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia,
termasuk masalah kenegaraan. Di antara pendukung aliran ini
adalah Rasyid Ridla, Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Abu al-A‘la
Mawdudi, Mohammad Natsir, dan kelompok Islam radikal di
Indonesia, seperti Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam (FPI),
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PENGANTAR

Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan
Lasykar Jihad Ahlussunnah Waljama‘ah.

Kedua, aliran yang berpandangan bahwa Islam adalah agama
yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan; agama
harus dipisahkan dari negara; urusan kenegaraan diserahkan
sepenuhnya kepada manusia. Aliran ini menolak dengan tegas Islam
dijadikan dasar negara. Aliran ini berargumen bahwa Muhammad
diutus sebagai seorang nabi dan rasul, bukan sebagai kepala negara.
Posisi beliau sebagai kepala negara bukan tujuan yang ditetapkan
Tuhan, tetapi adalah atas kesepakan sosial yang dicapai oleh pen-
duduk Madinah ketika itu. Lagi pula, Al-Qur’an dan Sunnah tidak
memberikan aturan tentang masalah kenegaraan. Di antara pendu-
kung aliran ini adalah ‘Ali ‘Abd al-Raziq, Thaha Husain, Mustafa
Kemal Attaturk, dan Soekarno.

Ketiga, aliran yang berpandangan bahwa Islam tidak meletak-
kan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik, tetapi
Islam mengandung nilai-nilai moral atau etis yang harus diterapkan
dalam aktivitas sosial dan politik umat manusia. Para pendukung
aliran ini berpendapat bahwa sejauh nilai-nilai moral atau etis itu
tercermin dalam aktivitas sosial dan politik, maka mekanisme
penyelenggaraan negara seperti itu adalah sesuai dengan ajaran-
ajaran Islam. Aliran ini menolak menjadikan Islam sebagai dasar
negara atau menolak pendirian negara agama atau negara Islam,
tetapi Islam harus berfungsi memberikan nilai-nilai moral dalam
aktivitas politik dan kenegaraan. Di antara pendukung aliran ini
adalah Muhammad Husain Haikal, Mohammad Hatta, Nurcholish
Madjid, Adurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif.

Dalam 7itik-Temu kali ini, kami menyajikan Sajian Khusus yang
berkaitan dengan cita-cita mewujudkan masyarakat ideal dalam pan-
dangan Nurcholish Madjid, seorang pemikir Indonesia terkemuka.
Ia menyebut masyarakat ideal “masyarakat madani.” Bagi Cak Nur,
masyarakat Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw
adalah model terbaik masyarakat madani. Ia memandang bahwa
model masyarakat Madinah masih relevan untuk menyelesaikan
masalah sosial dan politik zaman modern, termasuk masalah sosial
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PENGANTAR

dan politik di Indonesia zaman reformasi. Dalam Sajian Khusus
ini, kami menampilkan tulisan Nurcholish Madjid yang berjudul
“Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi.” Sebagai tang-
gapan terhadap tulisan Cak Nur ini, kami juga menampilkan dua
tulisan, yaitu tulisan F. Budi Hardiman yang berjudul “Nurcholish
Madjid dan Akar Religius ‘Masyarakat Warga’,” dan tulisan Syamsul
Arifin yang berjudul “Masyarakat Madani: Bingkai Keadaban bagi
Masyarakat Indonesia yang Demokratis-Pluralistik.”

Tulisan-tulisan lain yang juga terkait dengan masalah politik,
demokrasi dan kemajemukan adalah tulisan-tulisan Syafii Maarif,
Masdar Hilmy, dan Airlangga Pribadi. 7izik-7emu nomor ini tidak
lupa menampilkan tulisan-tulisan lain tentang pemikiran Islam dan
spiritulitas.

Selamat membaca. %

Pemimpin Redaksi
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MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI
DI ERA REFORMASI

Nurcholish Madjid

Tampaknya berbagai gagasan, lembaga, dan upaya dalam ben-
tuk apapun yang menyertai dan mengambil bagian dalam pengem-
bangan wawasan-wawasan reformasi guna mewujudkan masyarakat
yang adil, terbuka, dan demokratis mesti terus digalakkan dan
dikembangkan secara lebih maksimal. Dalam hal ini, sebenarnya
wawasan-wawasan berkenaan dengan hal ini telah digagas dan mulai
dikembangkan jauh lebih dahulu sebelum era reformasi tahun 1998.
Sejak awal 1970, pengembangan wawasan-wawasan reformasi terse-
but telah mulai dibincangkan, diperdebatkan dan dikaji secara lebih
mendalam. Dan sebagai usaha melembagakan gerakan 1970-an itu,
pada 1986 dibentuk Yayasan Wakaf Paramadina. Nama yang dengan
penuh pertimbangan dipilih untuk lembaga itu sudah dengan padat
dan simbolik menunjukkan maksud dan tujuannya, yaitu menggali
kembali dan mengembangkan pengertian yang benar tentang inti
utama ajaran agama (“parama-dina”). Inti utama ajaran agama itu
diyakini sebagai ajaran hidup kemanusiaan universal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana telah disampaikan para
nabi dan rasul yang telah diutus Tuhan untuk setiap umat. Ajaran
universal itu merupakan wujud rahmat Tuhan kepada seluruh alam,
dan menjadi ajaran kesamaan (kalimah sawa) atau titik-temu semua
agama (Q, 3:64).

Dalam Kitab Suci juga disebutkan bahwa ajaran universal itu
adalah jalan hidup atau Syariah yang diajarkan dalam semua agama,
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MEWEUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI ERA REFORMASI

sama seperti yang telah diajarkan Tuhan kepada Nabi Nuh dan Nabi
Muhammad, serta kepada Nabi-Nabi Ibrahim, Musa dan Isa; karena
itu ajaran kepatuhan kepada Tuhan harus ditegakkan, dan umat
manusia tidak dibenarkan bertikai dalam ajaran itu, suatu hal yang
amat berat dan sulit dipahami oleh mereka yang tidak berpaham
Ketuhanan Yang Maha Esa atau Tauhid, yaitu kaum musyrik (Q,
42:13). Untuk dapat menangkap ruh ajaran universal itu manusia
harus beriman kepada semua kitab suci dan semua nabi dan rasul,
tanpa membeda-bedakan salah seorang pun dari mereka, yang
semuanya adalah “orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan”
(“muslimun” [muslimin, bentuk plural dari muslim]) (Q, 2:136)
dalam semangat kedamaian (sa/dm). Al-Qur’an menegaskan bahwa
para pengikut semua nabi dan rasul adalah umat yang tunggal dan
semua mereka tidak menyembah kecuali Tuhan Yang Maha Esa (Q,
21:92). Maka diingatkan agar kita tidak bertikai dengan para peng-
anut kitab suci, kecuali terhadap yang zalim dari kalangau mereka.
Kita diwajibkan percaya kepada ajaran semua kitab suci itu, sebab
Tuhan bagi semuanya adalah Tuhan yang sama, Yang Maha Esa, dan
semuanya adalah orang-orang yang ber-islim, tunduk-patuh kepada
Tuhan (Q, 29:46) dalam semangat kedamaian, yaitu salim.

Nabi Muhammad saw juga menegaskan bahwa agama para
nabi itu satu dan sama. Dan para nabi adalah “bersaudara tunggal
bapak lain ibu itu” (Hadis). Mereka berpijak pada ajaran pokok
yang sama. sekalipun mungkin berbeda-beda dalam jalan dan cara
pelaksanaan ajaran pokok itu, sesuai dengan tuntutan khusus ruang
dan waktu. Karena itu Kitab Suci juga menegaskan bahwa Tuhan
telah menetapkan syirab (jalan) dan minhdij (cara) yang berbeda-
beda untuk setiap golongan umat manusia, yang tidak dibenarkan
menjadi bahan pertikaian, tapi justru harus mendorong perlombaan
menuju kepada berbagai kebaikan. Wewenang untuk menjelaskan
mengapa terjadi perbedaan itu di antara manusia hanya ada pada
Tuhan kelak jika umat manusia telah kembali kepada-Nya (Q, 5:48).
Masing-masing golongan, dalam semangat kerinduannya kepada
sentralitas, mempunyai arah sendiri ke mana mereka menghadap,
yang semua itu juga tidak perlu menjadi bahan pertengkaran, me-
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lainkan hendaknya juga menjadi pendorong terjadinya perlombaan
menuju kepada berbagai kebaikan (Q), 2:148). Tuhan adalah Pemilik
timur dan barat, Penilik dua timur dan dua barat, Pemilik semua
timur dan semua barat, yakni, Pemilik segenap penjuru angin, se-
hingga ke manapun kita menghadap di sana ada Wajah Tuhan (Q,
2:115, 1425 55:17; 70:40). Dan kebajikan tidaklah berupa sikap
menghadap ke timur ataupun ke barat dalam sikap kesalehan lahiri,
melainkan ada dalam tindakan dan amal nyata, dimulai dengan
keimanan kepada Tuhan sebagai dasar dan pangkal tolak, diterus-
kan kepada keteguhan menepati janji antara sesama manusia, dan
ketabahan hati dan jiwa dalam menempuh jalan hidup yang sulit,
yang penuh dengan tantangan dan rintangan (Q, 2:177).

Kita semua meyakini adanya inti ajaran universal itu. Kita
semua berpegang kepada petunjuk Tuhan bahwa kita harus ber-
iman kepada semua kitab suci dan kepada semua nabi yang telah
diangkat Tuhan pada setiap umat (Q, 16:36). Kita beriman kepada
kitab suci manapun juga, yang semua para pengikut agama itu harus
diperlakukan secara adil, sebab pada dasarnya semua mereka itu
menyembah Tuhan yang sama, dengan masing-masing bertanggung
jawab atas amal-perbuatan mereka sendiri yang tidak perlu men-
jadi bahan pertengkaran, karena kelak kita sekalian akan kembali
kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menentukan benar-salah
serta baik-buruk segala amal-perbuatan itu (Q, 42:15). Karena
itu kita percaya bahwa kearifan ada di mana-mana, dan kita harus
mencarinya “meskipun ke Negeri Cina” (Hadis).

Sebagai suri teladan umat manusia, Nabi Muhammad saw telah
memberi contoh bagaimana mewujudkan semangat Ketuhanan
Yang Maha Esa yang bersambungan langsung dengan wawasan
sosial keagamaan dan politik yang berjiwa paham kemajemukan
(pluralis) dan yang serba meliputi (inklusif) itu dalam Masyarakat
Madinah. Sebagai yang terakhir dan yang menutup deretan panjang
para pembawa ajaran Ilahi untuk umat manusia, Nabi Muhammad
saw dengan Madinah-nya telah mewariskan suatu model bagaimana
mengatur masyarakat serta menyelesaikan persoalan penyelengga-
raan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan yang benar-benar
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secara utuh memenuhi dambaan lahir dan batin manusia: tidak
lahir saja seperti yang sedang kita rasakan di zaman yang menurut
Rene Guenon (‘Abd al-Wahid Yahya) terbelenggu oleh “kedaulatan
kuantitas” sekarang ini tapi juga tidak batin saja dengan melupakan
yang lahir, suatu pandangan hidup yang tidak adil kepada fitrah diri
manusia sendiri dan tidak sejalan dengan kebaikan Tuhan yang telah
menciptakan manusia dalam keutuhan jiwa-raga, lahir-batin.

Sebagai model penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan
kekuasaan, Madinah Nabi itu dalam penilaian Robert N. Bellah,
seorang ahli sosiologi modern dengan otoritas yang sangat tinggi,
merupakan model yang sangat modern untuk zaman dan tempat-
nya. Masyarakat Madinah itu sangat modern dilihat dari tingginya
tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi seluruh jenjang
anggota masyarakat. Masyarakat Madinah itu juga modem karena
kedudukan kepemimpinannya yang terbuka untuk kemampuan
yang diuji atas dasar pertimbangan universal dan dilambangkan
dalam percobaan melembagakan kepemimpinan tertinggi yang
tidak berdasarkan keturunan.

Sayang sekali masyarakat Madinah itu tidak bertahan lama,
sebab saat itu, menurut Bellah, belum ada prasarana sosial dan
kultural untuk menopangnya. It was too modern to succeed, kata
Bellah. Pelembagaan kepemimpinan tertinggi berdasarkan pemi-
lihan (umum) berhenti sekitar 40 tahun setelah wafat Nabi. karena
Khalifah Mu‘awiyah yang menjalankan kekuasaan dari Damaskus
pada tahun 51 Hijriah menunjuk anaknya sendiri, Yazid, sebagai
pengganti. Meskipun ditentang oleh para pemuka masyarakat di
Madinah dan Makkah sebagai tradisi kaisar Romawi dan khusro
Persi yang bertentangan dengan tradisi Nabi dan para Khalifah
Rasyidun, namun Mu‘awiyah berjalan terus dengan keputusan-
nya, dengan mengandalkan kekuatan fisik militer. Dunia Islam
mengalami perubahan fundamental dari masyarakat yang menem-
patkan pemimpin tertinggi melalui pemilihan menjadi masyarakat
yang mengenal hanya kekuasaan dinasti genealogis, kepemimpinan
berdasarkan pertalian darah. Sejak itu sumber utama legitimasi
politik ialah keturunan, dan masyarakat tanpa sadar menyimpang
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dari salah satu prinsip sosial-politik Madinah, terdorong untuk ber-
lomba-lomba saling unggul dalam hal garis keturunan dan silsilah.
Suatu perubahan yang merupakan gerak kembali ke paham klan
dan kesukuan Jahiliah itu pada banyak kalangan masyarakat Islam
masih bertahan sampai sekarang. Penyimpangan itu telah menjadi
pangkal berbagai kesulitan dan bencana dunia Islam, karena paham
dinasti genealogis itu tanpa dapat dihindarkan disusul dan disertai
oleh kezaliman despotik, otoriter dan totaliter di bidang sosial,
politik, keagamaan, dan seterusnya.

Masyarakat Madinah Nabi itu, menurut Martin Lings, meru-
pakan solusi Ilahi paling akhir bagi persoalan pemerintahan (7he
most recent of Providences solutions to the problem of government).
Masyarakat Madinah itu memang tidak berlangsung lama. Na-
mun berkat pencatatan yang rinci oleh para ulama, sarjana dan
kaum ahli, seperti dikatakan Martin Lings, masyarakat Madinah
itu sampai sekarang tetap menjadi idaman, teladan dan pedoman.
Semangat meneladani kembali Madinah itulah yang sampai seka-
rang memenuhi alam pikiran dan menjiwai sepak terjang kaum
Muslim yang sadar, karena, sejalan dengan penilaian Bellah, Ma-
dinah menjadi contoh komunitas nasional modem dan menjadi
tipe nasionalisme partisipatoris egaliter. Maka jika kaum Muslim
sampai sekarang tetap memandang contoh Madinah dengan penuh
minat dan keyakinan, menurut Bellah, hal itu sama sekali bukanlah
fabrikasi ideologis yang tidak historis.

Walaupun begitu, dalam kenyataan sekarang ini tidak mungkin
mengingkari adanya salah paham yang negatif oleh sebagian kaum
Muslim sendiri terhadap wawasan prinsipil Madinah, kemudian
lebih-lebih lagi oleh orang lain di luar Islam. Disertai dengan keter-
batasan kemampuan menggali kembali ajaran suci, khazanah kebu-
dayaan dan sejarah, kesalahpahaman itu mendasari kemunculan dan
penampilan sebagian masyarakat kita yang tidak produktif, bahkan
kontra produktif. Oleh karena itu terdapat keperluan mendesak
untuk menggali dan memahami kembali semangat Madinah itu
dan menjabarkannya dalam kehidupan sedemikian rupa sehingga
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ajaran kebenaran betul-betul menjadi wujud rahmat dan kasih-
sayang Tuhan kepada seluruh umat manusia.

Ditarik relevansinya dengan masa sekarang, wawasan Madinah
harus dikemukakan kembali sebagai tawaran tentang suatu sumber
usaha mencari penyelesaian bagi permasalahan zaman modern.
Hampir-hampir telah menjadi klise dan ucapan stereotipikal bahwa
zaman modern telah berjalan pincang, karena kuatnya kedaulatan
kuantitas, alias kehidupan kebendaan, dan lemahnya dimensi kuali-
tas alias kehidupan keruhanian. Memang “urusan dunia” (umar
al-dunya) harus dikerjakan menurut hukum-hukum alamiahnya
sendiri sebagaimana ditetapkan Allah dalam Sunnah-Nya. Tetapi
“urusan dunia” yang sudah dikerjakan dengan cara seharusnya itu
jika tidak disertai asas taqwa dan ridla Tuhan akan berkembang
menjadi tidak lebih daripada fatamorgana yang tidak menjanjikan
apa-apa selain bayangan palsu. Maka keunikan masyarakat Madinah
tidak hanya segi pluralisme dan inklusivismenya semata. Keunikan
masyarakat Madinah ialah bahwa semua itu, serta semua sendi
kehidupan sosial-politiknya, didasarkan kepada asas taqwa dan
ridla Allah, yaitu asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam arti yang
sebenar-benarnya.

Dalam peta luas krisis dunia modern, inti krisis pluralisme
demokratis berpangkal pada pandangan bahwa ide-ide pokok yang
mendasari keabsahan paham pluralisme demokratis itu disingkirkan
dari wacana umum, apalagi jika ide-ide pokok itu bersumber pada
ajaran keagamaan dan dijabarkan dalam semangat keagamaan.
Dalam masyarakat kita terdapat ketakutan luar biasa kepada wa-
cana kehidupan sosial umum yang bersifat keagamaan, dan sering
diajukan argumen bahwa kita tidak mungkin bertanya dengan
sungguh-sungguh apa makna keadilan atau dasar metafisis hak-
hak asasi, dengan alasan bahwa kita adalah masyarakat majemuk.
Tetapi sebenarnya kemajemukan serupa itu tidaklah sejati, karena
ia menegaskan bahwa kita tidak mungkin melibatkan diri satu sama
lain pada titik-titik perbedaan yang ada pada kita. Mungkin kita
harus mengingatkan diri kembali bahwa apa yang sekarang ada
di Amerika yang disebut “demokrasi sekuler” pun tumbuh dari
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bibit-bibit perenungan keagamaan yang mendalam, yang dibawa
oleh para imigran dari Eropa ke Amerika seperti yang kelak di sana
diwakili oleh pandangan-pandansan George Washington, Benjamin
Franklin, Thomas Jefferson, John Adams dan anaknya. John Quincy
Adams, Alexander Hamilton, James Madison dan lain-lain. Sebagian
dari mereka itu, seperti Thomas Jefferson dan Alexander Hamilton,
memang mengaku tidak beragama formal atau beragama dalam arti
menganut Deisme, Unitarianisme dan Universalisme, tetapi mereka
juga sekaligus mengaku bahwa dalam hal wawasan moral dan etika
pribadi dan sosial mereka peroleh dasar-dasar metafisisnya dalam
ajaran-ajaran Isa al-Masih yang bagi mereka adalah guru agung budi
pekerti luhur.

Mengingat dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang kita pegang
teguh, gejala menghindar dari wacana umum keagamaan tersebut
seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam semangat kemajemukan
sebagaimana dikukuhkan dalam motto Bhinneka Tunggal Ika, kita
harus berani melangkah lebih jauh daripada sekedar pengakuan
pasif tentang adanya kemajemukan itu sendiri, dan harus memasuki
arena pelibatan umum langsung dalam kemajemukan itu dengan
kesadaran positif tentang adanya lingkaran batas-batas keadaban.
Jika tidak demikian, maka jargon kemajemukan akan menjeru-
muskan kita ke dalam jebakan netralisme prosedural yang hampa
makna.

Memang dalam keadaan aneka-ragam hakikat kebangsaan kita
yang demikian besar sulit sekali bagi kita menemukan kesepakatan
penuh dalam segala hal. Tetapi setidaknya kita harus berusaha
dengan cukup kesungguhan untuk menemukan kosa kata yang sama
atau mendekatkan satu sama lain dalam pandangan hidup umum.
Hal itu berani bahwa masing-masing harus berusaha menemukan
dalam khazanah budaya atau sejarahnya sesuatu yang secara metafisis
memperkuat wawasan bersama dalam kehidupan umum itu, dengan
menggali kembali bibit-bibit atau potensi-potensi dalam khazanah
itu, bukan sekedar perubahan-perubahan eksternalnya; mempelajari
kembali contoh-contoh sejarah, bukan sekedar pengalaman-penga-
laman kontemporer. Kemudian semuanya itu diangkat ke dataran
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generalisasi yang cukup tinggi sechingga menjadi bersifat universal-
inklusif, berlaku untuk semua; tidak bersifat partikular-eksklusif,
yang berlaku hanya untuk golongan khusus tertentu semata.

Maka jika ada sesuatu yang dapat dikemukakan dengan cukup
mantap tentang Universitas Paramadina ialah bahwa kita insya Allah
hendak ikut berusaha sebaik-baiknya untuk memberi sumbangan
kepada masyarakat dan bangsa dalam mengembangkan wawasan
Madinah menurut pengertiannya yang benar dan otentik. Dika-
itkan dengan perkembangan global yang menyangkut bangsa kita
saat sekarang, wawasan Madinah itu bersambung langsung dengan
perjuangan mengembangkan masyarakat madani, civi/ sociey. Seo-
rang pejuang civil society yang mencatat keberhasilan gemilang ialah
Vaclac Havel. Cendekiawan (saat itu) Cekoslowakia yang kemudian
menjadi Presiden itu menggambarkan masyarakat madani sebagai
masyarakat yang dijiwai oleh “cita-rasa baik” (good taste), yang
merupakan manifestasi nyata kepekaan manusia kepada dunia,
lingkungan, dan rakyat. Havel berpikiran menuju ke arah terben-
tuknya semacam masyarakat madani global, yang menekankan
kembali nilai-nilai yang tidak sering dikembangkan dalam politik
dunia sekarang ini, yaitu keadaban, cita-rasa baik, kejujuran, dan,
di atas semuanya, rasa tanggungjawab.

Pengertian civil society Havel itu mengarah kepada pengertian
kemanusiaan suci primordial yang lebih menyeluruh, yaitu fitrahnya
dari Tuhan. Dengan fitrah kesucian yang memancar dalam pola
kehidupan umum itu kita mendapatkan segala kebaikan kema-
nusiaan seperti yang dicontohkan Nabi di Madinah. Oleh karena
itu masyarakat Madinah menjadi tolok ukur peradaban, sehingga
peradaban atau civilization disebut “madaniah” (madaniyyah), dan
yang beradab atau civil adalah “madani” (madani). Pandangan
hidup madaniah dan wawasan madani itu merambah dan meluas
untuk meliputi seluruh segi kehidupan sosial dan politik. Dalam
keseluruhan segi kehidupan itu, pandangan hidup madaniah dan
wawasan madani memperoleh manifestasinya yang paling kuat
dalam peperangan dan keadaan perang pada umumnya.
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Kitab Suci memperingatkan kita bahwa salah satu wujud
keutamaan budi ialah sikap teguh dan tabah dalam penderitaan,
kesusahan dan masa-masa sulit (Q, 2:177). Maka peperangan harus
ditujukan hanya kepada mereka yang bertindak agresif, dengan kete-
guhan jiwa dan sikap menahan diri, menghindari tindakan melewati
batas, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melewati
batas (Q, 2:190). Apalagi peperangan yang beradab itu memang
diizinkan hanya untuk membela diri, dan bersama dengan itu juga
untuk melindungi peradaban umat manusia, lebih-lebih peradaban
keagamaan yang diwujudkan dalam pranata-pranata suci seperti
biara, gereja, sinagog dan masjid sebagai tempat-tempat banyak
diagungkan nama Tuhan dan dikembangkan nilai-nilai keagamaan
(Q, 22:40). Karena itu ketika Khalifah Abu Bakar 7z mengirim
sebuah ekspedisi pembebasan, ia berpesan kepada komandannya,
Yazid ibn Abi Sufyan, dengan sepuluh nuktah budi luhur dalam
peperangan, yaitu “jangan membunuh perempuan, anak-anak, dan
orang lanjut usia; jangan memotong pohon berbuah, meruntuhkan
bangunan, membunuh binatang seperti kambing dan onta kecuali
jika hendak dimakan; serta jangan merobohkan pohon kurma, dan
jangan membakarnya; janganlah bersikap kikir, dan jangan pula
curang” (Imam Malik dalam A-Muwaththa).

Berkaca kepada petunjuk-petunjuk keagamaan itu, kita dapat
merasakan betapa mendesaknya saat ini untuk menggali, menyadari
dan meneladani masyarakat Madinah warisan Nabi. Wawasan Madi-
nah itulah sepenting-penting Sunnah Nabi yang harus dihidupkan
kembali. Dan wawasan Madinah itu pulalah sesungguhnya wujud
utama Syari‘ah yang juga diwasiatkan Allah kepada semua nabi
dan rasul yang wajib dilaksanakan dengan penuh keteguhan hati
dan istigamah, khususnya dengan peradaban kemanusiaan yang
berpangkal pada ajaran kesucian manusia dan harkat dan mar-
tabatnya sebagai puncak ciptaan Tuhan dan yang Tuhan sendiri
memuliakannya di daratan maupun di lautan (Q, 17:70). Kejahatan
kepada seseorang adalah kejahatan kepada kemanusiaan universal,
dan kebaikan kepada seseorang adalah juga kebaikan kepada kema-

nusiaan universal. “Barang siapa membunuh seorang jiwa tanpa
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alasan kejahatan pembunuhan atau tindakan merusak di bumi,
maka bagaikan ia membunuh umat manusia seluruhnya; dan ba-
rangsiapa menghidupi seorang jiwa maka bagaikan ia menghidupi
umat manusia seluruhnya” (Q, 5:32).

Nilai-nilai Madinah itu diringkaskan dalam wasiat terakhir
Nabi yang beliau sampaikan dengan seluruh ketulusan jiwa beliau
dalam Pidato Perpisahan (Khuthbat al-Wadi'), dengan inti pesan
kesucian hidup, harta dan harkat manusia (a/-dima’ wa al-amwal
wa al-a ‘radl [lives, properties, sacred honors]). Dengan telah disam-
paikannya wasiat itu, di sore harinya, diwahyukan kepada Nabi
bahwa Allah telah menyempurnakan agama umat manusia dan
melengkapkan rahmat karunia-Nya, serta menyatakan agama Is-
lam telah mendapat ridla atau perkenan-Nya. Inti wasiat Nabi itu
diterima dengan tulus oleh seluruh kaum beriman, dan dilaksanakan
hampir-hampir secara taken for granted, tanpa masalah. Inti wasiat
Nabi itu menyebar ke kalangan umat-umat lain, dan tidak lama
setelah terjadi kontak dunia Eropa dengan dunia Islam akibat perang
Salib, inti wasiat Nabi itu merembes ke Eropa dan mempengaruhi
perjalanan masyarakat di sana melalui falsafah kemanusiaan Giovani
Pico della Mirandola. Bangsawan sekaligus hartawan dan ilmuwan
dari Italia itu pada tahun 1486 menyampaikan orasi tentang harkat
dan martabat manusia (Oratio de hominis dignitate [“Oration on the
Dignity of Man”]) di depan kaum intelektual Eropa yang ia undang
ke Roma. Diawali oleh falsafah kemanusiaan Pico pada akhir abad
ke-15 itu ide hak-hak asasi manusia mulai berkembang di Eropa,
yang sesampainya ke tangan John Locke hak-hak itu dirumuskan
sekitar kesucian “hidup, kebebasan, dan harta” (“life, liberty, and
property”). Pandangan-pandangan John Locke banyak mempenga-
ruhi alam pikiran para bapak pendiri Amerika Serikat, khususnya
mereka yang menganut Deisme, Unitarianisme dan Universalisme.
Dan melalui pena Thomas Jefferson yang amat fasih, kita menda-
patkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika rumusan nilai-nilai
kesucian manusia sekitar “/ife, liberty, and pursuit of happiness,”yang
pada kalimat terakhir Deklarasi itu rumusannya ditegaskan sebagai
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“lives, fortunes, sacred honors,” persis seperti frasa Nabi dalam Pidato
Perpisahan.

Sekarang nilai-nilai hak asasi manusia itu teiah menjadi khaza-
nah universal umat manusia. Namun berkenaan dengan pelanggaran
terhadap hak-hak asasi itu, apa yang kita saksikan di atas panggung
sejarah dunia selama paling tidak sekitar setengah abad terakhir ini
adalah tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan yang paling bu-
ruk selama bumi terbentang; sejak genosida dan holokos di Eropa,
terus ke bom atom di Jepang, dilanjutkan dengan bombardemen
napalm atas Vietnam, pemberondongan senapan mesin terhadap
orang-orang tak berdosa sewaktu mereka sembahyang dalam mas-
jid Hebron di Palestina, dan seterusnya dan seterusnya sampai tak
terhitung lagi, hingga akhirnya tidak lama yang lalu peristiwa tragis
11 September di Amerika.

Dan kembali ke tanah air kita sendiri, hampir setiap hari kita
disuguhi berita tentang tindakan kekejaman kemanusiaan yang
memberi kesan betapa murahnya harga nyawa manusia di bagian
bumi ini. Jika kita perhatikan berbagai bentuk kejahatan kemanu-
siaan yang terjadi di tanah air, kita jadi bertanya-tanya, ke manakah
gerangan dasar negara “Perikemanusiaan yang adil dan beradab”
itu pergi dan lenyap dari kesadaran kehidupan kita berbangsa dan
bernegara. Perikemanusiaan adalah prinsip kita dalam kehidupan
berbangsa, dan bangsa yang melanggar prinsipnya sendiri tidak
akan bertahan (@ nation against its own principle will never stand).

Sudah tentu kita dapat memperkirakan apa sebab-musabab-
nya, yaitu terjadinya pembangunan bangsa yang tertunda pada
negara kita, akibat deretan panjang beberapa kebijakan nasional
pemerintah dalam sejarah Republik kita yang sebagiannya salah
arah dan menyimpang dari tujuan kita bernegara, “menciptakan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” Tekanan yang terlalu berat ke-
pada pembangunan ekonomi, namun tidak disertai pembangunan
etika dan moral pribadi dan sosial melalui keteladanan para pe-
mimpin telah menjerumuskan sebagian anggota masyarakat kita
kepada pandangan hidup hedonistik, enak-kepenak, dengan obsesi

bagaimana mengumpulkan kekayaan pribadi sesingkat-singkatnya
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dan semudah-mudahnya, menempuh jalan pintas tanpa peduli ke-
pada hukum dan kepada norma-norma etika dan moral. Di tengah
kemiskinan dan penderitaan rakyat yang mencekam, ada segolongan
masyarakat kita yang fasik, yang dengan penuh kebanggaan me-
mamerkan kekayaan dan kemewahan. Akibatnya ialah tumbuhnya
jurang perbedaan yang menganga antara golongan kecil yang kaya
dan super kaya pada satu pihak dan rakyat umum yang melarat
hidup nestapa pada perihal lain. Inilah perlawanan prinsipil ter-
hadap asas keadilan sosial. Inilah kezaliman yang menjadi pemicu
segala rupa tindakan perusakan akibat kekecewaan dan putus asa.
Inilah tanda zaman bagi hancurnya sebuah bangsa, dengan akibat-
akibat mengerikan yang saat ini belum bisa diperkirakan.

Dilihat dari sejarah perkembangan konsep-konsepnya me-
mang bangsa kita sekarang ini dapat dikata masih di tengah proses
pertumbuhan dan penjadiannya. Indonesia adalah suatu bangsa
yang sedang menjadi, a nation in making. Sejak para pembangun
kebangsaan modern memulai gagasan mereka awal abad yang
lalu, proses pencarian akan hakikat kebangsaan kita telah bersemi.
Mula-mula mereka meminjam istilah ilmu sosial dan kebahasaan
“Indonesia” buatan ilmuwan Jerman Adolf Bastian (1864) untuk
menjadi alat identifikasi dan nama bagi keseluruhan bangsa yang
mereka dambakan. Kemudian mereka mengangkat bahasa Melayu
dialek Riau sebagai bahasa persatuan bagi seluruh unsur kebangsaan
yang beraneka ragam, suatu bahasa yang telah tumbuh sejak zaman
Sriwijaya dan menjadi lingua franca Austronesia, yang kemudian
dikembangkan oleh Aceh menjadi bahasa literer, dan mengalami
pembakuan klasik di Riau dengan kontribusi dari banyak tokoh
yang berasal dari berbagai suku, dan akhirnya digarap lebih lanjut
oleh para cendekiawan modern, khususnya dari Sumatera Barat.
Kini kita mewarisi sebuah bahasa modern, Bahasa Indonesia. Inilah
aset kebangsaan kita yang paling penting, paling nyata dan paling
menentukan. Jika kita punya cukup alasan bahwa bangsa kita tidak
akan pecah berantakan, sebagian besar adalah karena suksesnya kita
mengembangkan bahasa nasional itu, paling sukses di antara semua
bangsa baru yang muncul setelah Perang Dunia II. Tetapi alasan
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optimisme berdasarkan adanya bahasa persatuan tentu tidak akan
menjadi jaminan mutlak. Yang akan lebih menjamin masa depan
kita ialah pelaksanaan sungguh-sungguh tujuan negara menciptakan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan penerapan yang bijak dan
konsisten prinsip kemajemukan dalam semangat Bhinneka Tunggal
Ika.

Keadilan sosial adalah kurang-lebih padanan pemerataan.
Kemajemukan adalah kurang-lebih padanan pengakuan dan
pemberian ruang kepada berbagai golongan dan daerah untuk
mengembangkan diri menurut pandangan dan pola budaya ma-
sing-masing, dalam bingkai kesatuan keindonesiaan. Tetapi yang
sekarang ini kita saksikan dan alami adalah warisan gejala kesen-
jangan di berbagai bidang kehidupan, khususnya kesenjangan
ekonomi berupa jurang pemisah antara kelompok kecil yang kaya
dan rakyat umum yang miskin-papa, yang dalam gabungannya
dengan kesenjangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan
pengembangan wilayah kita menyaksikan jurang pemisah yang
sedemikian lebar antara pusat dan daerah. Nafsu memusatkan
kekuasaan pada kalangan elite terbatas telah mendorong terjadi-
nya proses sentralisme dan sentralisasi yang sangat berlebihan, di
bidang politik, ekonomi, dan sosial, dan seterusnya. Akibat negatif
sampingannya ialah hilangnya kemampuan mengambil inisiatif
dari bawah, baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat
kelompok dan wilayah. Karena telah terbiasa dengan proses-proses
‘top down” dalam kehidupan nasional, sebagian besar masyarakat
tumbuh dalam mentalitas selalu menunggu penyelesaian dari atas,
suatu bentuk “bortle-feeding effect.”

Namun akhirnya syukur kepada Tuhan, bangsa kita mulai
bergeser dari tingkat @ nation in making” naik ke tingkat ‘@ nation
coming of age,” suatu bangsa yang sedang berkembang menuju ke
tingkat kedewasaan. Pandangan yang bernada penuh harapan itu
didasarkan kepada keberhasilan gerakan Reformasi, yang telah
membuahkan barkah kepada bangsa kita berupa kebebasan-kebe-
basan sipil (civil liberties), yaitu kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Dan yang lang-
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sung terkait dengan lembaga ini, lembaga pendidikan tinggi, ialah
kebebasan akademik. Seperti halnya dengan kebebasan berbicara,
kebebasan pers dan kebebasan beribadat, kebebasan akademik
adalah karakteristik esensial masyarakat demokratis. (Academic
[freedom ranks with freedom of speech, freedom of the press, and freedom
of worship as an essential characteristic of democratic society).

Civil liberties itulah aset teramat penting bangsa kita dalam
tahap perkembangannya sekarang ini. Itulah tumpuan harapan
paling utama bahwa bangsa kita akan mampu mewujudkan cita-
citanya, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam
bingkai sebuah negara kebangsaan modern yang berdaulat (sovereign
modern nation state). Dengan kebebasan-kebebasan sipil itu dalam
masyarakat kita, dapat diharapkan akan berkembang mekanisme
pengawasan dan pengimbangan (checks and balances), yang mem-
buat semua kegiatan dan kenyataan oleh siapapun dan menyangkut
siapa pun tidak akan terbiarkan berlangsung dengan merugikan
warga masyarakat, karena semuanya akan terbeber dalam wacana
umum yang bebas. Dengan civil liberties itu, proses-proses dalam
masyarakat yang menyangkut kehidupan umum akan berlangsung
transparan, accountable, dan auditable.

Juga dengan adanya civil liberties itu kita, insya Allah, akan
menyaksikan tumbuhnya kemampuan masyarakat luas untuk am-
bil inisiatif-inisiatif, yang akan mendorong tingkat produktifitas
mereka. Di bidang ilmu pengetahuan, kita juga, insya Allah, akan
menyaksikan perkembangan kreativitas ilmiah umum, sehingga
akan besar sekali peranannya dalam meningkatkan mutu sumber
daya manusia kita.

Sudah saatnya kita segera mengakhiri praktek-praktek kejahatan
sosial seperti korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan harta publik
lainnya. Dengan modal civil liberties kita harus menyingsingkan
lengan baju, cancut /i wondo, memulai kehidupan nasional baru
yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih terarah dan lebih
berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nasional “sekali dan
untuk selamanya” (once and for all), insya Allah. Tetapi untuk itu
kita harus mulai dengan sungguh memperjuangkan nasib rakyat. Se-
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bagian dari mereka telah tertindas sejak zaman kolonial, dan dalam
zaman kemerdekaan pun mereka selalu terkena diskualifikasi setiap
kali terjadi konsolidasi negara dan pemerintahan. Sebabnya ialah
tingkat pendidikan yang masih rendah, padahal merekalah yang
paling berkorban melawan penjajah sejak mereka datang ke bagian
bumi ini, dan di masa-masa merebut kemerderkaan dan memper-
tahankannya. Mereka adalah batu sudut bangunan Republik kita
yang dilupakan oleh para pembangunnya sendiri (#he corner stone
of the house neglected by the builders). Karena itu mereka tumbuh
dengan gumpalan rasa kecewa yang membara, yang sewaktu-waktu
dapat meledak dalam tindakan-tindakan kekerasan.

Demikian pula halnya dengan daerah-daerah, demi keadilan
sosial dan demi semangat Bhineka Tunggal Ika, kita harus memberi
pengakuan dan penghargaan kepada semuanya dengan pelaksanaan
sungguh-sungguh desentralisasi dan otonomisasi. Sebagian daerah-
daerah itu telah memainkan peranan sejarah yang amat menentukan
bagi bangunnya Republik, seperti Aceh yang oleh Bung Karno
dengan penuh penghargan disebut “Daerah Modal.” Namun telah
sekian lama mereka merasa terabaikan, lagi-lagi adalah sebuah kasus
‘the corner stone of the house neglected by the builders.” Banyak pula
dari daerah-daerah itu yang berperan sebagai penyumbang utama
kekayaan nasional, seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Irian
Jaya. Namun lagi-lagi untuk sekian lama mereka diingkari, sebuah
kejadian lain kasus “the corner stones of the house neglected by the
builders.”

Kita tidak mungkin berketerusan menjalani kehidupan nasional
yang penuh dengan kezaliman sosial serupa itu. Jika kita teruskan
juga, maka kezaliman sosial itulah jaminan paling pasti bahwa
bangsa kita akan bubar dan negara kita akan ambruk berantakan.

Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bertekad memulai ke-
hidupan nasional baru, dengan patriotisme baru, yang menuntut
semua kita untuk hidup prihatin, menunda kesenangan, menging-
kari diri sendiri (self-denial), dalam semangat setia kawan kepada
rakyat yang masih sangat menderita kemiskinan dan kemelaratan.
Paling tidak, kita memerlukan jangka waktu satu generasi untuk
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membangun bangsa ini sebelum Indonesia tampil sebagai negara
demokratis ketiga terbesar di muka bumi, sebuah masyarakat yang
adil, terbuka, bebas dan egaliter, dengan ridla Allah subbinahu wa
ta dld. Ttulah wawasan masyarakat Madinah yang harus kita junjung
bersama, masyarakat madani, civil society. Insya Allah.

Wa'Llih a'lam bi'l-shawaib. <
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NURCHOLISH MADJID
DAN AKAR RELIGIUS “MASYARAKAT WARGA”

E Budi Hardiman

Salah satu persoalan penting dalam masyarakat Indonesia
pasca-Suharto adalah bagaimana menguatkan peranan masyarakat
warga (civil society)' dalam proses-proses demokratis. Banyak aspek
perlu dipikirkan di sini, misalnya, hubungan antara negara, pasar,
dan masyarakat warga tersebut yang mau tidak mau harus dilihat
secara baru dalam paradigma demokrasi dan hak-hak asasi manusia.
Karena masyarakat kita terdiri atas berbagai kelompok dengan ber-
bagai orientasi religius, pembahasan tentang penguatan masyarakat
warga tidak dapat melewatkan persoalan hubungan antara kelom-
pok-kelompok yang berbeda-beda keyakinan di dalam masyarakat
kita. Konsep masyarakat warga itu sendiri mengandaikan sikap
toleran terhadap identitas religius, etnis, politis, dan seterusnya
karena solidaritas kewargaan terbangun lewat upaya-upaya untuk
melampaui etnosentrisme dan bersikap toleran terhadap kelompok-
kelompok yang berbeda keyakinan.

Lebih daripada satu model yang tersedia untuk dipilih dan
dikembangkan dalam masyarakat kita untuk mengelola kemaje-
mukan itu. Model yang cukup dominan dalam masyarakat modern

! Saya memakai istilah “masyarakat warga” dan bukan “masyarakat madani”
seperti diusulkan Cak Nur untuk menerjemahkan istilah Inggris civil society
karena istilah itu lebih umum dan tanpa “nada religius,” sehingga lebih mudah
untuk memperlihatkan bahwa konsep “masyarakat madani” ala Cak Nur sebagai
konsep dengan basis religius.
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Barat adalah model liberal dengan asas sekularisasi. Untuk menja-
min koeksistensi damai dalam masyarakat majemuk model liberal
mendorong pemisahan antara agama dan negara/politik. Simbol-
simbol, ekspresi-ekspresi, dan aspirasi-aspirasi religius dibatasi pada
wilayah kemasyarakatan dan dilarang memasuki arena politis, karena
jika kebijakan-kebijakan publik diarahkan oleh nilai-nilai religius
tertentu, misalnya Islam, akan terjadi represi, diskriminasi, dan
marginalisasi terhadap kelompok-kelompok religius lain. Begitu
kebijakan-kebijakan publik didominasi oleh nilai-nilai satu agama,
potensi konflik religius dan krisis solidaritas kewargaan segera
menghadang. Entah dengan model liberal atau bukan, agaknya
kita harus tetap melihat keyakinan-keyakinan religius dan aspirasi-
aspirasi politis sebagai dua hal yang berbeda meskipun tidak dapat
sama sekali dipisahkan.

Tidak diragukan lagi bahwa Nurcholish Madjid (selanjutnya
disebut “Cak Nur”) merupakan salah seorang cendekiawan Muslim
terkemuka yang banyak mencurahkan hati dan pikirannya pada
persoalan hubungan antara negara dan agama dalam masyarakat
kita. Berbagai kalangan mengenal pendiriannya yang termasyhur
tentang sekularisasi di tahun 1970, “Islam yes, partai Islam 70!”
Dasar asumsinya adalah pemisahan antara agama dan negara yang
dapat banyak dibaca di dalam literatur tentang sekularisasi Barat di
tahun 1970-an dan 1980-an. Karena sekularisasi sering didekatkan
dengan liberalisme, pendirian Cak Nur juga bisa dinilai sebagai
liberalisme dalam Islam. Kategorisasi macam itu masih terbuka
untuk diperdebatkan. Di dalam tulisannya yang belum pernah
diterbitkan selama hidupnya, “Mewujudkan Masyarakat Madani
di Era Reformasi,” saya menemukan bahwa ia justru berbeda pan-
dangan dari liberalisme Barat dan mendekati pandangan komuni-
tarianisme yang mengkritik liberalisme itu. Dengan menekankan
peranan komunitas agama, cendekiawan Muslim ini membangun
konsep toleransi yang berbeda dari liberalisme, yakni toleransi
berbasis agama, yang kemudian menjadi dasar pandangannya
tentang “masyarakat warga.” Tulisannya itu membuat kita perlu
memikirkan ulang Cak Nur untuk menempatkannya dalam kon-
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stelasi pemikiran-pemikiran politis internasional. Untuk mengini-
siasi refleksi sistematis atas tulisan yang esaistis itu, saya berupaya
untuk mengeksplisitkan “kerangka epistemologis” yang mendasari
pemikiran Cak Nur yang dapat kita sebut “teologi inklusif” dalam
Islam. Dengan cara itu kita dapat melakukan studi hermeneutis
untuk mendorong gerakan tafsir yang dapat menguatkan etos
solidaritas kewarganegaraan dalam masyarakat Indonesia yang
majemuk.

Proseduralisme Liberal dan Kritik Komunitarian

Salah satu jalan masuk ke dalam konsep “masyarakat warga”
adalah lewat persoalan sekularisasi dalam masyarakat modern.
Persoalan sekularisasi ini juga menjadi titik tolak pemikiran Cak
Nur. Sekularisasi dapat dilihat sebagai sebuah prestasi modernisasi
Barat yang banyak mempengaruhi peradaban modern pada
umumnya. Di dalam proses itu terjadi pemisahan antara negara
dan gereja, antara politik dan agama, dan akhirnya juga antara
persoalan-persoalan mengatur kesejahteraan di dunia ini dan per-
solan-persoalan jalan keselamatan jiwa-jiwa di akhirat. Mengapa
kedua hal itu perlu dipisahkan? Tentu saja jawaban atas pertanyaan
itu tidak turun begitu saja dari akal budi, melainkan dari praktik
yang lama dalam organisasi sosial dan politis masyarakat justru
untuk memungkinkan otonomi masyarakat warga di hadapan
negara. Pengalaman sejarah — tidak hanya di Barat, melainkan
di mana saja — menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi
modern mengalami pluralisasi cara-cara hidup dan orientasi nilai
kelompok yang berbeda-beda. Mobilitas sosial yang meningkat,
entah itu dalam bentuk urbanisasi atau imigrasi, dan pertum-
buhan ekonomi pasar telah melonggarkan ikatan-ikatan tradisi
dan meningkatkan kontak-kontak antarkelompok dari berbagai
keyakinan agama dan orientasi nilai kultural.

Di dalam fakta pluralitas tersebut kehidupan bersama secara
politis tidak lagi dapat didasarkan pada satu pandangan dunia
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religius, karena supremasi pandangan dunia religius yang menjadi
dasar bagi sistem politis dan sistem hukum di dalam masyarakat itu
dapat menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi, marginalisasi,
dan represi atas kelompok-kelompok yang berkeyakinan lain atau-
pun yang tidak memiliki keyakinan. Diskriminasi, marginalisasi,
dan represi adalah praktik-praktik kekerasan yang bertentangan
dengan keadilan dan dapat memicu konflik antarkelompok. Jika
integritas masyarakat majemuk itu hendak dipelihara, agama tidak
dapat dijadikan dasar metafisis sebuah negara. Meski demikian,
keyakinan-keyakinan religius yang berbeda-beda mendapat ruang
geraknya di dalam berbagai kelompok masyarakat sejauh itu diha-
dapi sebagai persoalan-persoalan privat yang tidak bersinggungan
dengan kebijakan-kebijakan publik. Strategi sekularisasi itu terbukti
bukan hanya dapat menghindarkan konflik antarkelompok dalam
masyarakat majemuk, melainkan juga melindungi kebebasan indi-
vidu dalam memeluk keyakinan religiusnya menurut hati nuraninya
sendiri tanpa paksaan dari otoritas politis. Sekularisasi merupakan
dasar bagi liberalisme politis. Cak Nur berdiri pada semangat yang
sama untuk mengelola kemajemukan dalam masyarakat kita ketika
dia mencanangkan “Islam yes, partai Islam 70.”

Di dalam teori-teori politik kontemporer strategi sekularisasi
itu tercermin dalam bentuk proseduralisme sebagaimana dianut oleh
para intelektual liberal di Amerika Serikat, seperti John Rawls dan
Ronald Dworkin. Proseduralisme dapat dimengerti sebagai suatu
proses pengambilan kebijakan-kebijakan publik di dalam masyara-
kat demokratis. Kata “prosedur” itu menunjuk pada cara bagaimana
keadilan diperoleh melalui “teknik” pengambilan keputusan yang
tepat. Segala persoalan yang menyangkut comprehensive religious
doctrines, seperti persoalan jalan keselamatan yang membawa impli-
kasi pada penataan masyarakat menurut ajaran agama, merupakan
persoalan privat berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat
majemuk yang tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebi-
jakan publik. Maka negara, yang dalam hal ini adalah parlemen dan
pemerintah, harus bersikap netral dari berbagai comprebensive reli-
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gious doctrines di dalam masyarakat majemuk.” Dalam terminologi
teori liberal kontemporer proses legislasi harus netral dari persoalan
the good (yang baik) dan berkonsentrasi pada persoalan zhe right
(yang adil) yang menjadi kepentingan lintas kelompok. Konsep e
original position dan the veil of ignorance yang dikembangkan oleh
Rawls dapat dilihat sebagai suatu “teknik” atau “prosedur” untuk
memperoleh sikap netral itu.

Proseduralisme kaum liberal itu telah menghasilkan kontroversi
dengan para pemikir politis yang menekankan peranan nilai-nilai
kultural dan religius sebagai sumber legitimasi dalam pengambilan
kebijakan publik. Mereka antara lain adalah Sandel, Mclntyre,
dan Walzer, dan pendirian mereka lalu disebut komunitarianisme.
Sebagian argumen mereka dipasok dari pendirian-pendirian kritis
Mazhab Frankfurt di tahun 1930-an terhadap ekonomi kapitalisme.
Menurut komunitarianisme, asas netralitas dan proseduralisme
itu sendiri merupakan orientasi nilai komuniter partikular yang
lalu diuniversalkan, yakni orientasi nilai kaum liberal. Dengan
ungkapan lain, kaum komunitarian menyangsikan asumsi prose-
duralisme kaum liberal tentang pengambilan kebijakan publik
yang lepas atau netral dari orientasi nilai kelompok tertentu karena
asas netralitas itu sendiri merupakan orientasi nilai kaum liberal.
Mereka bahkan mengasalkan orientasi nilai dalam liberalisme itu
pada hubungan-hubungan transaksional pasar kapitalis yang lalu
diperluas konteksnya ke bidang-bidang kehidupan lain. Di pasar
penjual dan pembeli tidak bertanya tentang agama atau suku
masing-masing agar transaksi terjadi; transaksi dilakukan cukup
dengan menukar uang dan barang asal nilai keduanya dianggap
sepadan. Dengan demikian menurut komunitarianisme tidak ada
nilai yang tidak memiliki akar-akar komunitas partikular sebagai
konteksnya, termasuk nilai-nilai yang dianggap universal oleh
liberalisme.

2 Untuk diskusi sekitar “prosedur” ini, lihat Axel Honneth, ed., Kommuni-
tarianismus, Eine Debatte iiber die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1994).
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Toleransi Berbasis Pasar dan Toleransi Berbasis Agama

Di dalam tulisannya “Mewujudkan Masyarakat Madani di
Era Reformasi,” Cak Nur juga mempersoalkan liberalisme (atau
jika bukan menyangkut teori-teori politik liberal, sekurangnya
menyangkut tradisi liberal Amerika Serikat). Seperti dikatakan
di atas, ada nada komunitarian di dalam pandangan-pandangan-
nya. Menurutnya, nilai-nilai universal masyarakat Barat sekular
bertumpu pada orientasi-ortientasi nilai dalam komunitas religius.
Dalam arti ini cara berpikir Cak Nur menyerupai komunitari-
anisme yang mengembalikan proseduralisme dan asas netralitas
pada tradisi komunitas kultural atau religius partikular. Akan
tetapi ada dua perbedaan penting di sini. Pertama, berbeda dari
komunitarianisme yang mengasalkan universalisme nilai liberal
dalam proseduralisme dari konteks hubungan-hubungan ekono-
mis dalam pasar kapitalis, Cak Nur mengembalikan hal itu pada
tradisi religius yang menjadi akar liberalisme. Kedua, juga berbeda
dari komunitarianisme yang tetap berpegang pada asumsi tentang
partikularisme nilai-nilai komuniter, Cak Nur justru beranggapan
bahwa nilai-nilai komuniter itu dapat menjadi basis nilai-nilai uni-
versal asalkan dikonstruksikan secara inklusif. Kita dapat membaca
refleksinya sebagai berikut:

Mungkin kita harus mengingatkan diri kembali bahwa apa yang
sekarang ada di Amerika yang disebut “demokrasi sekuler” pun
tumbuh dari bibit-bibit perenungan keagamaan yang mendalam,
yang dibawa oleh pandangan-pandangan George Washington,
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams dan anaknya,
John Quincy Adams, Alexander Hamilton, James Madison, dan
lain-lain. Sebagian dari mereka itu, seperti Thomas Jefferson dan
Alexander Hamilton, memang mengaku tidak beragama formal
atau beragama dalam arti menganut Deisme, Unitarianisme,
dan Universalisme. Tetapi mereka juga mengaku bahwa dalam
hal wawasan moral dan etika pribadi dan sosial mereka peroleh
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dasar-dasar metafisisnya dalam ajaran-ajaran Isa al-Masih yang

bagi mereka adalah guru agung budi pekerti luhur.?

Argumen untuk mengembalikan proseduralisme dan — dalam
konteks pemikiran Cak Nur — sekularisasi pada tradisi religius itu
sangat sentral untuk memahami pemikirannya tentang inklusivisme
Islam yang dalam tulisan itu dipandang sebagai dasar penguatan
masyarakat warga dalam demokrasi.

Di dalam teori-teori politik Barat adalah lazim melihat sikap-
sikap netral dan orientasi-orientasi nilai universal yang terkandung
dalam proseduralisme liberal sebagai aplikasi hubungan-hubungan
ekonomis pada hubungan-hubungan sosial pada umumnya. Dalam
arti ini nilai-nilai yang mendasari transaksi pasar kapitalis menjadi
basis toleransi, pluralisme nilai, dan egalitarianisme. Kita dapat
menyebut liberalisme Barat sebagai “toleransi berbasis pasar.” Dalam
tulisannya Cak Nur tidak mau mengambil asumsi lazim itu. Dia
justru melihat bahwa orientasi-orientasi nilai universal yang dapat
menjadi basis toleransi tidak dapat diasalkan dari hubungan-hubung-
an ekonomis dalam pasar, melainkan dari hubungan-hubungan
moral dalam agama itu sendiri. Strategi intelektual Cak Nur itu
dapat kita sebut “toleransi berbasis agama.” Atas dasar asumsi
ini Cak Nur memperlihatkan bahwa “demokrasi sekular’— dan
proseduralisme liberal — dapat diasalkan dari tradisi Kristiani yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Cara belajar
Cak Nur terhadap peradaban Barat itu sangat instruktif. Jika tradisi
Kristiani dapat menjadi dasar kemanusiaan universal bagi demokrasi
sekular dan pluralisme masyarakat liberal Barat, hal yang sama juga
dapat berlaku bagi Islam dan warisan tradisinya, sejauh yang digali

3 Nurcholish Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi,”
tulisan orisinal yang tidak dipublikasikan dan tanpa angka petunjuk halaman
dan tahun yang diserahkan oleh redaksi Jurnal 7itik- Temu kepada penulis untuk
ditanggapi. Kutipan-kutipan selanjutnya dalam tulisan ini yang mengacu pada
teks tersebut tidak dapat diberi angka petunjuk halaman.
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dan dikembangkan adalah wawasan-wawasan nilai yang inklusif
dalam Islam.

Nilai-nilai universal Nilai-nilai universal

Pasar Agama

Perbedaan antara dua basis universalisasi nilai-nilai dalam membangun
hubungan-hubungan sosial yang toleran

Di dalam masyarakat liberal sendiri toleransi berbasis pasar,
sebagaimana terwujud dalam asas sekularisasi, merupakan sebuah
strategi penyelesaian konflik-konflik religius yang telah berlangsung
lama di Eropa. Strategi itu memang menampakkan hasilnya, na-
mun perdamaian yang diciptakan tidak sejati. Dalam liberalisme
orang hanya mengalihkan perhatian kepada hubungan-hubungan
ekonomis sambil meredam konflik identitas di dalamnya. Toleransi
gaya liberal itu tidak lain daripada sikap /aissez faire terhadap agama
demi koeksistensi damai. Cak Nur melihat gejala serupa terjadi di
dalam masyarakat Indonesia, manakala modernisasi berkembang
dengan model liberal itu. Blokade terhadap penalaran religius di
dalam formasi aspirasi politis justru meningkatkan ketakutan untuk
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kontak di antara kelompok-kelompok religius di dalam masyarakat
majemuk. Dia menulis begini:

Dalam masyarakat kita terdapat ketakutan luar biasa kepada
wacana kehidupan sosial umum yang bersifat keagamaan, dan
sering diajukan argumen bahwa kita tidak mungkin bertanya
dengan sungguh-sungguh apa makna keadilan atau dasar
metafisis hak-hak asasi, dengan alasan bahwa kita adalah ma-
syarakat majemuk. Tetapi sebenarnya kemajemukan serupa itu
tidaklah sejati karena ia menegaskan bahwa kita tidak mungkin
melibatkan diri satu sama lain pada titik-titik perbedaan yang

ada pada kita.*

Yang dikritik oleh Cak Nur di sini adalah strategi memperta-
hankan pluralisme dengan cara menyingkirkan kontroversi alasan-
alasan religius dengan pemecahan liberal klasik, yakni modus vivendi
ala Thomas Hobbes. Menurut model liberal itu, jika masyarakat
majemuk hendak tetap utuh, tidak perlulah dicapai suatu konsen-
sus atas nilai-nilai religius. Masyarakat cukup mencapai kompromi
kepentingan-kepentingan ekonomis dengan menyingkirkan segala
kemungkinan kontroversi nilai-nilai religius. Dengan ungkapan
lain, modus vivendi hanyalah sekedar gencatan senjata yang tidak
menyelesaikan persoalan. Untuk menjaga integrasi masyarakat maje-
muk, Cak Nur menuntut lebih daripada proseduralisme liberal yang
terbatas pada “pengakuan pasif tentang adanya kemajemukan itu.”
Dia mendesak kita untuk melanjutkan diskursus nilai-nilai untuk
masuk ke dalam “pelibatan umum langsung dalam kemajemukan
itu” agar kita tidak masuk “ke dalam jebakan netralisme prosedural
yang hampa makna.” Proseduralisme mungkin dapat menenangkan
sementara tegangan-tegangan di antara berbagai orientasi nilai da-
lam masyarakat majemuk, namun hanya dengan cara membungkam
aspirasi-aspirasi religius di dalam ruang privat. Ketenangan itu semu,

# Lihat Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani.”
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dan harmoni yang dihasilkannya juga palsu karena konflik terbuka
tidak pernah diatasi, melainkan hanya ditunda.

Teologi Islam Inklusif sebagai Locus bagi Kewargaan

Mekanisme pasar dan transaksi ekonomis di dalamnya me-
mang sedikit banyak objektif dan dapat diuniversalkan. Maka
nilai-nilai universal dan kosmopolitan, seperti fairness, kesetaraan,
dan kebebasan individu dapat berkembang dari bidang komersial
itu. Sejak zaman Yunani kuno kosmopolitanisme berkembang di
wilayah-wilayah dengan interaksi ekonomis yang melibatkan ba-
nyak bangsa, dan di kota-kota pelabuhan, misalnya, pasar menjadi
medium bagi berkembangnya nilai-nilai kosmopolitan. Harus kita
akui juga bahwa industrialisasi dan perkembangan ekonomi pasar
di Indonesia turut menyebarkan nilai-nilai kosmopolitan di dalam
masyarakat schingga menantang mentalitas etnosentris dan sektarian
untuk ourwardlooking. Dalam arti ini pasar memang dapat menjadi
basis bagi toleransi. Karena itu, di dalam teori-teori liberal klasik,
sebagaimana dirintis oleh Hobbes, Locke, Kant, dan Hegel, toleransi
berbasis pasar itu juga merupakan asumsi hubungan-hubungan
sosial yang otonom dari negara yang lalu dikenal dengan konsep
“masyarakat warga.” Para aktor masyarakat warga dengan berbagai
latar belakang religius, etnis, dan ras mengabaikan latar belakang
mereka dan mengalihkan perhatian mereka pada transaksi ekonomis
yang kurang lebih “obyektif” dan “universal,” dan dengan cara itu
masyarakat warga terbentuk.

Jika Cak Nur mengajukan gagasan tentang agama sebagai basis
toleransi, gagasan tersebut tentu asing bagi liberalisme dan provoka-
tif bagi mereka yang menganut proseduralisme liberal. Bukan hanya
itu, gagasan itu juga bertentangan dengan tesis sekularisasi yang
di Barat berarti juga melarang para individu untuk menggunakan
ekspresi-ekspresi dan alasan-alasan religius di dalam ruang publik.
Bagaimana memahami gagasan Cak Nur itu?
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Saya mengusulkan untuk memahami toleransi berbasis agama
sebagai suatu upaya untuk melampaui modus vivendi dan prosedura-
lisme liberal dengan desakan untuk melancarkan komunikasi nilai
di antara para warga negara. Jika liberalisme menemukan nilai-nilai
universal dan kosmopolitan pada kondisi-kondisi transaksi fair
dan egaliter pasar, Cak Nur menemukan nilai-nilai tersebut lewat
teologi inklusif dalam agama Islam. Jadi, menurutnya untuk men-
jadi toleran dalam masyarakat majemuk kita tidak perlu menjadi
schizophrenic dengan mengubur identitas religius kita saat bertindak
sebagai warga negara. Masalah sesungguhnya yang mengancam
kebebasan dalam masyarakat majemuk bukanlah identitas agama
yang sewajarnya memang dimiliki oleh setiap individu, melainkan
pemutlakan satu-satunya identitas agama di hadapan berbagai
identitas lain. Sebaliknya, netralisasi diri dari identitas agama
bukan hanya tidak realistis dan hipokrit, melainkan juga bersikap
laissez-faire atau bahkan menyangkal kemajemukan. Jadi seorang
Muslim — katakanlah — bertolak dari Lebenswelt (dunia-kehidupan)®
religiusnya dan diminta untuk mengatasi perspektif etnosentrisnya
dan mengarahkan diri pada nilai-nilai kosmopolitan dalam Islam
yang berguna untuk mengokohkan solidaritas masyarakat warga.
Hal yang sama juga dituntutnya kepada kelompok-kelompok yang
berkeyakinan lain demi terwujudnya solidaritas kebangsaan. Jelas
bahwa di sini titik tolaknya bukanlah transaksi obyektif dalam pasar,
melainkan komunikasi nilai dalam komunitas konkret.

Tuntutan Cak Nur itu dapat dibandingkan dengan desakan
Jurgen Habermas terhadap kelompok-kelompok religius di dalam
masyarakat majemuk untuk menerjemahkan keyakinan-keyakinan
partikular mereka sehingga mencapai “status epistemis” (epistemi-
scher status)® yang dapat diterima oleh para warga negara dengan

> Dalam diskusi ilmu-ilmu sosial kontemporer konsep “Lebenswelt” yang
diambil dari fenomenologi Husser! diartikan sebagai wilayah sosio-kultural yang
taken-for-granted dan pra-reflektif tempat para akrtor sosial melakukan komunikasi
sehari-hari tanpa mempersoalkan klaim-klaim kesahihan.

¢ Lihat Jargen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion (Frankfurt
a.M.: Suhrkamp, 2005), h. 119 dan seterusnya. Saya menjelaskan pendirian
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keyakinan berbeda dan bahkan oleh para warga negara tanpa keya-
kinan. Berikut ini saya kutip kalimat-kalimat Cak Nur sendiri:

...kita harus berupaya dengan cukup kesungguhan untuk
menemukan kosa kata yang sama atau mendekatkan satu sama
lain dalam pandangan hidup umum. Hal itu berarti bahwa
masing-masing harus berusaha menemukan dalam khazanah
budaya atau sejarahnya sesuatu yang secara metafisis memper-
kuat wawasan bersama dalam kehidupan umum itu, dengan
menggali kembali bibit-bibit atau potensi-potensi dalam kha-
zanah itu, bukan sekedar perubahan-perubahan eksternalnya;
mempelajari kembali contoh-contoh sejarah, bukan sekedar
pengalaman-pengalaman kontemporer. Kemudian semuanya
itu diangkat ke dataran generalisasi yang cukup tinggi sehingga
menjadi bersifat universal-inklusif, berlaku untuk semua;
tidak bersifat partikular-eksklusif, yang berlaku hanya untuk
golongan khusus tertentu semata.’

Istilah Cak Nur “dataran generalisasi yang cukup tinggi” itu
sedikit menjelaskan apa yang dimaksud Habermas dengan “status
epistemis” yang dapat diterima para warga yang berbeda keyakinan.
Kita tahu bahwa Cak Nur menemukan itu dalam konstruksi teolo-
gis inklusif Islam yang mempertemukan nilai-nilai Islam dengan
nilai-nilai peradaban kosmopolitan umat manusia. Pada dataran
generalisasi tersebut terdapat titik temu antara para warga negara
yang beragama Islam dan para warga negara yang beragama lain.
Dapat dikatakan bahwa dataran itu adalah /ocus transformasi dari
umat dengan berbeda-beda keyakinan menjadi warga negara dengan
civil liberties yang setara. Berbeda dari toleransi berbasis pasar, dalam
toleransi berbasis agama titik temu bagi kemajemukan kelompok

Habermas itu dalam hasil riset saya yang baru tentang “Demokrasi Deliberatif”
yang segera akan diterbitkan.
7 Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani.”
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bukanlah asas netralitas liberal, melainkan nilai-nilai religius kos-
mopolitan peradaban umat manusia.

Konstruksi Teologis-Inklusif sebagai Ganti Teori Kontrak Sosial

Dalam tulisannya Cak Nur banyak mencurahkan perhatian
pada konsep masyarakat warga yang secara khas dikonstruksikan
dengan nilai-nilai religius. Konsep itu juga berbeda dari konsep
liberal. Konsep “masyarakat warga” dalam tradisi liberal Barat yang
merentang dari Hobbes, Locke, dan Kant sampai pada prosedu-
ralisme liberal ala Rawls bertolak dari konstruksi tentang kontrak
sosial. Didorong oleh self-interests untuk survival para individu
yang otonom mengadakan asosiasi sukarela dengan menerima
asas-asas universal seperti keadilan dan perdamaian yang menjamin
kehidupan bersama mereka secara politis. Negara tidak lain dari-
pada organisasi-diri masyarakat warga, maka nilai-nilai kehidupan
bersama merupakan hasil konsensus rasional para warga yang be-
bas dan otonom. Nilai-nilai seperti civil liberties yang merupakan
rincian hak-hak asasi manusia tidak semata-mata diturunkan dari
wahyu ilahi yang diterima oleh komunitas religius partikular,
melainkan merupakan hasil konstruksi akal budi manusia yang
tidak terbatas pada komunitas-komunitar partikular. Konsep
liberal tentang masyarakat warga ingin melepaskan diri dari etika
wahyu yang mengasalkan norma-norma tindakan dari kitab suci.
Norma-norma tidak diderivasikan secara deduktif dan monologal
dari wahyu ilahi, melainkan merupakan hasil diskursus rasional para
warga yang bebas dan setara. Jadi liberalisme tidak mengandaikan
adanya metadiskursus seperti comprehensive religious doctrines yang
secara monologal harus diterima; diskursus rasional adalah murni
bertaut pada asas-asas universal akal budi. Konstruksi liberal tentang
masyarakat warga ini dilakukan tidak hanya untuk melindungi
kemajemukan dan kesetaraan, melainkan juga kebebasan, termasuk
kebebasan untuk berkeyakinan berbeda ataupun kebebasan untuk
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tidak berkeyakinan (warga negara yang ateis). Jika hukum-hukum
negara diasalkan dari kitab suci, norma-norma itu akan menghasil-
kan marginalisasi, represi, dan diskriminasi terhadap komunitas-
komunitas atau individu-individu yang berkeyakinan lain ataupun
tidak berkeyakinan.

Berbeda dari liberalisme, Cak Nur justru mengembalikan
konsep masyarakat warga pada wahyu ilahi dan tradisi religius.
Untuk itu dia tidak bertolak dari konstruksi tentang kontrak
sosial, melainkan melakukan apa yang dapat disebut “konstruksi
teologis-inklusif” atas wahyu dan tradisi religius. Di sini saya tidak
ingin memasuki bidang teologi, apalagi teologi Islam, yang bukan
wilayah kompetensi saya. Yang akan saya lakukan di sini hanya
mengeksplisitkan argumentasi dan refleksi rasional yang terkandung
di dalam tulisan Cak Nur. Perhatian saya adalah pada epistemologi
yang mendasari konstruksi teologis itu.

Dalam tulisan itu jelas bahwa Cak Nur tidak sekedar meminta
umat Islam untuk mengangkat potensi-potensi khazanah tradisi
religius dan kulturalnya sampai ke “dataran generalisasi yang cukup
tinggi,” melainkan juga mempraktikkan sendiri metode konstruk-
sinya itu pada ajaran Islam dengan harapan dapat menjadi /ocus
titik temu berbagai keyakinan. “Generalisasi” itu — atau mungkin
lebih tepat “universalisasi” — dapat dijelaskan sebagai suatu proses
abstraksi, yakni melucuti ciri-ciri partikular nilai-nilai religius yang
terkait dengan komunitas partikular untuk menemukan “ruh ajaran
universal” di dalamnya yang dapat juga diterima oleh pihak-pihak
yang berkeyakinan lain. Hasil generalisasi itu tidak lain daripada
nilai-nilai kewargaan kosmopolitan yang berakar pada agama-agama
dunia, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Untuk mendekatkan pemahaman saya pada maksud Cak Nur,
saya mengambil contoh komparatif dari apa yang berhasil dikem-
bangkan dalam peradaban Barat. Konsep spesifik Kristiani bahwa
manusia adalah imago Dei (citra Allah) dalam sejarah pemikiran
Barat telah diangkat ke “dataran generalisasi yang cukup tinggi”
sehingga dewasa ini dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkeya-
kinan lain. Hasil abstraksi itu bernama konsep “martabat manusia”
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(human dignity) yang menjadi dasar paham hak-hak asasi manusia
universal. Seperti abstraksi yang terjadi pada konsep Kristiani ten-
tang imago Dei itu, Cak Nur mendorong gerakan tafsir di dalam
Islam untuk membebaskan kandungan nilai kosmopolitan dari
kepompong konsep-konsep spesifik Islam. Tentu saja seperti yang
terjadi dalam peradaban Barat, proses pembebasan dari kepompong
doktriner spesifik itu membutuhkan tidak hanya gerakan-gerakan
sosial dalam tafsir, melainkan juga waktu.

“Dataran Generalisasi”
Teologi Inklusif sebagai “locus” solidaritas
kewargaan dan nilai-nilai kosmopolitan

Proses hermeneutis dan abstraksi

Doktrin spesifik
agama-agama lain

Doktrin spesifik Islam

spesifik Islam lewat konstruksi teoligis-inklusif Cak Nur

Dengan proses hermeneutis dan abstraksi itu, “iman” juga
dilepaskan Cak Nur dari konteks spesifik doktrinernya dengan
menegaskan bahwa “manusia harus beriman kepada semua kitab
suci dan semua nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan salah
seorang pun dari mereka.” Dengan ungkapan lain, siapa pun yang
“berserah diri” kepada Tuhan, sekalipun mereka tidak termasuk
komunitas Islam, adalah “muslim” [dengan huruf kecil] (muslim),
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karena “islam” [juga dengan huruf kecil] (7slam) berarti “berserah-
diri” kepada Tuhan. Saya kutip penegasan Cak Nur kepada umat
Islam sendiri yang dalam tulisannya diposisikan dengan “kita™:

Kita beriman kepada kitab suci manapun juga yang semua para
pengikut agama itu harus diperlakukan secara adil, sebab pada
dasarnya semua mereka itu menyembah Tuhan yang sama,
dengan masing-masing bertanggungjawab atas amal-perbuatan
mereka sendiri yang tidak perlu menjadi bahan pertengkaran,
karena kelak kita sekalian akan kembali kepada Tuhan, dan
Tuhanlah yang akan menentukan benar-salah serta baik-buruk
segala amal-perbuatan itu (Q, 42:15). Karena itu, kita percaya
bahwa kearifan ada di mana-mana, dan kita harus mencarinya
“meskipun ke negeri Cina” (Hadits).®

Hasil yang dapat diharapkan dari “generalisasi” itu adalah nilai-
nilai kosmopolitan yang juga diterima oleh komunitas-komunitas
non-Islam, yakni — seperti ditulis oleh Cak Nur sendiri — keadilan,
kesetaraan, dan civil liberties (kebebasan menyatakan pendapat,
kebebasan berkumpul dan beribadah, kebebasan akademis, dan
seterusnya). Jika umat Islam dapat melakukan “generalisasi” atau
“konstruksi teologis-inklusif” yang dimaksud oleh Cak Nur itu,
mereka akan dapat mengatasi tembok-tembok eksklusivisme
agama dan perspektif sempit etnosentisme dan bertindak sebagai
warga negara Indonesia atau bahkan warga dunia yang memiliki
semangat civic friendship dengan para warga yang berbeda keya-
kinan. Bentuk masyarakat warga yang melakukan “generalisasi”
atau “universalisasi” untuk menemukan nilai-nilai kosmopolitan
itu tidak ditemukan oleh Cak Nur di polis Athena abad ke-5 SM,
atau metropolis New York abad ke-21, melainkan di masyarakat
Madinah zaman Nabi Muhammad yang baginya merupakan model
komunitas “nasionalisme partisipatoris egaliter.”

8 Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani.”
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Konstruksi Kontrak Sosial Konstruksi Teologis-Inklusif
Sumber Rasionalitas Belaka Wahyu Religius
Proses Universalisasi Kebebasan Universalisasi Etos Religius
Abstraksi Transaksi
Model Metodis | lImu-ilmu alam/Positivisme Hermeneutik Makna

Dalam wawasan proseduralisme liberal, konstruksi teologis-
inklusif tentang masyarakat warga ini tidak bebas dari comprehen-
sive religious doctrines, maka juga tidak netral terhadap nilai-nilai
komunitas partikular. Akan tetapi kita secara logis murni justru
dapat bertanya balik apakah netralisasi itu masih diperlukan lagi
jika kita dapat melakukan “generalisasi” ajaran religius untuk
menemukan nilai-nilai kosmopolitan di dalamnya. Bukankah
“generalisasi” dalam konstruksi teologis-inklusif dan asas netralitas
dalam proseduralisme liberal sama-sama merupakan instrumen
intelektual untuk menemukan nilai-nilai kosmopolitan yang dapat
diterima semua pihak? Dengan ungkapan lain, secara teoretis (bukan
secara historis praktis) keduanya diandaikan sampai pada hasil yang
sama. Cara mencapai hasilnya berbeda. Sementara proseduralisme
merupakan netralisasi dari ajaran-ajaran agama spesifik, konstruksi
religius inklusif justru bertolak darinya. Kita bahkan dapat mene-
mukan asumsi-asumsi kalkulasi ilmu-ilmu alam dan matematika
dalam teori-teori kontrak sosial yang mendasari proseduralisme
liberal. Dalam asumsi-asumsi itu individu dicerabut dari konteks
komunitas kultural konkretnya dan dimengerti sebagai atom-
atom yang universal dan homogen. Berbeda dari itu, konstruksi
religius-inklusif tidak mengambil asumsi-asumsi ilmu-ilmu alam
dan matematika yang mengatomisasi manusia, melainkan bekerja
dengan interpretasi dan hermeneutik. Metode hermeneutik tidak
beroperasi dengan kalkulasi dan netralisasi diri dari konteks-konteks
kehidupan konkret, melainkan justru bertolak dari pemahaman
simbol-simbol yang melekat pada konteks-konteks historis par-
tikular untuk menemukan makna universal seperti civil liberties
dalam masyarakat warga. Bekerja dengan hermeneutik, konstruksi
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teologis-inklusif Cak Nur menyelami simbol-simbol partikular
Islam untuk berupaya menemukan nilai-nilai kosmopolitan yang
berinterseksi dengan peradaban umat manusia universal.

Pertimbangan Kritis

Setelah komentar atas pemikiran Cak Nur di atas, marilah
kita menimbang sejauh mana konstruksi teologis-inklusif mampu
menerangi masa depan kehidupan bersama kita secara politis dalam
masyarakat majemuk. Pada ranah politis konstruksi teologis-inklusif
membantu para individu di dalam masyarakat untuk mengatasi
tembok-tembok eksklusivisme agama dan melampaui perspektif
etnosentris mereka. Konstruksi itu berguna untuk membangun
etos demokrasi yang memasok para warga negara dengan motivasi
religius untuk setia pada konstitusi negara hukum demokratis dan
tidak membiarkan diri terjerumus ke dalam kepicikan sektarianisme
dan fundamentalisme agama. Konstruksi itu bahkan merupakan
tilikan yang berguna sebagai model bagaimana komunitas religius
berperan dalam ruang publik pasca 11/9. Hanya alasan-alasan
religius yang memiliki "kandungan epistemis” yang bisa diterima
semua pihak, yakni sebagai nilai-nilai kosmopolitan, dapat men-
jadi kontribusi positif dalam proses deliberasi dalam ruang publik
sebelum produk hukum diputuskan.

Meskipun pandangan Cak Nur tidak sistematis dan tidak ber-
bentuk teori komprehensif, namun memiliki potensi intelektual
untuk membebaskan umat beragama (tidak hanya Islam, tetapi juga
agama-agama lain) dari triumfalisme (zriumphalism), jika dipelajari
dan dikembangkan sebagai gerakan tafsir. Apa yang bisa lebih inklu-
sif daripada desakan untuk “beriman pada kitab suci manapun?”
Inklusivisme itu memiliki implikasi praktis, seperti sikap toleran
terhadap perkawinan campur agama dan perpindahan dari Islam
ke agama lain atau dari agama lain ke Islam, karena kedua hal itu
merupakan hak-hak asasi yang dijamin sebagai civil liberties. Di
samping itu, pandangan itu juga memiliki potensi kritis terhadap
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legitimasi kekuasaan atas dasar agama. Dengan bahasa fundamen-
talisme agama, pihak-pihak yang mencari kekuasaan kerap memakai
“Tuhan” sebagai alat untuk membenarkan cara-cara berpikir dan ke-
pentingan-kepentingan mereka. Pengertian-pengertian religius yang
dalam kitab-kitab suci terbuka pada multi-interpretasi diseleksi dan
dipersempit pada doktrin-doktrin mereka yang “paranoid.” Desakan
untuk “beriman pada kitab suci manapun” berakar pada sebuah
kesadaran kosmopolitan bahwa Tuhan umat manusia melampaui
kepentingan-kepentingan sektarian dan cara-cara berpikir sempit
gaya fundamentalisme agama. Kita tentu dapat berharap agar impuls
intelektual yang diinisiasi oleh Cak Nur dapat mendorong gerakan
tafsir teologis-inklusif tidak hanya di dalam komunitas-komunitas
Muslim, melainkan juga di dalam komunitas-komunitas beragama
lain di dalam masyarakat kita. Masa depan masyarakat majemuk
akan banyak ditentukan oleh kemampuan kelompok religius yang
berbeda-beda untuk menerobos benteng-benteng etnosentrisme,
sektarianisme, dan triumfalisme mereka.

Beberapa keterbatasan dapat dikemukakan di sini. Pertama,
meskipun cukup radikal dalam menemukan titik temu agama-
agama di dalam etos solidaritas kewargaan, pemikiran Cak Nur
dalam tulisannya itu baru memperhitungkan warga negara yang
berkeyakinan berbeda dari dirinya, yakni umat beragama Kristen,
Buddha, Hindu, Konfusius, dan bentuk-bentuk keyakinan lain,
namun belum memperhitungkan kemungkinan adanya kelompok
warga negara yang tidak berkeyakinan (pada agama manapun) atau
bersikap sekular. Sebuah toleransi sejati harus memperhitungkan si-
kap-sikap sekular warga negara (terhadap kehidupan bersama secara
politis) sebagai hak hidup di dalam masyarakat majemuk karena
kita tidak berhak menghakimi keyakinan orang dalam kehidupan
bersama secara politis. Isi hati orang adalah hak Tuhan dan tidak
di bawah wewenang otoritas politis (bahkan agama) manapun
atau — seperti kata Cak Nur — “Tuhanlah yang akan menentukan
benar-salah serta baik-buruk segala amal-perbuatan itu.” Teologi

? Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani.”
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Islam inklusif yang dikembangkan Cak Nur akan sungguh-sung-
guh bersentuhan dengan nilai-nilai kosmopolitan, dan bila juga
membuka dialog tidak hanya dengan agama-agama lain, melainkan
juga dengan pihak-pihak yang bahkan percaya pada rasionalitas
belaka tanpa peranan wahyu ilahi karena jumlah mereka juga tidak
sedikit (bahkan bisa meningkat) di dalam masyarakat majemuk.
Di dalam masyarakat majemuk umat beragama tidak hanya harus
saling belajar (mengenai civil liberties) dengan umat beragama lain,
melainkan juga dengan orang-orang yang tidak percaya ataupun
tidak peduli pada agama manapun. Tuntutan inklusivitas yang
mencakup juga warga yang tidak berkeyakinan sulit dipenuhi oleh
sebuah teologi karena mendasarkan diri pada wahyu dan iman.
Keterbatasan kedua menyangkut konsep toleransi berbasis
agama yang diandaikan oleh Cak Nur. Di dalam masyarakat
majemuk tentulah sangat dikehendaki bahwa agama-agama me-
ngembangkan konsep toleransi sehingga menjadi basis koeksistensi
damai dalam masyarakat itu. Akan tetapi banyak orang sekular
meragukan kemampuan agama-agama untuk menjadi toleran,
bukan hanya karena banyaknya contoh kontemporer tentang kon-
flik agama, kekerasan, dan terorisme atas nama agama, melainkan
juga karena agama-agama memiliki “/ard core” yang sangat absolut
sebagai sistem pandangan dunia total yang sulit ditembus. Keraguan
itu memang beralasan. Keyakinan bahwa “tak ada keselamatan di
luar iman kita” tidak pernah hilang dalam hati banyak orang percaya
dan sering diidentikkan dengan “iman” itu sendiri. Teologi inklusif
tidak bisa dijalankan secara hipokrit, misalnya, dengan mengajarkan
inklusivisme keselamatan kepada pihak-pihak lain, sementara ke-
pada kalangan sendiri mengajarkan eksklusivisme dan triumfalisme.
Sang teolog harus tulus di luar dan di dalam. Dikhotomi “kawan-
lawan” atau “beriman-kafir” harus disingkirkan sampai dalam
asumsi-asumsi dasariah hermeneutik atas teks-teks sakral. Untuk itu
semua dibutuhkan tingkat kedewasaan tertentu dalam beriman dan
tingkat kecerdasan tertentu dalam berpikir kosmopolitan. Secara
empiris tidak banyak orang yang dapat memenuhi kondisi seperti
itu. Artinya, teologi inklusif melulu bersifat normatif, sementara
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dalam kenyataan empiris orang akhirnya tetap mempertahankan
konsep toleransi berbasis pasar. Dalam situasi kompleksitas sosial
dan konflik sosial pada akhirnya “asas netralitas” ala liberalisme
menjadi jalan keluar pragmatis yang diambil dengan menetralisasi
politik dari comprebensive religious doctrines.

Keterbatasan ketiga bersangkutan dengan aspek legislasi hu-
kum. Sudah barang tentu untuk membangun masyarakat warga
yang toleran, konstruksi teologis-inklusif bukanlah satu-satunya
solusi dan tidak dapat bekerja sendirian. Konstruksi itu berguna
untuk memobilisasi etos toleransi dalam masyarakat warga, namun
belum berkembang sebagai teori politik yang menjelaskan proses
legislasi (Gesetzgebungsprozep), padahal banyak persoalan hubungan
antaragama di Indonesia disebabkan oleh masalah legislasi hukum
yang masih cenderung memasukkan nilai-nilai spesifik Islam
(syari’ah) ke dalam sistem hukum positif negara. Kita juga belum
tahu bagaimana bangunan teori legislasi itu seandainya Cak Nur
masih diberi kesempatan untuk mengembangkannya. Konsep to-
leransi dan teologi inklusifnya lebih ditujukan pada pembagunan
etos yang tepat untuk menghargai pluralisme dan inklusivisme.
Karena itu dapat kita katakan bahwa konsep toleransi berbasis
agama dan konstruksi teologis-inklusif tentang masyarakat warga
yang disumbangkan oleh Cak Nur itu lebih bergerak pada ranah
penguatan solidaritas dalam masyarakat warga daripada pada ranah
legislasi hukum dalam sistem politik.

F.Budi Hardiman adalah pengajar di Program Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi
Filsafat Driyarkara, Jakarta.
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MASYARAKAT MADANI
BINGKAI KEADABAN BAGI MASYARAKAT INDONESIA
YANG DEMOKRATIS-PLURALISTIK

Syamsul Arifin

Pada 1999, Paramadina menerbitkan buku Greg Barton dalam
versi Indonesia dengan judul, Gagasan Islam Liberal di Indonesia:
Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendsi, Abmad
Wahib dan Abdurrahman Wahid 1968-1980. Semula, buku ini
merupakan tesis doktor Greg Barton di Monash University, Australia,
yang berjudul, 7he Emergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal
Movement of Islamic Thought in Indonesia [A Textual Study Examining
the Writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, and
Abdurrabhman Wahid 1968-1980]. Dengan penelitian yang kemudian
dipublikasikan secara luas ini, Greg Barton ingin memberikan perha-
tian terhadap Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib,
dan Abdurrahman Wahid, yang telah memainkan peran signifikan
dalam pengembangan intelektualisme baru setidaknya di kalangan
Islam di Indonesia. Tentu saja, di luar nama-nama yang diteliti oleh
Greg Barton sebenarnya masih banyak nama-nama lain yang menarik
perhatian peneliti sebelum Greg Barton. Sebut, misalnya, penelitian
yang dilakukan Fachry Ali dan Bahtiar Effendy untuk karya mereka
Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde
Baru (1986). Selain nama-nama yang telah disebut oleh Greg Barton,
Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, menyebut M. Dawam Rahardjo, M.
Amin Rais, Kuntowijoyo, Jalaluddin Rakhmat, Ahmad Syafii Maarif,
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Adi Sasono, AM Saefuddin, Endang Saifuddin Anshari, dan M.
Imadudin Abdurrahim. Masing-masing intelektual Muslim tersebut
oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy dikelompokkan ke dalam empat
tipologi pemikiran, yaitu: neo-modernisme, sosialisme-demokrasi,
internasionalisme-universalisme, dan modernisme Islam.

Di antara nama-nama intelektual tersebut, baik yang disebut
oleh Greg Barton maupun Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Nurcholish
Madjid patut memperoleh perhatian khusus. Kendati telah wafat
beberapa tahun yang lalu, banyak kalangan yang tetap memperbin-
cangkan pemikiran Nurcholish Madjid. Sebagai intelektual Muslim
yang lama mengenyam pendidikan Islam, baik di pesantren maupun
di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) — kini Universitas Islam Indo-
nesia (UIN), tentu hal yang wajar jika pemikiran Nurcholish Madjid
memiliki bingkai tradisi keilmuan Islam yang kokoh. Kekuatan
dan daya tarik pemikiran Nurcholish Madjid antara lain karena
bingkai tersebut. Tetapi karena Nurcholish Madjid memiliki peng-
alaman sebagai aktivis dan tokoh penting pada sebuah organisasi
kemahasiswaan modernis, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),
apalagi belakangan melanjutkan studi di University of Chicago di
Amerika Serikat, pemikiran Nurcholish Madjid memiliki spektrum
yang lebih luas. Perhatian Nurcholish Madjid tidak hanya tertuju
pada persoalan-persoalan keislaman, melainkan juga pada persoa-
lan-persoalan keindonesiaan dan kemodernan. Di beberapa forum
dan tulisan, ketika membicarakan Islam, Nurcholish Madjid selalu
mengaitkannya dengan masalah keindonesiaan dan kemodernan.
Begitu juga sebaliknya, ketika membicarakan keindonesiaan dan
kemodernan, Nurcholish Madjid selalu mengaitkan keduanya
dengan Islam. Maka pada diri Nurcholish Madjid seperti terdapat
dialektika antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.
Dialektika ini antara lain terlihat secara nyata pada saat Nurcholish
Madjid membicarakan konsep masyarakat madani sebagai elaborasi
dari konsep masyarakat Madinah.

Di mana letak dialektika antara keislaman di satu pihak dan
keindonesiaan dan kemodernan di pihak lain pada gagasan ma-
syarakat madani? Pada salah satu artikelnya yang berjudul “Mewu-
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judkan Masyarakat Madani di Era Reformasi,” yang menjadi artikel
utama dalam Jurnal 77tik-Temu edisi ini (Januari — Juni 2009),
pertama-tama Nurcholish Madjid menegaskan bahwa masyara-
kat madani berakar pada konsep masyarakat Madinah di zaman
Nabi. Dengan mengutip Martin Lings, bagi Nurcholish Madjid,
masyarakat Madinah merupakan solusi Ilahi paling akhir bagi per-
soalan pemerintahan (7he most recent of Providence’s solutions to the
problem of government) serta merupakan konsep idaman, teladan,
dan pedoman bagi masyarakat sekarang. Sebagai konsep idaman,
teladan, dan pedoman, jelas Nurcholish Madjid lebih lanjut,
konsep masyarakat Madinah sudah selayaknya dipertimbangkan
mengingat adanya kesamaan karakter antara bangsa Indonesia
dengan masyarakat Madinah, yakni kemajemukan. Sebagai upaya
mencari relevansi dan sekaligus kontekstualisasi dengan persoalan
keindonesian, Nurcholish Madjid memilih istilah masyarakat
madani yang sepadan dengan civil society daripada masyarakat
Madinah sehingga relatif bisa diterima oleh bangsa Indonesia yang
pluralistik.

Genealogi dan Persoalan Peristilahan

Sebelum membicarakan gagasan masyarakat madani dari
Nurcholish Madjid, ada baiknya terlebih dahulu melakukan sedikit
analisis genealogis terhadap konsep civil sociery. Analisis ini perlu
dilakukan kendati tidak terlalu mendalam karena menyeruaknya
perbincangan tentang masyarakat madani di kalangan Islam Indo-
nesia dan terutama kalangan intelektualnya tidak bisa dilepaskan
dari pengaruh dominasi civil society setidaknya di tingkat wacana.
Sebelum masyarakat madani muncul ke permukaan, para aktivis
demokrasi di Indonesia lebih akrab dengan konsep civil society.
Konsep ini dinilai lebih tepat dijadikan sebagai cover term bagi
komunitas yang mengembangkan wacana dan gerakan demokrasi
di Indonesia. Baru setelah konsep masyarakat madani mendapatkan
penguatan dari beberapa intelektual Muslim, civil sociery mengalami
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proses domestikasi secara konseptual. Banyak kalangan di Indonesia
mulai akrab dengan konsep masyarakat madani, atau setidaknya
menyebut civil society secara berbarengan dengan masyarakat ma-
dani. Padahal jika dirunut ke belakang, antara masyarakat madani
dan civil sociery memiliki akar sejarah dan sosial yang berbeda. Civi/
society berakar pada sejarah masyarakat Barat, sementara masyarakat
madani dekat dengan Islam.

Sedikit melakukan analisis sejarah, orang yang sering disebut-
sebut memperkenalkan istilah c7vil society adalah Cicero yang hidup
antara tahun 106-43 SM. Sebenarnya Cicero tidak menggunakan
istilah civil sociery, tapi societes civilis. Pada zaman Cicero ini, civil
society disamakan dengan masyarakat politik (political society), yakni
masyarakat yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan
hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi evolusi pemikir-
an tentang konsep civil society. Dalam tradisi Eropa sampai abad
ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian
negara (szate), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendomi-
nasi seluruh kelompok lain. Baru pada paruh kedua abad ke-18,
terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civi/
society kemudian dimengerti orang sebagai dua entitas yang ber-
beda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (social formation)
dan perubahan-perubahan struktur politik di Eopa sebagai akibat
pencerahan (enlightenment) dan modernisasi dalam menghadapi
persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya
rezim-rezim absolut.

Mengiringi proses evolusi itu, terjadi perbedaan dan pertentang-
an antara para ilmuwan dan filsuf. Jika coba dipilah, diskursus ten-
tang civil society pada zaman modern terpola pada tiga pandangan.
Pandangan perrtama adalah pandangan liberalsime-radikal yang
lebih menekankan aspek kemandirian masyarakat dan perbedaan
posisinya sedemikian rupa, sechingga menjadi antitesis dari staze.
Pandangan pertama rupanya lebih mementingkan masyarakat
(society). Pandangan ini memperoleh kritik tajam dari Hegel yang
kemudian didukung oleh Marx. Hegel mempunyai pandangan
pesimistik bahkan nihilistik tentang civil society. Menurut Hegel,
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civil society merupakan wilayah kehidupan orang-orang yang telah
meninggalkan pesan kuat keluarga dan masuk ke dalam kehidup-
an ekonomi yang kompetitif. Menurut Hegel, ini adalah arena di
mana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai
kepentingan perseorangan bersaing, yang menyebabkan perpe-
cahan-perpecahan sehingga civil society itu mengandung potensi
besar untuk menghancurkan dirinya. Dengan watak sosial semacam
itu, Hegel kemudian menekankan pentingnya supervisi dan kon-
trol negara, karena, menurut Hegel, kebebasan mengembangkan
aspirasi dan kepentingan yang berbeda, yang menjadi karakeer civil
society, adalah sesuatu yang menciptakan kerawanan kepada kohesi
masyarakat.

Pandangan berikutnya adalah pandangan yang memosisikan
civil society sebagai intermediary entity, standing between the private
and the state.' Pandangan ini diwakili oleh Alexis de Tocqueville
yang mendefinisikan civil society sebagai:

Wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan ber-
cirikan, antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan
(self-generating), keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi
berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-nor-
ma atau nilai-nilai hukum yang diakui oleh warganya.?

Pengertian dari de Tocqueville di atas sejiwa dengan penger-
tian yang dirumuskan Larry Diamond: “civil society is the realm of
organized social life that is voluntary, self-generating, self-supporting,

autonomous from the state, and bound by a legal order or set of shared

rules.”?

! Larry Diamond, “Civil Society and the Development of Democracy,”
Journal of Democracy 5/3 (July 1994): 4. Lihat juga John A. Hall, “In Search of
Civil Society,” dalam John A. Hall, ed., Civil Society: Theory, History, Compararison
(Cambridge: Blackwell Publishers, 1995), h. 2.

2 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta: LP3ES,
1996), h. 3.

3 Diamond, “Civil Society,” h. 4.

TITIK-TEMU, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009 55



SYAMSUL ARIFIN

Lalu bagaimana pengertian civil society di Indonesia? Berikut ini
penting mencoba merekonstruksikan kembali pandangan kalangan
intelektual Indonesia seputar pengertian czvil society. Saparina Sadli
yang memilih istilah masyarakat madani memberikan rumusan
pengertian sebagai berikut:

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang mengemban-
gkan dan menetapkan pola hidup sosial politik-budaya dengan
pranata kepemimpinan yang didadasarkan pada nilai-nilai de-
mokrasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan fisik dan
mental masyarakat (atau yang dapat meningkatkan harkat dan
martabat manusia). Masyarakat madani adalah suatu masyarakat
atau gerakan-gerakan dan kelompok dalam masyarakat yang
menghendaki perubahan dari kondisi yang tidak manusiawi
(karena kebutuhan fisik dan non fisik tidak terpenuhi) menjadi
kondisi hidup yang manusiawi (dengan tatanan ekonomi, poli-
tik, dan sosial budaya yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan
fisik dan mentalnya sebagai manusia yang beradab.*

Sementara itu, Affan Gaffar, pakar politik dari UGM, mencu-
kupkan pengertian civil society yang tengah dirumuskan oleh Nicos
Mougzelis, yakni: @/l social group and institution which, in conditions
of modernity, lie between the primordial kinship group and institutions
on the other.” Meskipun Affan Gaffar tidak merumuskan pengertian
civil society, ia merumuskan komponen penting bagi pembentukan
civil society yang meliputi empat hal utama, yaitu (1) otonomi, (2)
akses masyarakat terhadap lembaga negara, (3) arena publik yang
bersifat otonom, dan (4) arena publik tersebut terbuka bagi semua
lapisan masyarakat.®

4 Saparinah Sadli, “Beberapa Catatan tentang Masyarakat Madani,” Makalah
Seminar Penjelajah Trace II, Universitas Indonesia, 25 Maret 1998, h. 1.

SAffan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999), h. 178.

¢ Gaffar, Politik Indonesia, h. 178.
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M. Ryaas Rasyid yang menggunakan istilah masyarakat ke-
wargaan sebagai versi bahasa Indonesia dari civil sociery memberi
rumusan bahwa yang dimaksud dengan civi/ society atau masyara-
kat kewargaan merupakan konsep tentang keberadaan masyarakat
yang mandiri dan dalam batas-batas tertentu mampu memadukan
dirinya sendiri serta cenderung membatasi intervensi negara ke
dalam realitas yang telah diciptakan sebagai ruang kegiatannya.”
Tetapi tidak semua pakar politik di Indonesia merasa nyaman
dengan upaya pengalihan konsep civil society ke dalam bahasa In-
donesia. Ramlan Surbakti, pakar politik dari Universitas Airlangga,
Surabaya, bahkan merasa kesulitan dalam memberi pengertian
terhadap konsep civil sociery. Menurut Ramlan Surbakti, civil society
merupakan konsep yang masih diperdebatkan (conzested concepr).
Sebagaimana Affan Gaffar, Ramlan Surbakti tidak memberikan
pengertian civil society, tetapi lebih mementingkan pada esensi
dari civil society yang ia rujuk dari pemikiran Jurgen Harbermas
yang merumuskan dua kondisi esensial bagi pembentukan civi/
society. Pertama, kebebasan memperbincangkan isu-isu yang me-
nyangkut kepentingan bersama sebagai bangsa (wacana publik),
seperti menyatakan pendapat, mengartikulasikan kepentingan,
melakukan proses memilih dan mengganti pengurus, dan bebas
dari perlakuan semena-mena. Kedua, tersedianya lembaga per-
wakilan rakyat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media
massa, kampus, forum-forum komunikasi, dan tempat-tempat
pertemuan umum dalam jumlah yang memadai dan berfungsi
otonomi (ruang publik). Dalam ruang publik yang bebas dan
otonomlah para individu bertindak sebagai po/itical persons untuk
memperbincangkan dan melaksanakan apa yang telah disepakati
bersama sebagai kepentingan bersama.®

7 M. Ryaas Rasyid, “Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewar-
gaan,” Jurnal Ilmu Politik 17 (1997): 3.

8 Ramlan Surbakti, “Ditsospol dan Pembentukan Civil/ Society,” dalam 1.
Bambang Susilo, ed., Masyarakat & Negara: Kado untuk Prof. Soetandyo Wignjo-
soebroto (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), h. 54.
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Yang menarik adalah respons intelektual Muslim Indonesia.
Kendati memiliki akar sejarah dan sosial berbeda, banyak intelek-
tual Muslim kita yang cenderung memilih istilah masyarakat
madani sebagai padanan civil society. Muslim di Indonesia patut
berterima kasih kepada Anwar Ibrahim, mantan orang kepercayaan
Mahatir Muhammad, yang memperkenalkan konsep masyarakat
madani dalam Festival Istiglal 1995. Pilihan Anwar Ibrahim segera
mendapat respons positif dari beberapa intelektual Muslim Indo-
nesia. Secara harfiah, masyarakat madani berarti masyarakat kota,
yang umumnya telah terbentuk dengan peradaban maju. Dalam
istilah aslinya, civil/ berasal dari bahasa Latin, civitas dei atau kota
Ilahi. Dari kata ini, kemudian muncul istilah civilization, per-
adaban. M. Dawam Rahardjo, juga mengatakan hal yang sama.
Menurutnya, terjemahan masyarakat madani untuk civil society
adalah “kebetulan yang tepat.” Kata M. Dawam Rahardjo lebih
lanjut:

Dalam perspektif Islam, masyarakat madani lebih mengacu
pada penciptaan peradaban. Kata a/-din yang umumnya diter-
jemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna a/-tamad-
dun atau peradab. Keduanya mengacu ke dalam pengertian
al-madinah (mufrad) atau al-maddin (jamak) artinya kota.
Hanya saja, dalam al-Qur’an, pengertian kota tidak hanya
diwakili oleh satu kota. Kata al-garyah dan al- balad, juga
berarti kota, walaupun keduanya sering diartikan sebagai
negeri. Tetapi, dalam perkataan negara itu pun terkandung
pengertian peradaban dan kebudayaan. Karena dalam per-
kataan negeri terdapat pengertian tentang suatu daerah yang
dihuni manusia. Di situ ada manusia, di situ pula ada per-
adaban dan kebudayaan.’

? M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan
Perubahan Sosial (Jakarta: LP3ES & LASE, 1999), h. 146.
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Bahtiar Effendy menguatkan pernyataan M. Dawam Rahardjo.
Pada salah satu publikasinya, Bahtiar Effendy, dosen Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tersebut mengatakan:

Dipandang dari sudut peristilahan, kata “masyarakat madani”
jelas mempunyai kedekatan makna dengan istilah asalnya,
yaitu ‘civil sociery.” Hal ini merupakan suatu kenyataan yang
menarik, mengingat sebelumnya istilah “civil sociery” diterje-
mahkan secara kurang pas “masyarakat warga.” Bahkan ada
yang secara salah kaprah menerjemahkan atau memahami
sebagai “masyarakat sipil.” Memang, dari sudut kata-kata, ini
merupakan terjemahan harfiah atau verbal yang dapat dibe-
narkan. Akan tetapi, kesalah-kaprahan itu justru muncul dari
pemahaman yang dikembangkan oleh sementara orang, dalam
jumlah yang banyak, bahwa “ivil society” atau “masyarakat
sipil” itu lawan dari segala sesuatu yang berbau “tentara”
atau “militer.” Ada kemungkinan kesalah-kaprahan itu juga
didukung oleh pandangan bipolar yang selama ini muncul di
antara kita, yaitu penghadapan yang tidak pas antara “sipil”
dan “militer.” Apa saja yang disebut dengan menggunakan
kata “sipil” pasti berlawanan atau setidak-tidaknya bersifat
bukan "militer.”*°

Tetapi memang tidak semua intelektual Muslim menerima
secara bulat pemadanan civi/ society dengan masyarakat madani.
Muhammad AS Hikam yang pernah melakukan kajian mendalam
terthadap civil society adalah salah seorang yang berkeberatan ter-
hadap pemadanan tersebut. Dalam pandangannya, pengalih-ba-
hasaan civil sociery menjadi masyarakat madani, bisa mengarah pada
pembentukan visi yang partikularistik, karena konsep masyarakat
madani lebih mengedepankan Islam sebagai dominant ideology,

10 Bahtiar Effendy, “Wawasan al-Qur’an tentang Masyarakat Madani:
Menuju Terbentuknya Negara-Bangsa yang Modern,” Paramadina 1/2 (1999):
76-77.
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Islam sebagai satu-satunya landasan values system. Padahal, menu-
rutnya, Islam hanyalah salah satu bagian dari sekian banyak va/ues
system. Dalam konteks diskursus civil society, Muhammad AS Hikam
rupanya kurang apresiatif terhadap upaya mencari alternatif yang
Islami, karena

Cara-cara seperti itu justru tidak produktif. Upaya menggan-
tikan visi civil society dengan model masyarakat seperti yang
ada pada zaman Nabi jelas akan menghalangi kemungkinan
kita melakukan pencangkokan produk-produk enlightenment.
Dengan kata lain, tekanannya adalah pada kemampuan kita
melakukan pencangkokan-pencangkokan tanpa harus meng-
hilangkan identitas masing-masing pihak. Dan ini, dalam
pandangan orang yang melihat sisi Islam saja, tentu kurang
memuaskan. Tetapi, bagi saya, dengan cara itu kita lebih bisa
berbicara dengan orang lain dalam lingkup dan cakupan yang
lebih luas menyangkut civil sociery."!

Nurcholish Madjid dan Gagasan Masyarakat Madani

Kendati menuai kritik seperti dikemukakan oleh Muham-
mad AS Hikam di atas, konsep masyarakat madani terus bergulir,
alih-alih sekedar sebagai pemadanan dari civil society, tetapi lebih
mendasar lagi ditawarkan sebagai sebuah model ideal bagi masyara-
kat Indonesia. Pemikiran seperti ini dengan gigih dikembangkan
antara lain oleh Nurcholish Madjid. Dalam pandangan Nurcholish
Madjid, meskipun konsep masyarakat madani berakar pada sejarah
Islam, yakni masyarakat Madinah, tetap konsep ini bisa dijadikan
model oleh masyarakat Indonesia. Jika Muhammad AS Hikam

" Muhammad AS Hikam, “Nahdlatul Ulama, Civil Society, dan Proyek
Pencerahan,” dalam Ahmad Baso, ed., Civil Sociey Versus Masyarakat Madani:
Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia (Bandung: Pustaka Hi-
dayah, 1999), h. 11.
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khawatir terhadap munculnya sikap eksklusif pada diri umat Islam
apabila masyarakat madani “dipaksakan” sebagai alternatif civi/
society, Nurcholish Madjid justru menemukan sisi universalitas
pada masyarakat madani karena di dalamnya terkandung nilai-nilai
keadaban (civility) yang sejalan dengan semangat civil society dalam
zaman modern.

Di Indonesia Nurcholish Madjid bisa dikatakan sebagai orang
yang pertama kali memberikan analisis kebahasaan secara menarik
serta dasar-dasar teologis dan historis yang cukup mendalam. Kita
kutip pernyataannya:

Sebagai kaum Muslim, penting bagi kita merenungi sebuah cita-
cita untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa
kita untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat
madani, civil society, di negeri kita tercinta Republik Indonesia,
karena terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak
dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adalah Nabi Muhammad, Rasulullah saw, sendiri yang
memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan
masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di
kota Makkah tanpa hasil yang selalu menggembirakan Allah
memberikan petunjuk untuk hijrah ke Yatsrib, kota wahah
atau oase yang subur sekitar 400 km sebelah utara Makkah.
Kemudian, setelah mapan dalam kota hijrah itu, beliau ganti
nama Yatsrib menjadi al-Madinah, artinya “kota.”

Secara konvensional, perkataan Madinah memang diar-
tikan sebagai kota. Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan
itu mengandung makna peradaban. Dalam bahasa Arab, pera-
daban memang dinyatakan dalam kata-kata madaniyyah atau
tamaddun, selain dalam kata-kata hadlirah. Karena itu tindakan
Nabi szw mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah pada haki-
katnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa
beliau bersama para pendukung beliau yang terdiri dari kaum
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Mubhajirin dan Anshar hendak mendirikan dan membangun
masyarakat yang beradab.'?

Menurut Nurcholish Madjid, tugas utama yang dilakukan oleh
Rasulullah saw selama sepuluh tahun di Madinah adalah memba-
ngun masyarakat yang beradab, yaitu

... masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan lan-
dasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Takwa
kepada Allah dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa,
yang dalam peristilahan kitab suci juga disebut semangat rz6-
baniyah atau ribbiyah. Inilah habl-un min-a’Llih, tali hubungan
dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jamin-
an untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista.

Semangat rabbaniyab itu, jika cukup tulus dan sejati, akan
memancar dalam semangat pri-kemanusiaan, yaitu semangat
insdniyah atau basyariyah, dimensi horisontal hidup manusia,
habl-un min-a al-nis. Kemudian pada urutannya, semangat
peri kemanusiaan itu sendiri memancar dalam berbagai
bentuk hubungan pergaulan bersama manusia yang penuh
budi luhur...Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia
itulah masyarakat berperadaban, masyarakat madani, civi/
society."”

Dengan mempertimbangkan dimensi transendental, etis, dan
sosial dari masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah saw itu,
Nurcholish Madjid lalu merekomendasikan agar dijadikan teladan
dan rujukan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan
di masa yang akan datang. Menurutnya, hal tersebut merupakan
hal yang mendesak bagi bangsa Indonesia mengingat akhir-akhir
ini banyak tersingkap perilaku yang menunjukkan tiadanya ke-

12 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Para-
madina, 1999), h. 163-164.
¥ Madjid, Cita-cita Politik Islam, h. 167-168.
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sejatian dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai madani.
Nurcholish Madjid memberi contoh dalam masalah pluralisme.
Menurut penilaiannya, dalam hal pluralisme, masyarakat Indo-
nesia masih menunjukkan pemahaman yang dangkal dan kurang
sejati. Meskipun istilah pluralisme, dikatakan lebih lanjut, sudah
menjadi barang harian dalam wacana umum nasional kita, masih
ada tanda-tanda bahwa orang memahami pluralisme hanya sepin-
tas lalu, tanpa makna yang mendalam, tanpa berakar pada ajaran

kebenaran. Menurut Nurcholish Madjid:

Paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme tidak cu-
kup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan
masyarakat yang majemuk, tapi harus disertai dengan sikap
yang tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan itu
sebagai bernilai posistif, merupakan rahmat Tuhan kepada
manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya
melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang
beraneka ragam. Pluralisme merupakan pendorong penga-
yaan budaya bangsa. Maka budaya Indonesia, atau keindo-
nesiaan, tidak lain adalah interaksi yang kaya (resourceful)
yang dinamis antara perilaku budaya yang beraneka ragam
itu dalam suatu melting pot yang efektif seperti diperankan
oleh kota-kota besar Indonesia, khususnya Ibukota Jakarta
Raya sendiri.

Jadi pluralisme tidak dapat dipahami dengan mengatakan
bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari
berbagai suku dan agama, yang justru menggambarkan kesan
fragmental, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh se-
kedar dipahami sebagai kebaikan negatif (negative good) yang
ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (zo
keep fanaticism at bay). Pluralisme harus dipahami sebagai
pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban
(genuine engagement of diversities wibtin the bonds of civility).
Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi kesela-
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matan umat manusia, antara lain melalui mekanisme penga-
wasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.'

Di samping dangkalnya pemahaman terhadap pluralisme,

Nurcholish Madjid juga mengungkap persoalan yang sama terhadap

toleransi. Padahal, menurut Nurcholish Madjid, toleransi meru-

pakan prinsip utama dalam masyarakat madani, seperti dikatakan
berikut ini:

Ada banyak indikasi bahwa masyarakat memahaminya hanya
sepintas, sehingga toleransi menjadi seperti tidak lebih dari-
pada persoalan prosedural, persoalan tatacara pergaulan yang
enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda. Padahal
persoalan toleransi adalah persoalan prinsip, tidak sekedar
prosedur. Toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban
melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya
tatacara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang
berbeda-beda, maka hal itu harus dipahami sebagai hikmah
atau manfaat dari pelaksanaan suatu ajaran yang benar.
Hikmah dan manfaat itu adalah sekunder lainnya sedangkan
yang primer ialah ajaran yang benar itu sendiri. Maka sebagai
yang primer, toleransi harus kita laksanakan dan wujudkan
dalam masyarakat, sekalipun untuk kelompok tertentu — bisa
untuk kita sendiri pelaksanaan toleransi secara konsekuen itu
mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang enak."”

Dalam menjelaskan tentang pluralisme dan toleransi, Nurcholish

Madjid mendasarkan diri pada sejumlah ayat dan hadits, di antaranya
sebagai berikut ini:

" Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi:
Tantangan dan Kemungkinan,” dalam Ahmad Baso, ed., Civi/ Sociey Versus
Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia
(Bandung;: Pustaka Hidayah, 1999), h. 23-24.

1> Madjid, “Masayarakat Madani,” h. 24.

TITIK-TEMU, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009



(1)

(2)

3)

(4)

)

MASYARAKAT MADANI: BINGKAI KEADABAN BAGI MASYARAKAT INDONESIA

Dan bagi tiap-tiap umat ada arah yang ia menghadap ke-
pada-Nya. Maka berpacula kamu dalam berbagai kebaikan.
Di mana saja berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas sesuatu (Q,
2:148);

Untuk setiap umat di antara kamu, Kami telah berikan
aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya
kamu Dia jadikan umat yang tunggal. Tetapi Dia hendak
menguji kamu berkenaan dengan apa yang Dia anugerahkan
kepada kamu. Maka berpaculah kamu sekalian untuk ber-
bagai kebaikan. Kepada Allah kembalimu semua, kemudian
Dia akan jelaskan kepadamu segala hal yang kamu pernah
berselisih di dalamnya itu (Q, 5:48);

Seandainya Tuhan menghendaki, tentu beriman semua
orang di bumi, seluruhnya! Maka apakah engkau (hai
Muhammad) akan memaksa manusia agar beriman semua!
(Q, 10:99);

Tidak ada paksaan dalam agama sesungguhnya jalan hidup
yang benar telah jelas berbeda dengan jalan hidup yang sesat
(Q, 2:256);

Ibn Abbas menuturkan bahwa Nabi szw ditanya: “Agama
mana yang paling dicintai oleh Allah?” Nabi menjawab, “Se-
mangat kebenaran yang toleran (al-hanafiyah al-sambah).'

Bingkai Keadaban Masyarakat Demokratis-Pluralistik:
Memperkuat Pendidikan

Nurcholish Madjid sama sekali tidak bicara bentuk formal

masyarakat yang dikembangkangkan oleh Nabi yang dikenal
dengan masyarakat Madinah, melainkan lebih menukik pada aspek
yang lebih fundamental dan universal, yakni keadaban. Salah satu
keadaban yang mendapat perhatian serius dari Nurcholish Madjid

16 Madjid, “Masayarakat Madani,” h. 27-28.
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adalah penghargaan terhadap kemajemukan atau pluralisme. Plu-
ralisme, menurut Nurcholish Madjid, merupakan pertalian sejati
kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement
of diversities within the bonds of civility). Bagi Nurcholish Madjid,
pluralisme tidak perlu dipandang sebagai paham yang perlu ditolak
karena baik dalam doktrin maupun sejarah, Islam memberikan
penghargaan terhadap kemajemukan dan persamaan.

Pemikiran Nurcholish Madjid yang lebih menekankan pada
aspek keadaban tersebut, mengingatkan penulis pada konsep Robert
W. Hefner" tentang demokrasi berkeadaban (democratic civility),
yakni partipasi demokratis yang di dasarkan pada nilai-nilai tole-
ransi dan persamaan. Aspek keadaban yang memperoleh perhatian
Nurcholish Madjid memiliki relevansi dengan perkembangan kon-
temporer Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Pasca runtuhnya
rezim Orde Baru, meskipun di satu sisi, masyarakat mulai menuai
kebebasan, tapi di sisi lain, perilaku politik primitif juga masih
menguat yang dapat dijadikan indikasi terjadinya kevakuman ke-
adaban berdemokrasi seperti terjadinya fragmentasi, konflik dan
praktik kekerasan yang terjadi tidak saja di kalangan masyarakat
bawah, tetapi sayangnya, juga berkecambah di kalangan elite kita.

Kevakuman keberadaan berdemokrasi disebabkan oleh intitusi
sosial yang ada di masyarakat kita, tidak begitu menghiraukan
urgensi pendidikan demokrasi. Padahal, demokrasi tidak tumbuh
hanya dengan mengandalkan proses alami. Demokrasi, seperti
ditegaskan oleh Azyumardi Azra'®, bukanlah barang jadi tetapi ia
harus dipelajari (democracy is learned) dan dipraktikan secara ber-
kesinambungan. Cara yang paling strategis untuk mengalami dan
memberdayakan demokrasi, menurut mantan rektor UIN Jakarta

17 Robert W. Hefner, Democratic Civility: The History and Cross-Cultural
Possibility of a Modern Political Ideal (New Brunswick, New Jersey: Transaction
Publisher, 1998).

'8 Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Keruku-
nan Antarumat (Jakarta: Buku Kompas, 2002), h. 3-13. Lihat juga Azyumardi
Azra, Paradigma Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi (Jakarta:
Buku Kompas, 2002), h. 147-170.
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ini, adalah melalui apa yang disebut democracy education. Pendidik-
an demokrasi secara subtantif menyangkut sosialiasi, diseminasi,
aktualisasi dan implementasi konsep, nilai, budaya, dan praktik
demokrasi melalui pendidikan.

Orientasi terpenting dari pendidikan demokrasi adalah terinter-
nalisasinya budaya politik demokrasi sebagai variabel utama dalam
mewujudkan smart and good citizen. Menurut Larry Diamond"
inti budaya politik utama adalah keyakinan, sikap, nilai-nilai, ide-
ide, sentimen dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik
suatu negeri dan peran dari masing-masing individu dalam sistem
itu. Dalam studi yang dilakukan Harry Eckstein budaya politik
itu selanjutnya ditempatkan sebagai referensi tindakan politik sese-
orang. Dengan kata lain, tindakan politik seseorang dipengaruhi
oleh budaya politik yang dimilikinya. Harry Eckstein®® membagi
tiga tipe seseorang yang dipengaruhi oleh budaya politik, yaitu:
orientasi kognitif (cognitive orientation) yang meliputi pengetahuan
dan keyakinan-keyanikan tentang sistem politik; orientasi afektif
(affective orientation) yang terdiri dari perasaan-perasaan mengenai
sistem politik; dan orentasi evaluasi (evaluational orientation) yang
meliputi komitmen pada nilai-nilai dan pertimbangan-pertim-
bangan politik dengan menggunakan informasi dan perasaan.

Tentu saja, sebagaimana di kemukakan oleh Azyumardi Azra di
atas, budaya politik demokrasi tersebut bukanlah barang jadi yang
dapat hadir dan berwujud melalui pewarisan begitu saja (zaken for
granted), tetapi ia harus dipelajari (democracy is learned). Dalam
konteks ini, institusi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab
moral mengembangkan pendidikan demokrasi. Ada pendapat
menarik dari pendapat Robert W. Hefner bahwa munculnya civi/

19 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, edisi Indo-
nesia, ed. Mefi Hermawanti, at al (Yogyakarta: IRE Press, 2003), h. 207.

2 Harry Eckstein, “A Culturalist Theory of Political Change,” American
Political Science Review 83/3 (September 1988):791. Lihat juga Yun-han Chu,
et.al., Regime Performance, Value Change and Authoritarian, Detachment in East
Asia (Taipe: Asian Barometer Project Office, National Taiwan University and
Academia Sinicia, 2003), h. 6.
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Islam tidak bisa dilepaskan dari peran serta intitusi pendidikan Is-
lam. Pada titik inilah apresiasi perlu diberikan kepada Nurcholish
Madjid karena tidak mengabaikan peran pendidikan sebagai media
pembelajaran demokrasi yang berkeadaban. Nurcholish Madjid
merupakan pendiri yayasan dan lembaga pendidikan tinggi yang
bernama Paramadina. Lembaga ini merupakan investasi berjangka
panjang yang dapat diorientasikan pada pengembangan budaya
demokrasi yang berkeadaban (democratic civilizy). %
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SISTEM KHILAFAH
DALAM TRADISI ISLAM

Ahmad Syafii Maarif

Pendahuluan

Dengan dibubarkannya khilafah Turki Usmani oleh Parlemen
Turki pada bulan Maret 1924,' maka berakhirlah sistem ini setelah
bertahan lebih dari 13 abad, paling tidak dalam nama, belum tentu
dalam substansi yang dibenarkan al-Qur’an. Bagi Shah Wali Allah
(1703/3-1762/3) dari Delhi, khilafah yang berkembang pasca a/-
Khulafad al-Rasyidin [Khalifah-Khalifah yang Mengikuti Petunjuk
yang Benar] (632-661) hanyalah berbeda sedikit dengan sistem

' Lihat Uriel Heyd, Foundations of Turkish Nationalism: The Life and
Teachings of Ziya Gokalp (London: Luzac Company-The Harvill Press, 1950), h.
94. Perkataan khalifah atau bentuk jamaknya khulafi/khaldif terdapat delapan
kali dalam al-Qur’an, dua dalam bentuk tunggal, enam dalam bentuk jamak,
yaitu dalam surat al-Baqarah: 30 tentang Adam; surat Shad: 26 tentang nabi
Daud; surat al-An’am: 165; surat Yanus: 14 dan 73; surat Fathir: 39; surat al-
A'raf: 69 dan 73; surat Al-Naml: 62, tentang manusia pada umumnya, termasuk
para nabi. Mufassir Hasanain Muhammad Makhluf memberi definisi tentang
kbalifah: “seseorang yang menggantikan orang lain dan menempati posisi yang
diwakilinya” (huwa man yakblufu ghairan wa yanibu mandiban). Tugasnya
untuk “membangun bumi dan mengatur manusia” (fi imdrat al-ardl wa siyisat
al-nds). Lihat Makhluf, Shafwat al-Bayin Lima ni al-Qur'an (Kuwait: Wizarat
al-Auqaf wa al-Syuni al-Islamiyyah, 1408/1987), h. 11. Lihat juga Al-Suyuthi,
Quran Karim: Tafsir wa Bayin maa Asbab al-Nuzil (Dimasyq: Dar al-Rasyiid,
t.t.), h. 6.
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maha raja Rumawi dan kaisar Persia.? Dari sisi moral, keadilan, dan
egalitarianisme, memang era a/-Khulafi al-Résyidin masih cukup
ideal untuk dicontoh, sehingga Ibn Taimiyah menyebutnya sebagai
kbilifar al-nubuwwah (khilafah kenabian)® tetapi kita juga tidak
boleh menutup mata bahwa tiga khalifah pasca Abu Bakar (632-
634) wafat dalam berkuah darah. Umar ibn al-Khattab (634-644)
dibunuh oleh seorang non-Muslim, sementara Ustman ibn Affan
(644-656) dan Ali ibn Abi Thalib (656-661) adalah korban political
game sesama Muslim yang juga berdarah-darah. Sebagaimana yang
akan ditelusuri selanjutnya, sistem khilafah sebagai produk pasca
nabi, posisinya secara teori tidak lebih dari masalah ijtihad, sekalipun
sementara para yuris membelanya sebagai yang bersifat syar‘i.

Asal-usul Sistem Khilafah

Sebelum berangkat lebih jauh, saya ingin mengatakan bahwa
sistem kekuasaan apapun bila tidak dikontrol oleh nilai-nilai
kenabian sering benar membuahkan malapetaka, sekalipun pengu-
asanya mengaku beragama Islam. Sistem khilafah juga tidak bebas
dari berbagai virus peradaban, sebagaimana juga dialami oleh
sistem-sistem yang lain. Bahwa peradaban Islam pernah menju-
lang tinggi dalam sistem politik yang penuh penyakit itu adalah
pula fakta sejarah yang diakui dunia. Untuk masa depan, karena
Islam itu memang memerlukan kekuasaan politik (negara) untuk
melakasanakan perintahnya seperti al-amr bi al-maaf wa al-nahy
an al-munkar (“memerintahkan yang ma‘ruf dan mencegah yang
mungkar”), maka harus dibangun sebuah sistem politik yang
egalitarian, sesuai dengan prinsip sy#rd (musyawarah), tetapi yang
mempertimbangkan semangat dan tuntutan zaman yang terus saja

2 Lihat Athar Abbas Rizvi, Shah Wali Allah and His Times (Canberra: Ma'rifat
Publishing House, 1980), h. 290.

3 Lihat Qamaruddin Khan, 7he Political Thought of Ibn Taimiyah (Islamabad:
Islamic Research Institute, 1973), h. 81.
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mengalami perubahan. Terpaku dan terpukau oleh teori klasik yang
semata-mata sebagai hasil ijtihad para juris pada abad-abad tertentu
tanpa membacanya secara kritis sama saja dengan memutar jarum
jam ke belakang, dan pasti tidak akan mencapai tujuan. Sistem
khilafah yang autentik hanya bertahan sekitar 30 tahun, sesudah
masa itu yang muncul adalah kerajaan-kerajaan yang menelikung
doktrin kesetaraan manusia di depan Tuhan dan sejarah.

Saya tidak tahu persis siapa pertama kali yang mengusulkan
istilah khalifah” (khalifah) itu, boleh jadi Umar ibn al-Khattab. Se-
cara historis khilafah sebagai sistem politik baru muncul sepeninggal
nabi, seperti yang baru kita singgung. Dengan naiknya Abu Bakar
sebagai khalifar rasil Allah (pengganti Rasul sebagai pemimpin
umat), maka bermulalah sistem itu dalam sejarah Islam, sekalipun
ada sekelompok umat yang menolak pengangkatan Abu Bakar, yang
beberapa tahun kemudian menggumpal dalam kelompok Syi‘ah
pasca Perang Siffin pada 657. Atas usul Umar dalam perundingan
di Tsaqifah Bani Sa‘idah, sementara jenazah nabi masih belum lagi
terkubur, Abu Bakar ditetapkan sebagai kepala komunitas (negara)
Muslim di Madinah. Muhammad sebagai nabi dan rasul tidak dapat
digantikan, tetapi sebagai pemimpin umat harus ada penggantinya,
sebab tanpa pemimpin formal komunitas baru itu akan berantakan.
Maka khalifah sebagai penerus kepemimpinan Muhammad harus
dibaca dalam konteks sejarah seperti ini. Dalam kaitan ini, sekitar
lima abad setelah nabi, muncullah teori al-Mawardi (w. 1058)
yang dimulai dengan kalimat: Al-imamah mawdliah li-khilifar
al-nubwwwah fihirisat al-din wa siydsat al-dunya (“Kepemimpinan
dilembagakan sebagai pengganti (posisi) kenabian untuk menjaga
agama dan mengatur dunia”).*

Para yuris sekitar 400 tahun pasca nabi menyusun berbagai
teori politik menurut konteks zamannya (time-bound). Jika era
al-Khulafd’ al-Rasyidin terbebas dari sistem dinastik, pada masa
sesudahnya pengaruh pola Rumawi dan Persi sangat kuat, yang
dimulai oleh Mu‘awiyah dengan mengangkat anaknya Yazid sebagai

* Abii Hasan al-Mawardi, Al-Abkam al-Sulthaniyah (Kairo, t.p., 1881), h. 3.

14 TITIK-TEMU, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009



SisTEM KHILAFAH DALAM TRADISI ISLAM

penggantinya. Gelar “khalifah” tetap digunakan, tetapi peran “darah
biru” berdasarkan keturunan menjadi acuan, bahkan sampai hari
ini pada beberapa bangsa Muslim, sistem dinastik ini seakan-akan
itulah yang Islami. Di mana konsep syiri seperti yang diisyarat-
kan oleh al-Qur’an untuk dikembangkan agar prinsip egalitarian
menjadi kenyataan? (Lihat Q, 3:159; 42:38) Di sinilah terletaknya
tragedi teori politik Islam itu, manusia menjadi tidak setara di
depan sejarah. Ada yang jadi penguasa berketurunan, sementara
rakyat banyak cukuplah diberi posisi pasif dalam politik. Otori-
tarianisme dan despotisme tidak asing dalam sejarah umat Islam
selama berabad-abad. Al-Mawardi sendiri dan sederetan yuris yang
lain tidak tertarik untuk mendasarkan teori politiknya atas prinsip
syird, termasuk al-Ghazali. Bahkan sejak abad ke-11 istilah “sultan”
(sulthan), selain khalifah, muncul dalam vokabulari politik Islam,
dalam makna penguasa negara. Al-Ghazali berdalil misalnya: Al-din
ussun wa al-sulthan haris (“Agama itu dasar, sedangkan sultan adalah
penjaganya”).” Selama berabad-abad Turki Usmani menggunakan
titel sultan, baru belakangan gelar khalifah dipakai. Tampaknya
model Turki inilah yang dijadikan contoh oleh penguasa Muslim
di Nusantara dan Malaysia.

Apa sebenarnya yang terjadi sechingga al-Mawardi harus menyu-
sun sebuah teori politik untuk membela dinasti Abbasiyah? Dari
sejarah kita tahu bahwa pada permulaan abad ke-10, imperium ini
digoyang dari kiri dan kanan, baik oleh golongan Syi‘i mau pun
kemudian oleh Turki Saljuk yang Sunni. Oleh sebab itu perlu dibuat
sebuah teori yang menegaskan bahwa yang berhak menjadi khalifah
itu haruslah keturunan Quraisy,® dalam hal ini dinasti Abbasiyah.
Sekalipun al-Mawardi disukai oleh amir-amir Buwaih yang Syi‘i
karena kemampuan diplomasinya untuk melerai konflik mereka

> Abt Hamid al-Ghazali, Al-Iqtishid fi al-I'tigid (Kairo: Maktabat al-Jundi,
1972), h. 199. Sebenarnya istilah su/thin adalah ungkapan al-Qur’an yang berarti
kekuatan atau kekuasaan (Lihat, misalnya, surat al-Rahman: 33. Tidak kurang
dari 37 kali istilah sulthan dijumpai dalam al-Qur’an.

¢ Al-Mawardi, Al-Ahkam, h. 4-5.
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dengan pihak istana, tujuan utama penulisannya adalah untuk
menyangkal klaim Syi‘i yang berteori bahwa yang berhak mengganti
Muhammad sebagai pemimpin umat adalah Ali ibn Abi Thalib ber-
dasarkan wasiat Nabi, menurut kepercayaan mereka. Sekalipun karya
al-Mawardi banyak dipuji orang, watak apologetiknya sangat terasa,
karena ia memang diminta untuk membela dinasti Abbasiyah yang
sedang oleng. Upaya al-Mawardi untuk melanggengkan imperium
Abbasiyah, sekalipun dengan menggunakan dalil-dalil agama untuk
tujuan politik, berujung dengan kegagalan. Imperium Abbasiyah,
sekalipun masih bertahan secara formal sampai dengan serangan
Hulagu atas kota Baghdad pada 1258, kekuasaan riil sudah terlepas
dari tangannya, dipegang oleh para amir yang datang silih berganti.

Sebelum al-Mawardi, yuris al-Bagillani (w. 1013) telah pula
merumuskan teori tentang masalah kepemimpinan pasca Nabi,
terutuma juga untuk menyangkal klaim Syi‘i, untuk khilafah yang
hanya berdasarkan akhbar al-abid (otoritas-otoritas yang meragu-
kan), bukan kbabar mutawatir (informasi yang otoritatif). Karena
dari sisi nashsh (teks suci agama) lemah, maka teori Syi‘i menurut
al-Bagqillani harus ditolak. Yuris ini menggunakan ungkapan: zda
Jfasada al-nashsh shabba al-ikhtiyir (“Jika penetapan/penunjukkan
tidak sah, maka pemilihan menjadi sah”).” Artinya pemilihan Abu
Bakar di Tsaqifah adalah sah menurut syariat, sedangakan klaim di
luar itu harus ditolak. Polemik Sunni-Syi‘i mengenai sistem keku-
asaan telah menghabiskan energi umat selama berabad-abad, dan
belum ada penyelesaian, karena masing-masing pihak membangun
teori mereka berdasarkan kepentingan politik kekuasaan. Pembena-
ran al-Qur’an terhadap pendirian mereka sebenarnya adalah upaya
penelikungan Kitab Suci ini untuk urusan duniawi.

Al-Qur’an tidak tegas-tegas memberi panduan untuk sistem
politik, dan memang tidak perlu, mengingat perubahan zaman,
tetapi setidak-tidaknya prinsip sy#ri dan doktrin “yang termulia
di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa

7 Lihat Muhammad Yuasuf Musa, Nizhim al-Hukm fi al-Isiam (Kairo: Dar
al-Kitab al-‘Arabi, 1963), h. 72.
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di antara kamu” (Q, 49:13), yang menjadi pedoman hidup yang
demokratis dan egalitarian bagi umat Islam, sehingga semesti-
nya mereka telah memiliki sebuah bangunan teori yang kokoh.
Semuanya ini tidak terjadi karena teori “darah biru” telah merusak
dan melumpuhkan cita-cita al-Qur’an tentang sistem kekuasaan
negara. Sekiranya yang dilanjutkan adalah pola al-Khulafi’ al-
Risyidin yang tidak dinastik, boleh jadi dunia Islam sekarang
tidak perlu bingung untuk menentukan pilihan sistem politiknya.
Perkara nama bagi saya tidak penting, bisa republik, bisa juga yang
lain. Sebenarnya sistem khilafah jika tidak dicemarkan oleh virus
dinastik yang sarat dengan perebutan kekuasaan selama sekian ra-
tusan tahun, mungkin orang tidak perlu alergi terhadapnya. Tetapi
menetapkan sistem khilafah sebagai satu-satunya yang bersifat
syar‘i sama bahayanya dengan membunuh ajaran egalitarian dalam
Islam. Menurut teori khilafah, di seluruh dunia Islam hanya boleh
satu sistem kekuasaan dipimpin oleh seorang khalifah, tetapi pasca
Umayyah tidak pernah menjadi realitas, apalagi setelah hancurnya
Baghdad pada 1258. Bahkan di masa Abbasiyah, pelarian Umayyah
ke Andalusia telah mendirikan dinasti di sana yang tidak kurang
hebatnya dalam capaian peradaban bila dibandingkan dengan
yang ada di timur.

Saya rasa Ibn Taimiyah (1263-1328) cukup realistik untuk
tidak bersusah payah untuk membela teori khilafah yang sebelum-
nya dijadikan simbol syariah, karena memang zamannya sudah
lampau. “Program Ibn Taimiyah”, tulis Fazlur Rahman, “secara
fundamental terdiri dari penegasan kembali syari’ah dan pemu-
lihan nilai-nilai agama”® yang sedang rusak dari dalam di samping
pukulan Mongol yang menghancurkan imperium Abbasiyah. Bagi
Ibn Taimiyah, “Syari‘ah adalah sebuah konsep yang komprehensif
dan meliputi kebenaran spiritual (bagigah) kaum sufi, kebenaran
rasional (g/) golongan filsuf dan teolog, dan hukum.” Dengan

8 Farzlur Rahman, Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 1979),
h. 111.
 Rahman, Islam, h. 111.
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pengertian ini Ibn Taimiyah tidak mau larut dalam dunia yang
serba spiritual, seperti halnya al-Ghazali dalam tasawuf. Dalam
perspektif ini, adalah sebuah ironi bahwa kaum Wahhabi di Saudi
yang mengklaim menganut mazhab Hanbali yang juga mazhab
Ibn Taimiyah, bersikap anti intelektualisme dan spiritualisme. Lalu
mereka memusatkan perhatian pada hukum yang kering seperti
yang mereka pahami.

Pendapat Ibn Taimiyah yang sudah melepaskan dirinya dari
masalah khilafah, dalam karyanya a/-Siydsah al-Syar’iyyah berdalil
bahwa kekuasaan politik (wildyah) itu penting untuk menegakkan
agama. Rumusan teorinya berbunyi: /nna wildyat amr al-nis min
azham wajibat al-din, bal la giyamah li al-din illa biha (“Sesung-
guhnya kekuasaan politik dalam urusan manusia merupakan salah
satu kewajiban agama yang utama, tanpa itu agama tidak akan
tegak”)."” Dengan menempatkan syari‘ah sebagai pokok perhatian,
Ibn Taimiyah telah membebaskan umat Islam dari sebuah teori
politik yang sudah lama membusuk, yaitu a/-khilifah. Selain itu,
bagi yuris Syria ini, “...nilai syari’ah tidaklah sah bila diperten-
tangkan dengan sesuatu yang bersifat rasional...”"! Karena teori
yang komprehensif inilah barangkali Ibn Taimiyah dinilai sebagai
pelopor gerakan pembaruan dalam Islam, sekalipun beberapa teori
politiknya tentang posisi penguasa jahat yang harus ditaati sulit kita
terima, karena terjebak dalam doktrin “sultan sebagai bayangan

Tuhan di muka bumi.”*?

Khilafah versus Demokrasi?

Fazlur Rahman dalam sebuah kuliah di Unicersitas Chicago me-
negaskan bahwa: “The caliphate is not a divinely ordained politi-

10 Ibn Taimiyah, Al-Siydsah al-Syar‘iyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi,
1966), h. 138.

" Rahman, Islam, h. 111.

12 Ibn Taimiyah, A-Siyasah, h. 139.
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cal system, but that Islam needs a political power for rendering its
precepts and ideals into the reality of history is no doubt divinely
ordained.”” Jika sistem khilafah memang bukan ketentuan syar,
maka umat Islam punya peluang luas untuk menciptakan sebuah
sistem politik yang sejalan dengan nuansa zaman, dengan catatan
doktrin al-Qur'an tentang sy#ri dijadikan acuan utama. Terha-
dap pertanyaan: apakah khilafah berlawanan dengan demokrasi?
Jawabannya tidak dan ya. 7idak, jika parameter yang digunakan
adalah era al-Khulafa’ al-Résyidin, di mana sistem dinastik tidak
muncul ke permukaan dan prinsip kesetaraan sebagai manifestasi
tauhid di muka bumi sangat dihormati. Yz, jika ukuran yang
digunakan adalah era sesudahnya yang sarat dengan kepentingan
“darah biru” dengan mengorbankan cita-cita al-Qur’an dalam ber-
masyarakat dan bernegara.

Di lingkungan sebagian besar negara Arab kontemporer, de-
mokrasi dinilai sebagai sistem impor dan pendukungnya dianggap
telah jauh menyimpang dari Islam, jika bukan sudah kafir. Tetapi
bagi penulis-penulis progresif di kalangan Arab modern, demokrasi
itu adalah sistem yang Islami, karena memberi kemerdekaan dan
kebebasan kepada warga untuk memilih atau tidak memilih pe-
mimpin. Para penulis ini berasal dari Mesir, Maroko, Kuwait, dan
Syria. Fatimah Mernissi (Maroko), misalnya, meluncurkan kritik
tajam kepada sistem politik yang dianut oleh Saudi Arabia yang
anti demokrasi. Kita kutip:

Penolakan terhadap gagasan-gagasan progresif yang dibiayai da-
lam jumlah besar oleh uang minyak Saudi yang secara serempak
menghasilkan kebudayaan Islam pangeran yang berlebih-lebih-
an, melahirkan otoritarianisme kaku yang menutup rahmah.

Istilah yang lebih tepat bagi fundamentalisme di Arab Saudi

13 Kuliah tanggal 30 Nopember 1981. (Khilafah bukanlah sistem politik
yang mendapat tahbisan ketuhahan, tetapi bahwa Islam memerlukan kekuasaan
politik untuk menerjemahkan ajaran-ajaran dan cita-citanya ke dalam realitas
sejarah tidak diragukan lagi merupakan ketentuan ilahiyah).
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adalah Pezro-Wahhabisme yang pilarnya perempuan-perempuan
bercadar.'

Pernyataan Mernissi ini belum tentu bisa menembus benteng
konservatisme Arab yang dibalut dengan “kebudayaan Islam pa-
ngeran” itu. “Islam pangeran” mengandung implikasi politik yang
jauh di mana tugas rakyat banyak hanyalah sebatas taat kepada
penguasa. Rakyat banyak tidak punya tempat dalam sistem keku-
asaan yang serba tertutup itu. Ajaibnya, tidak sedikit alumni Saudi
di Indonesia yang percaya bahwa “kebudayaan Islam pangeran”
itu sebagai sesuatu yang Islami, karena mereka tidak secara cerdas
memahami apa implikasi buruknya bagi kemerdekaan manusia.

Tetapi di tengah-tengah kegelapan malam, tokh pasti berkedip
bintang yang menyala, sekalipun masih tampak di kejauhan. Di
akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21, sudah semakin banyak
lahir penulis-penulis Arab-Muslim yang membela demokrasi sebagai
bagian yang menyatu dengan sistem politik Islam. Waktu tam-
paknya sudah semakin mendesak kekuatan intelektual Arab yang
sedang muncul ini untuk mengubah paradigma berfikir dan mindset
Arab yang terbelakang, demi mempercepat proses pencerahan di
kalangan rakyat banyak agar mereka sadar akan hak-haknya sebagai
manusia bebas dan terhormat. Dengan kebebasan ini, mata rakyat
akan semakin terbelalak melihat betapa banyak harta negara yang
disalahgunakan oleh penguasa dengan cara yang zalim dan tidak
bertanggung jawab. Rakyat pasti akan bersuara lantang manakala
keran demokrasi dibuka oleh kaum intelektual mereka berdasarkan
dalil-dalil agama.

Mernissi juga mengkritik lemahnya budaya toleransi dalam
masyarakat Arab. Yang dibela justru budaya intoleransi terhadap
perbedaan pendapat. Diambilnya contoh penulis Anwar Jundi
yang menghakimi Thaha Husein sebagai kafir, pedahal ia menulis

1 Fatimah Mernissi, [slam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan, terj. Amirud-
din Arrani (Jogjakarta: LKiS, 1994), h. 195. Istilah Petro-Wabhabisme diambil
Mernissi dari karya D. Nur ‘Abdalla, A-Petro wa al-Akhlag.
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beberapa karya bagus, termasuk sejarah kehidupan Nabi. Dengan
demikian orang jangan berharap akan adanya kebebasan (burriyah)
berpendapat dalam masyarakat Arab, sebab kebebasan itu dinilai
sama dengan kekacauan."”” Mernissi dengan ketus menggambarkan
pertunjukan kepala negara Arab di forum dunia: “Ini menyatakan
peran yang dimainkan agama dalam drama kabur yang digelarkan
kepala negara kita: mereka harus menampilkan wajah modern di
depan PBB di New York dan wajah Khalifah Abbasiyah untuk
menteror kita di tanah air.”'¢

Mari kita tengok sejenak apa sebenarnya demokrasi itu di mata
penulis Mesir Fahmi Huwaydi yang di kalangan kelompok-kelom-
pok puritan telah dinilai sesat. Huwaydi menulis:

Substansi demokrasi — keluar dari definisi-definisi dan istilah-
istilah akademis — menghendaki masyarakat untuk memilih
seseorang yang akan memerintah mereka serta mengatur urusan
mereka, dan tidak menghendaki mereka memilih seorang pen-
guasa atau sistem yang tidak mereka sukai. Selain itu, menurut
demobkrasi, mereka harus memiliki hak untuk meminta pertang-
gungjawaban kepada penguasa apabila ia melakukan kesalahan,
dan hak menurunkannya apabila melakukan penyelewengan.
Dan mereka tidak boleh diarahkan kepada paham-paham,
metode-metode ekonomi, sosial, budaya, atau politik yang
tidak mereaka ketahui dan setujui.'”

Masih ada lagi penulis asal Kuwait Khaled Abou El Fadl,
pengeritik keras konsep dan praktik radikalisme dalam Islam, di
samping membela demokrasi dan hak-hak asasi manusia.'®

1> Mernissi, [salan dan Demokrasi, h. 58-59.

' Mernissi, [salan dan Demokrasi, h. 81.

7 Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani: Isu-Isu
Besar Politik Islam, terj. Muhammad Abdul Ghoffar E.M (Bandung: Mizan,
1996), h. 212.

18 Lihat, misalnya, Khaled Abou El Fadl, 7he Great Theft: Wrestling Islam
from the Extremists (New York: HarperCollins Publishers, 2002), h. 180-202.
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Juga penulis Muhammad Syahrur dari Syria telah menelusuri
asal-usul demokrasi di dunia Islam. Di kalangan Arab pra-Islam
telah muncul praktik demokrasi dalam bentuk Dar al-Nadwah, di
dalamnya kepala keluarga yang paling berpengaruh, seperti Bani
Hasyim, Bani Mahdum, dan Bani Umayah, melakukan musyawarah
untuk masalah-masalah ekonomi dan politik persukuan. Majelis
inilah yang merupakan majelis syiri bagi masyarakat kesukuan,
khususnya dalam membincangkan sistem perdagangan.' Jika pada
era pra-Islam musyawarah itu didasarkan atas budaya kesukuan,
kemudian diambil-alih oleh Islam dengan diberi fondasi yang lebih
kuat dan universal: iman. Dalam perspektif ini, masyarakat Arab
pra-Islam jauh lebih demokratik dibandingkan dengan era Islam
sejak dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya.

Syahrur dengan sedikit sinis mencibirkan mental Arab yang
alergi terhadap demokrasi: “Orang yang menaiki keledai untuk
bepergian dari satu kota ke kota yang lain, tidaklah berhak untuk
mengkritik pesawat dan memperlihatkan cacat dan bahayanya.”>
Lebih mendasar lagi, Syahrur menafsirkan ayat 38 surat al-Syara
yangartinya: “Dan orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan,
menegakkan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) melalui
musyawarah di antara mereka, dan sebagian rezki yang Kami beri-
kan kepada mereka, mereka infakkan” adalah bagian dari akidah
dan ibadah yang prinsip-prinspnya tidak boleh diganti oleh umat
Islam.*" Bagi penulis Syria ini, “Kebebasan merupakan kehendak
sadar untuk memilih antara meniadakan atau mengakui sesuatu
cksistensi. Sedangkan demokrasi adalah praktik kebebasan yang
dilakukan sekelompok manusia sesuai dengan otoritas pengetahuan,
etika, estetika, dan adat-istiadat.”*? Akhirnya, menurut El Fadl, bagi
kelompok moderat, berdasarkan pengalaman umat manusia, hanya

! Muhammad Syahrur, Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara,
tetj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata (Jogakarta: LKiS, 2003),
h. 157.

2 Syahrur, Tirani Islam, h. 454.

2 Syahrur, Tirani Islam, h. 158.

22 Syahrur, Tirani Islam, h. 147.
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dalam sistem pemerintahan konstitusional demokratik saja, keadilan
bisa ditegakkan karena rakyat punya akses kepada lembaga-lembaga
kekuasaan dan adanya akuntabilitas pada jabatan-jabatan publik.
Sebaliknya dalam sistem yang non-demokratik, akan sangat sulit
penguasa diminta bertangtung jawab terhadap penyalahgunaan
kekuasaan.*

Penutup: Bagaimana ke Depan?

Berdasarkan apa yang secara ringkas saya sampaikan di atas
tentang teori khilafah dan yang terkait dengan itu, bagi saya umat
yang datang kemudian terbuka dengan pintu yang sangat lebar un-
tuk berijtihad dalam semua lapangan, termasuk dalam teori politik.
Karena al-Qur’an telah memberikan prinsip syiri dan posisi setara
bagi manusia di depan Tuhan dan sejarah, maka bukanlah sebuah
dosa untuk mengembangkan sistem demokrasi yang dikawal oleh
wahyu dan nilai-nilai kenabian. Igbal menyebutnya sebagai sebuah
“spiritual democracy” sebagai “tujuan tertinggi dari Islam.”** Igbal
jelas sangat resah dengan perkembangan demokrasi di Barat yang
semakin sekuler-ateistik. Maka ia mengusulkan agar umat Islam
mengembangkan sebuah sistem demokrasi yang dikawal oleh nilai
moral-transendental.

Akhirnya orang tidak boleh takut dengan istilah, jika istilah
itu mengandung kearifan, dari mana pun datangnya. Bukankah
Timur dan Barat milik Allah? Dunia Islam yang sedang berada di
buritan peradaban, apakah masih belum juga datang saatnya bagi
umatnya untuk memutar otak dan hati dalam merumuskan sebuah
jawaban Islam yang Qur’ani bagi masa depan kita yang mengacu
kepada filosofi dasar berupa: rabmah li al-dlamin? (Q, 21:107)
Merumuskan teori politik yang egalitarian adalah salah satu tugas

2 El Fadl, The Great Theft, h. 187.
2 Muhammad Iqbal, 7he Reconstruction of Religious Thought in Islam (Kash-
miri Bazar-Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1971), h. 180.
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mendesak yang harus kita lakukan sekarang dan di masa datang yang
tidak terlalu jauh. Adapun mereka yang memperjuangkan sistem
khilafah, biarlah mereka bekerja untuk itu, dan marilah sama-sama
kita saksikan ke mana gerak sejarah akan menjurus dan sistem mana
yang akan bertahan lebih lama, dengan syarat orang tidak saling
mengkafirkan. %

Ahmad Syafii Maarif adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan
seorang cendekiwanan Muslim Indonesia terkemuka saat ini.
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ISLAM DAN TANTANGAN DEMOKRATISASI
DI INDONESIA
PERSOALAN DEFINISI DAN PELEMBAGAAN

Masdar Hilmy

Pendahuluan

Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia tidak
semudah membalik telapak tangan. Sebelum melakukan itu semua,
persoalan pertama yang menghadang adalah persoalan definisi de-
mokrasi. Di Barat sendiri demokrasi bukanlah konsep sekali jadi.
Meminjam Gallie, demokrasi adalah essentially contested concept, se-
buah konsep yang secara esensial diperebutkan pemaknaannya.' Di
Indonesia konsep demokrasi masih belum menemukan bentuknya
yang mapan. Perdebatan di ruang-ruang akademis masih didominasi
oleh pergumulan konseptual di seputar apa dan bagaimana
penerapan demokrasi. Akibatnya, upaya pelembagaan prinsip-
prinsip demokrasi dalam struktur kenegaraan dan kemasyarakatan
masih jauh dari sempurna.

Sebagai sebuah konsep universal, demokrasi tentu saja tidak
menmiliki batas-batas ruang dan waktu. Ia tidak memiliki kampung
halaman atau masa kadaluwarsa hanya bagi kelompok masyarakat
tertentu dan untuk kurun tertentu. Namun demikian, sebagai

sebuah konsep dan praktik yang tidak terlahir di Indonesia, keha-

''W. B. Gallie, “Essentially Contested Concepts,” Proceedings of the Aristo-
telian Society 56 (London: Harrison and Sons, 1956), h. 184.
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diran demokrasi tetap menemui sejumlah kontroversi dan kendala.
Liabilitas demokrasi, pada gilirannya, menjadi isu yang santer
dibicarakan di negeri ini. Terlebih lagi jika perbincangan menge-
nai penerapan demokrasi dihadapkan pada kecenderungan kaum
esensialis di kalangan ilmuwan ilmu-ilmu sosial dan humaniora
yang menempatkan Islam sebagai agama yang diangap oksimoron
dengan demokrasi. Kalangan ini berasumsi bahwa Islam by defini-
tion tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena
itu, Indonesia sebenarnya menghadapi persoalan ganda terkait
dengan proses demokratisasi: persoalan otentisitas budaya-politik
dan persoalan teologis.

Pergumulan Definitif

Ketidakjelasan definisi demokrasi sebenarnya tidak terlepas
dari persoalan ketidakjelasan identitas keindonesiaan. Identitas
keindonesiaan menjadi lahan subur bagi idiosinkresi berbagai
macam elemen dari luar, tak terkecuali konsep-konsep yang berasal
dari Barat seperti demokrasi. Hal ini tidak berarti bahwa demokrasi
adalah terma khas Barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan
konsep kemanusiaan universal. Hal ini juga tidak ada kaitannya
dengan pandangan kaum esensialis-eksepsionalis tentang keunikan
budaya Indonesia karena budaya boleh jadi tidak bermusuhan
dengan prinsip demokrasi atau good governance.

Persoalan apakah Indonesia reseptif atau tidak terhadap de-
mokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor
budaya karena kita juga harus mempertimbangkan variabel-variabel
lain seperti konstelasi politik global. Yang pasti, sebuah perspektif
teoretis monolitik tidak akan membantu dalam memahami arah
perjalanan demokrasi di Indonesia. Hal ini mengingatkan kita pada
apa yang telah dinyatakan oleh Ghassan Salamé dalam bukunya
Democracy without Democrats? bahwa mungkin tidak terdapat ba-
nyak kaum demokrat di dunia Muslim, tetapi tidak berarti bahwa
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demokrasi bukanlah gagasan yang tidak relevan atau viable di dunia
Muslim.?

Pada titik ini kita hanya bisa berasumsi bahwa Indonesia baru
berada dalam masa transisi menuju demokrasi. Transisi semacam
ini merupakan jalan yang berliku, seperti halnya banyak negara
demokratis di dunia telah lalui.? Sekalipun demikian, sebuah
pendekatan transisional pada dasarnya melihat kemungkinan
demokrasi Indonesia hanya pada masalah waktu, dengan syarat
bahwa Indonesia mampu melalui sejumlah tahapan penting.*
Dilihat dari perspektif ini, diyakini bahwa Indonesia sekarang berada
dalam periode transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan
demokratik. Sekalipun era baru telah membawa dampak destrukeif
seperti konflik etnik dan agama serta separatisme kedaerahan, transisi
ke arah sebuah tatanan yang lebih demokratis telah pula membuka
serangkaian kebebasan yang tidak pernah dialami sebelumnya,

? Ghassan Salamé, “Introduction: Where are the Democrats?,” dalam Ghassan
Salamé, ed., Democracy without Democrats?: The Renewal of Muslim Politics? (London:
I.B. Tauris, 1994), h. 3.

3 Lihat, misalnya, R.-W. Liddle, “Indonesia’s Democratic Transition: Playing
by the Rules,” dalam A. Reynolds, ed., The Architecture of Democracy (Oxford:
Oxford University Press, 2001), h. 373-99; Damien Kingsbury dan Arief Budiman,
ed., Indonesia: the Uncertain Transition (Adelaide: Crawford House Publishing,
2001); Abubakar E. Hara, “The Difficult Journey of Democratization in Indo-
nesia,” Contemporary Southeast Asia 23/ 2 (Aug 2001): 307-26; Richard Robison
dan Vedi R. Hadiz, ed., Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy
in an Age of Markets (New York : Routledge, 2004).

# Menurut Dankwart Rustow, terdapat empat fase yang harus dilalui oleh
sebuah negara sebelum sampai pada tahap demokrasi. Pertama, tahap kesatuan
nasional, di mana konsep nation-state tertbentuk. Kedua, fase perjuangan politik
yang begitu intens sehingga mengancam persatuan nasional atau menyebabkan
sebuah kelompok begitu kuat sehingga dapat mengancam perjalanan demokrasi.
Ketiga, masa transisi pertama, sebuah momen historis di mana partai-partai
politik melakukan kompromi-kompromi politik dan mengadopsi aturan-aturan
demokrasi dengan memberikan kesempatan dalam kekuasaan (power-sharing).
Keempat, terdapat transisi kedua atau fase pembiasaan di mana sebuah rezim
demokrasi dapat berdiri dengan kokoh. Lebih jauh tentang transisi demokrasi,
lihat Dankwart Rustow, “Transition to Democracy,” Comparative Politics 2

(April 1970): 337-63.
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dengan memberikan bangsa Indonesia kebebasan untuk memilih
pemimpinnya secara langsung untuk pertama kalinya sejak pemilu
1955 dan kebebasan untuk mengorganisasikan diri berdasar pada
preferensinya.’

Jelaslah bahwa kejatuhan rezim otoriter Order Baru pada bulan
Mei 1998 telah terbukti menjadi sebuah fajar kebangkitan yang
menjanjikan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Liberalisasi
politik melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung, yang
memberikan akses lebih luas bagi partisipasi politik di tingkat akar
rumput, merupakan salah satu bukti paling jelas dari dimulainya
pelembagaan demokrasi di negeri ini.

Dilihat dari definisi “minimalis” tentang demokrasi [elektoral],
Indonesia barangkali bisa diklasifikasikan sebagai negara demokratis,
karena kemampuannya me-manage pemilihan langsung di tahun
2004 secara fair dan bebas.® Dilihat dari perspektif ini, tidak
berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa mekanisme demokratis
ini telah membidani kelahiran Indonesia sebagai negara demokrasi
terbesar ketiga.” Namun demikian, banyak yang kurang optimis
tentang masa depan demokrasi di negeri ini. Pertanyaannya adalah:
jenis demokrasi apa yang akan berkembang di Indonesia? Apakah
lengsernya Soeharto dengan sendirinya menjamin kelahiran elemen-
elemen atau lembaga-lembaga demokrasi? Atau, apakah demokrasi
hanya akan dieksploitasi oleh kaum demagog guna meraih ambisi
dan agenda politik mereka yang megalomaniak? Oleh karena
perubahan sosial politik di negeri ini terbukti sangat lambat dalam
merespon tuntutan demokratisasi di tingkat global, pertanyaan-
pertanyaan di atas belum terjawab secara jelas.

> Baladas Ghoshal, “Democratic Transition and Political Development in
Post-Soeharto Indonesia,” Contemporary Southeast Asia 26/3 (2004): 506-29.

¢ Kisah sukses Pemilu 2004 telah digambarkan sebagai “contoh yang ber-
sinar” (shining example) dalam berita utama di surat kabar terkemuka Inggris,
The Economist. Lihat “Leaders: Indonesia’s Shining Example,” The Economist 372
(July 10, 2004): 10.

7 Olle Térnquist, “Dynamics of Indonesian Democratisation,” 7hird World
Quarterly 21/3 (2000): 406.
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Dalam konteks inilah pesimisme muncul. Pergantian rezim
Orde Baru dengan sebuah tatanan pemerintahan yang lebih de-
mokratis dilihat secara sinis sebagai “menuangkan anggur baru di
botol yang lama.”® Perubahan mentalitas dalam politik Indonesia
agaknya berjalan di tempat sehingga pergantian paradigma tersebut
tidak mampu menumbuhkan benih-benih demokrasi dalam pe-
ngertiannya yang substansial. Kemunculan benih-benih demokrasi
ini seringkali dianggap remeh oleh banyak kalangan sebagai sebuah
mission impossible. Pada titik ini upaya menjelaskan wajah demokrasi
di negeri ini pertama-tama harus diletakkan dalam kerangka upaya
yang tidak terputus-putus dalam mendefinisikan demokrasi apa
yang bisa dikembangkan dalam konteks Indonesia beserta seluruh
kompleksitasnya.

Tentu saja beban terberat bagi Indonesia dalam mengembang-
kan konsep demokrasi terkait dengan rekam jejak pemerintahan
otoriter masa lalu yang tidak mudah untuk dihilangkan. Namun
begitu, yang lebih penting dalam konteks ini adalah persoalan-
persoalan yang terkait dengan keberadaan pandangan kulturalis
bahwa Indonesia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk
mengembangkan demokrasi hanya karena negeri ini terdiri dari
komunitas Muslim terbesar di dunia. Volpi, misalnya, berdasar
pada konstruk teoretis Diamond, melihat fenomena kemunculan
demokrasi di dunia Muslim sebagai “pseudo-demokrasi,” sebuah
realitas politik yang dia gambarkan sebagai “sebuah tatanan politik
yang coba menyerupai demokrasi liberal tanpa upaya nyata untuk
menjadi demokrasi liberal.” Menurutnya, alasan di balik fenomena
ini adalah bahwa “dengan meniru demokrasi kekuatan status quo

8 Untuk sebuah pembicaraan ringkas tentang warisan Orde Baru pada era
transisi lihat, misalnya, Vedi Hadiz, “Retrieving the Past for the Future? Indo-
nesia and the New Order Legacy,” Southeast Asian Journal of Social Science 28/2
(2000): 10-33.

? Frédéric Volpi, “Pseudo-Democracy in the Muslim World,” 7hird World
Quarterly 25/6 (2004): 1061-1078. Untuk lebih detail tentang teori “pseudo-
democracy” Diamond lihat Larry Diamond, “Thinking about Hybrid Regimes,”
Journal of Democracy 13/2 (2002): 21-35.
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akan mampu meraih keuntungan domestik yang tidak bisa mereka
dapatkan jika menjadi sebaliknya, yakni dengan menjadi demokrasi
atau otoriter sepenuhnya.”'®

Namun demikian, sementara dia mengakui adanya aspek-aspek
instrumental yang memberikan kontribusi bagi terbentuknya
pseudo-demokrasi seperti absennya institusi dan mekanisme
demokrasi, Volpi berkesimpulan bahwa melihat demokratisasi
di dunia Muslim dari perspektif ini hanya akan menjadi kontra-
produktif. Hal ini terutama karena keberadaan sebuah dorongan
universal bagi terciptanya demokrasi tanpa harus terjebak dalam
demokrasi liberal Barat. Dalam pandangan Volpi, “pseudo-de-
mokrasi” bukanlah sebuah versi demokrasi yang terdegradasi dari
demokrasi liberal, tetapi harus diapresiasi sebagai batu pijakan
menuju konstruksi sebuah demokrasi yang berbeda — baik re-
publikan, teokratik maupun Islami.'" Deskripsi teoretis tentang
pseudo-demokrasi Indonesia berkelindan dengan apa yang oleh
Larbi Sadiki disebut sebagai “fagade demokrasi,” sebuah kondisi
yang umum terjadi di kebanyakan dunia Muslim di mana
demokrasi elektoral tidak disertai dengan keterlibatan sipil (civic
engagement), penegakan hukum, pergantian kekuasaan, dan
kebebasan berekspresi dan berkumpul.'?

Atas dasar analisis komparatif terhadap kasus Turki dan
Indonesia, Volpi menemukan bahwa salah satu faktor pendukung
di balik rendahnya gerakan demobkratisasi di dunia Muslim adalah
kendala internal yang berupa ketertarikan masyarakatnya, baik
di tingkat elit maupun akar rumput, pada diskursus dan prakeik-
praktik demokrasi non-liberal. Di Indonesia, lanjut dia, kemacetan
paradigmatik ini dapat dilihat dengan jelas dalam keengganan
pelajar sekolah menengah atas untuk mengalihkan ketaatannya

' Volpi, “Pseudo-Democracy in the Muslim World,” h. 1063.

"' Volpi, “Pseudo-Democracy,” h. 1075.

12 Larbi Sadiki, “Political Liberalization in Bin Ali’s Tunisia: Facade Democ-
racy,” Democratization 9/4 (Winter 2002):122-141.
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dari ideologi Demokrasi Pancasila ke demokrasi liberal.” Seperti
diketahui bersama, Demokrasi Pancasila telah dimistifikasi,
dieksploitasi dan disalahgunakan sebagai alat ideologis oleh
rezim Socharto untuk mempertahankan kepentingan politiknya.
Di bawah rezim Orde Baru, gerakan oposisi dianggap haram
karena keputusan-keputusan politik dibuat atas dasar konsensus.
Pemerintah yang berkuasa menerapkan kesadaran ideologis yang
ketat pada masyarakat melalui hegemoni politik yang sistematis.
Di bawah kondisi ini, kesatuan dan harmoni sosial dianggap jauh
lebih penting daripada pluralisme dan akuntabilitas publik. Dalam
sistem politik semacam ini seorang pempimpin diharapkan menjadi
figur paternal yang menjaga tatanan politik, kesejahteraan ekonomi,
stabilitas nasional, dan harmoni sosial."

Persistensi ideologi status quo mengindikasikan keengganan
Indonesia berjalan menuju sebuah demokrasi baru. Pencermatan
terhadap persoalan dan kompleksitas yang menyertai dua pemilihan
umum sebelum ini (1999 dan 2004) tampaknya membenarkan
pesimisme ini. Vedi Hadiz, misalnya, berdasarkan pada pengamatan
intens atas dua kota di Indonesia, Yogyakarta dan Medan, menyatakan
bahwa seluruh jenis persoalan pemilihan umum seperti politik uang,
pembelian suara, dan koalisi politik preman serta pemegang modal
hitam bukanlah harga bagi demokrasi liberal, tetapi alasan kehadiran
“sesuatu yang lain” — sejenis demokrasi non-liberal yang didorong
oleh politik uang dan premanisme — yang sudah berurat-berakar,
dan variasinya sudah bisa ditemukan di mana-mana, terutama

dalam praktik politik lokal seperti Pemilihan Kepada Daerah." Dia

'3 Mary Fearnley-Sander et. al., “Political Learning during Reformasi,”
Australian_Journal of Political Science 2/136 (2001): 325-346, seperti disebut oleh
Volpi, “Pseudo-Democracy,” h. 1073.

Y Tentang Demokrasi Pancasila, lihat, misalnya, Hans Antlév, “Demokrasi
Pancasila and the Future of Ideology in Indonesia,” dalam Hans Antl$v dan Tak-
Wing Ngo,ed., The Cultural Construction of Politics in Asia (Richmond: Curzon
Press, 2000), h. 203-22.

' Vedi R. Hadiz, “Reorganizing Political Power in Indonesia,” 7he Pacific
Review 16/No. 4 (2003): 607.
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menyebut jenis demokrasi yang tengah muncul di Indonesia sebagai
“demokrasi illiberal,” sejenis demokrasi yang menyamar, dan bukan
demokrasi itu sendiri.'®

Kebalikan dari pandangan-pandangan di atas, sebuah pandangan
lain yang agak optimis muncul dari Vali Nasr yang berargumen
bahwa sesuatu yang disebut “Demokrasi Muslim” tengah bersemi
sejak awal dekade 1990-an di sejumlah negara mayoritas Muslim
— seluruhnya di luar dunia Arab — seperti Bangladesh, Indonesia,
Malaysia, Pakistan, dan Turki.'” Harus dicatat bahwa Vali Nasr
merupakan ilmuwan yang meyakini tesis kompatibilitas antara Islam
dan demokrasi, sekalipun dia tidak memberikan gambaran yang
akurat tentang bagaimana dan jenis demokrasi apa yang akan muncul
di dunia Muslim. Namun begitu, dia berpendapat bahwa “Demokrasi
Muslim” itu tidak didorong oleh sebuah pilar teologis abstrak
yang rapi, yang mewakili sebuah sintesis otentik antara Islam dan
demokrasi, tetapi lebih oleh sintesis pragmatis yang tengah muncul
di banyak negara Muslim sebagai respon atas peluang dan tuntutan
yang dihasilkan oleh demokrasi elektoral. Di bawah kondisi semacam
ini partai-partai politik tidak memiliki pilihan kecuali membuat
kompromi-kompromi pragmatis disertai dengan kebijakan politik
membumi supaya mampu mendulang suara sebanyak-banyaknya.'®
Dalam kaitan ini, Nasr menggambarkan “Demokrasi Muslim” dalam
konteks Indonesia sebagai “less a platform and more a space wherein
a number of parties are struggling to strike the right balance between
secular politics and Muslim values”"

Alasan di balik suksesnya “Demokrasi Muslim,” kata Nasr, dapat
dilihat pada pemilihan umum yang secara reguler digunakan sebagai
mekanisme pemilihan pemimpin secara langsung yang memaksa

16 Vedi R. Hadiz, “The Rise of Neo-Third Worldism? The Indonesian Tra-
jectory and Consolidation of Illiberal Democracy,” Third World Quarterly 25/1
(2004): 55-71.

7 Vali Nast, “The Rise of ‘Muslim Democracy,” Journal of Democracy 16/2
(April 2005): 13-27.

'8 Nasr, “The Rise of ‘Muslim Democracy,” h.15.

! Nasr, “The Rise of ‘Muslim Democracy,” h. 17.
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partai-partai politik menuju pragmatisme dan mendorong partai-
partai politik tersebut ke dalam upaya serius dalam merepresentasikan
interest komunitas yang diwakilinya. Efek domino dari kontes
semacam ini adalah gerakan menuju moderasi, yang berarti me-
menangkan median. Kompetisi demokratis menuntut dikatakan
partai-partai Islam agar merangkul seluruh elemen pemilih, bukan
saja mereka yang berbasis ideologis Islam, tetapi para pemilih seku-
ler, yang tersatukan di bawah platform dan koalisi politik yang lebih
luas yang bersifat pragmatis. Kondisi semacam ini persis seperti yang
digambarkan Nasr sebagai “sriumph of practice over theory and perhaps
of the political over the Islamic”*® Dia menambahkan bahwa masa
depan politik Muslim agaknya akan menjadi milik politisi Muslim
yang mampu mengemas sedemikian rupa nilai-nilai moral Islam,
tetapi dalam kerangka platform politik demokratis. Akhirnya, diyakini
bahwa hanya “Demokrasi Muslim” lah yang dapat menyediakan
janji moderasi. Menghadapi dinamika “Demokrasi Muslim,” kaum
Islamis mendapati diri mereka terjebak dalam pilihan yang sulit antara
mengubah visi ideologis mereka atau tetap mengalami marginalisai
politik.

World Values Survey memberikan kategori yang berbeda
terhadap demokrasi di Indonesia dengan sebutan “semi-demokrasi,”
sebuah kategori yang dipakai untuk menggambarkan empat puluh
tujuh negara di dunia yang telah mengalami demokrasi selama
kurang lebih duapuluh tahun dan memiliki rating Freedom House
3,5 hingga 5,5.*' Freedom House menyebut mereka sebagai “partly-
free” (yang lain menggunakan istilah demokrasi “transisional”
[transitional] atau “terkonsolidasi”) untuk mengindikasikan bahwa
negara-negara ini tidak sepenuhnya menganut demokrasi secara

penuh (full-fledged democracy).** Sekalipun temuan survai tersebut

20 Nasr, “The Rise of ‘Muslim Democracy,” h. 26.

2 Lihat Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and
Politics Worldwide (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 52.

22 Laporan tahunannya secara lengkap bisa diakses di situs Freedom House
berikut: www.freedomhouse.org.
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terbuka untuk diperdebatkan, memang sulit untuk membantah
kenyataan lambannya proses demokratisasi di Indonesia mengingat
kompleksnya tantangan dan hambatan yang dihadapi. Sekalipun
demikian, survai tersebut menggunakan analisis empiris dengan
berpijak pada prosedur dan standar yang dapat diukur secara
ketat, bukan dengan kategori agama dalam pengertiannya yang
normatif.

Demokrasi Khas Indonesia: Mungkinkah?

Dalam konteks Indonesia barangkali sudah terlalu klise untuk
berargumen bahwa Islam merupakan faktor terpenting dalam
pembentukan demokrasi.?® Dengan kata lain, argumen yang
selalu diulang-ulang adalah bahwa Indonesia merupakan contoh
sempurna dari harmonisnya Islam dan demokrasi.?* Namun
demikian, menyangkut persoalan sejauh mana dan bagaimana
Islam telah menjadi faktor determinan dalam proses demokratisasi
di negeri ini masih belum mendapat jawaban yang memuaskan.
Orang biasanya merujuk pada keterbukaan politik elektoral yang
ditunjukkan oleh keberhasilan pemilu 1999 dan 2004. Sekalipun
demikian, kita perlu menguji secara lebih cermat apakah betul Islam
berada di balik cerita sukses tersebut. Jika ya, pertanyaan berikut
perlu juga dijawab: sejauh mana dan bagaimana Islam menjadi
signifikan?

% Anders Uhlin, Indonesia and the “Third Wave of Democratization” The
Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World (New York: St. Martin’s
Press, 1997), h. 63; cf. Masykuri Abdillah, Responses of Indonesian Muslim Intel-
lectuals to the Concept of Democracy (Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co. KG,
1997); cf. Douglas E. Ramage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the
Ideology of Tolerance (New York: Routledge, 1995).

2 Azyumardi Azra, “Indonesian Islam, Election Politics and Beyond,”
NIAS Nytt 4 (Dec 2004): 12-14; cf. Abdurrahman Wahid, “Indonesia’s Mild
Secularism,” SAIS Review 21/2 (Summer-Fall 2001): 25-7.
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Salah satu argumen yang seringkali dirujuk sebagai justifikasi
teoretis bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia adalah watak
dasar Islam di negeri ini yang distingtif, yang seringkali dikatakan
berbeda dari Islam Timur Tengah atau di negara-negara Arab. Islam
Indonesia telah lama menikmati reputasinya sebagai Islam pluralis
dan toleran. Hal lain bisa dikatakan heterodox, karena pola perse-
barannya tidak mengikuti pola penaklukan militer tetapi melalui
jalur perdagangan dan budaya. Islam terbukti menjadi agama yang
hidup berdampingan dengan elemen-elemen budaya pra-Islam se-
perti Hindu dan Budha. Islam datang ke Indonesia sebagai sebuah
kekuatan yang mengonversikan iman, dan bukan sebagai kekuatan
militer penakluk, seperti yang terjadi di dataran atau negara lain.
Dalam kaitan ini apa yang menjadikan Islam diterima secara luas
dalam waktu cepat oleh masyarakat pribumi adalah prinsip egali-
tarianismenya. Merle C. Ricklefs berpendapat bahwa “7he Islam
of Indonesia has been full of heterodoxy and heresy, a fact which later
encouraged major reformist movements in the nineteenth and twentieth
centuries.””

Adalah watak dasar heterodoks Islam semacam inilah yang
membantu melahirkan sebuah “local genius” yang cenderung
memperlihatkan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi beragam
budaya dari luar. Karakter “pluricentric” ini, meminjam Hefner,
berfungsi sebagai sebuah basis budaya yang kuat bagi pengembangan
pola budaya dan politik kaum Muslim.?® Ia telah berperan sebagai
sumber kekuatan bagi Islam untuk memainkan perannya sebagai
interlocutor dalam proses dialog budaya antara elemen budaya lokal
dan elemen dari luar, termasuk gagasan civil society dan demokrasi,
sekalipun tensi budaya dapat dilihat di sana-sini.

Tidak disangkal lagi bahwa Hefner merupakan ilmuwan yang
mengaitkan antara gagasan demokrasi di Indonesia dengan budaya

» Metle C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (Stanford,
California: Stanford University Press, 2001), h. 14.

26 Robert W. Hefner, Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia
(Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2000), h. 14.
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politiknya.”” Dengan mengkritisi mata rantai Weberian tentang
demokrasi liberal Barat, Hefner merujuk pada apa yang telah
dilakukan oleh Robert Putnam? dan Alexis de Tocqueville?® di Italia
dan Amerika Serikat untuk digunakan sebagai titik berangkat dalam
mengungkapkan teori-teori demokrasi di Indonesia. Sementara
Hefner mengakui kesederhanaan penjelasan Putnam tentang apa
yang menyebabkan bekerjanya demokrasi dan meggambarkannya
sebagai “tidak utuh” secara inheren, dia masih menggunakan
penjelasan teoretis mereka untuk melacak modal sosial-budaya
demokrasi di Indonesia. Dalam pandangannya, Indonesia secara
umum dan masyarakat Muslim secara khusus telah dikaruniai
dengan melimpahnya sumber-sumber sipil (civil resources) di atas
mana budaya demokrasi dapat didirikan.*® Namun demikian,
Indonesia dinilai telah gagal memanfaatkanya sebagai basis yang
kuat bagi pembangunan kultur demokrasi modern yang disebabkan
oleh kegagalan elit politik melakukan hal tersebut. Ketimbang
melakukan konsolidasi demokrasi, mereka malah menyalahgunakan
dan memanipulasi nilai-nilai demokrasi demi kepentingan politik
jangka pendek.®!

Jadi jelaslah, bagi Hefner, melacak asal-usul budaya dan sejarah
demokrasi dalam sebuah masyarakat berarti melacak asal-usul budaya
sipilnya (civic culture). Dia berpendapat bahwa proses demokratisasi
tergantung bukan saja pada peran negara — yakni pemilu rutin dan
institusi formal — tetapi juga pada budaya dan organisasi dalam
masyarakat secara keseluruhan. Dengan menyandarkan pada
konstruksi teoretis Putnam, dia berasumsi bahwa pengembangan
demokrasi akan banyak ditentukan oleh sejauhmana sebuah
masyarakat memiliki budaya kesukarelaan (voluntarism), ikatan-

% Hefner, Civil Islam, khusunya h. 21- 26.

8 Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993).

» Alexis de Tocqueville, Democracy in America, terj. George Lawrence, ed.
J.P. Mayer 1 (Garden City, NY: Doubleday, 1969).

3% Hefner, Civil Islam, h. 25.

3! Hefner, Civil Islam, h. 25.
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ikatan independen, dan perimbangan kekuasaan antara negara,
masyarakat dan kekuatan masyarakat madani dapat diperankan
dengan baik.?* Tetapi aktivitas ini masih belum cukup jika me-
reka bekerja dalam ruang-ruang yang saling terisolasi. Demokrasi
pada akhirnya mensyaratkan budaya publik yang interaktif guna
memperomosikan kebiasaan-kebiasaan universal akan pentingnya
partisipasi publik dan toleransi.

Barangkali di tengah interaksi yang kompleks antara negara dan
masyarakat semacam inilah Islam datang sebagai intervening variable
dalam proses demokratisasi yang panjang itu. Hefner tampaknya
meyakini bahwa proses demokratisasi di Indonesia akan mengambil
bentuk dan jalan berbeda dari proses yang sama di sejumlah ne-
gara demokrasi di belahan dunia lain, terutama di Barat, di mana
demokrasi didirikan di atas prinsip pemisahan antara Gereja dan
negara. Mengambil pelajaran dari paradigma aksiomatik “there is
1o one-size-fits-all democracy,” dia berpendapat bahwa demokratisasi
di Indonesia tidak akan terpisah dari keterlibatan dan peran Islam
sebagai sebuah entitas budaya yang dominan.*® Dalam konteks
Indonesia pasca-Orde Baru, Hefner melihat sebuah upaya memper-
barui paradigma lama bernegara dengan semangat baru dari Islam
publik.** Sekalipun Indonesia telah didera tigapuluh tahun rezim
otoriter, dia mengatakan bahwa,

Indonesia today is a witness to a remarkable effort to recover
and amplify a Muslim and Indonesian culture of tolerance,
equality and civility. The proponents of civil Islam are a key
part of this renaissance. Civil Muslims renounce the mythology
of an Islamic state. Rather than relegating Islam to the realm
of the private, however, they insist that there is a middle path

32 Hefner, Civil Islam, h. 215.

3 Hefner, Civil Islam, h. 216-17.

3 Pemahaman Hefner tentang Public Islam banyak diinspirasi oleh Public
Religion-nya Casanova. Lihat, José Casanova, Public Religions in the Modern
World (Chicago: University of Chicago Press, 1994).

TITIK-TEMU, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009 9



MaspAr HiLmi

between liberalism’s privatization and conservative Islam’s bully
state. 'The path passes by way of public religion that makes
itself heard through independent associations, spirited public
dialogue, and the demonstrated decency of believers.*®

Maksud Hefner untuk menunjukkan kekhasan demokrasi
Indonesia bisa dipahami mengingat diskursus dan praktik de-
mokrasi di luar belahan negara-negara Barat mungkin mengambil
bentuk dan jalan berbeda-beda. Dia hendak mengafirmasi bahwa
demokrasi liberal ala Barat bukanlah satu-satunya tafsir legitimate
dalam berdemokrasi. Yang jelas adalah tidak terdapat kejanggalan
peradaban (civilizational malady) atau semacamnya di Indonesia
dalam menerima gagasan demokrasi.?

Dilihat dari perspektif kultural, “civil Islam” Hefner memang
merupakan terobosan teoretik yang cukup bermanfaat dalam
memahami demokrasi Indonesia. Dengan banyak menyandarkan
diri pada kulturalisme Putnamian dan de Tocquevillian, Hefner
meyakini bahwa Indonesia telah sampai pada level demokrasi
sesungguhnya hanya karena negeri ini memiliki modalitas budaya
yang berlimpah, sama seperti yang dimiliki oleh Italia dan Amerika
Serikat. Apa yang dirasakan absen dalam karya Hefner barangkali
adalah sebuah pengamatan secara lebih dekat atas signifikansi Islam
dalam memola good governance atau demokrasi pada level negara.
Pengatribusian demokrasi hanya pada keterlibatan publik masyarakat
secara luas dalam membangun budaya sipil seperti pluralisme,
toleransi, dan social trust belumlah cukup untuk menggambarkan
Indonesia sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya.

Modalitas sosial yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat
tertentu tidak secara otomatis akan mengantarkan masyarakat ter-
sebut pada demokratisasi pada level negara. Agar sebuah masyarakat
dapat mendemokratiskan diri, demokrasi harus diterapkan pertama

3 Hefner, Civil Islam, h. 18.
36 Hefner, “Public Islam and the Problem of Democratization,” Sociology of

Religion 62/4 (2001) :491-514.
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kali pada level struktur kenegaraan, baru setelah itu di tingkat
sosial-masyarakat. Demokrasi membutuhkan penegakan hukum
dan pemberantasan praktik-praktik politik koruptif secara simul-
tan dan konsisten. Memberantas korupsi dan penegakan hukum
merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi.?” Karena
itulah konstruk teoretis “civil Islam” Hefner akan kesulitan menjawab
fenomena merebaknya korupsi dan rendahnya komitmen ketaatan
hukum di kalangan masyarakat Indonesia yang pada gilirannya
bisa mengancam perjalanan demokrasi di negeri ini di masa men-
datang.

Penutup

Tantangan terbesar proses demokratisasi di Indonesia, de-
ngan demikian, berkisar pada pergumulan definitif di seputar apa
makna demokrasi bagi bangsa Indonesia dan bagaimana proses
pelembagaannya. Proses demokratisasi di negeri ini tidak akan
pernah tuntas sepanjang persoalan definitif ini masih mengam-
bang. Harus dijawab terlebih dahulu, misalnya, pertanyaan seperti:
jika demokrasi di Barat diterjemahkan melalui pemisahan agama
dari ruang publik (negara), apakah hal yang sama juga berlaku di
tengah masyarakat kita. Jika standardisasi yang digunakan untuk
mengukur derajat demokratisasi di Indonesia adalah definisi mini-
mum demokrasi dengan indikator pemilu, maka Indonesia bisa
diklasifikasikan sebagai demokrasi. Tetapi persoalannya adalah
bahwa demokrasi bukan hanya pemilu tetapi juga menuntut ada-
nya kebebasan berpendapat dan beragama, asas taat hukum dan

7 Mengenai catatan tentang apa arti korupsi bagi demokrasi, lihat, misalnya,
Mark E. Warren, “What Does a Corruption Mean in a Democracy?,” American
Journal of Political Science 48/2 (April 2004): 328-43. Tentang penegakan hukum,
lihat, misalnya, Guillermo O’ Donnell, “The Quality of Democracy: Why the
Rule of Law Matters,” Journal of Democracy 1514 (October 2004): 32-46.
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penegakan hukum, dan semacamnya yang harus dijalankan secara
sadar dan berkelanjutan.

Persoalannya adalah bahwa proses demokratisasi semakin kom-
pleks dengan masuknya faktor agama dalam ranah publik. Agama
seringkali dipakai sebagai justifikasi pihak-pihak tertentu untuk
menghambat laju demokratisasi demi meraih vested interests semata.
Dalam ruang-ruang demokrasi memang tidak ada salahnya agama
dibawa ke dalam struktur negara karena demokrasi berarti memberi
ruang kepada siapa pun, termasuk terhadap musuh kita, untuk
berekspresi. Persoalannya adalah bahwa agama menjadi entry-point
yang paling mudah sebagai mass mobilising factor yang justru bisa
mengancam laju demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, perdebatan
menyangkut peran agama dalam ruang publik juga harus dituntaskan
sebelum kita melangkah dengan proyek demokratisasi. %*
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MEMAKNAI KEINDONESIAAN
DALAM PERSPEKTIF POLITIK KERAGAMAN

Airlangga Pribadi

Di Belanda pada tahun 1928, Muhammad Hatta merumuskan
makna dari keindonesiaan, “Bagi kami, Indonesia adalah suatu tu-
juan politik. Karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu
tanah air di masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap orang
Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuan-
nya.” Dengan pernyataannya tersebut Hatta menempatkan kein-
donesiaan dalam jangkar politik kebangsaan. Pada bingkai politik
kebangsaan, keindonesiaan menjadi sebuah imajinasi bersama dari
tiap-tiap orang yang memiliki komitmen untuk menegakkannya
melalui jalur politik. Proyek keindonesiaan berjalan — seperti
dikatakan oleh Benedict R. O’G. Anderson' — sebagai komunitas
yang terbayangkan (imagined community).

Pada masa lalu, imajinasi bersama tersebut diperjuangkan oleh
komunitas di dalamnya melalui satu gagasan besar tentang persatuan
dan kesatuan nasional. Dalam perjalanan nation-state Indonesia,
segenap partikularitas yang terkandung dalam ikatan budaya, suku,
ras, golongan, dan agama dihimpun menjadi satu baik atas nama
revolusi maupun sesudahnya atas nama pembangunan. Politik
kebangsaan dibangun baik melalui slogan-slogan revolusioner
Soekarno yang menggelegar seperti samenbundeling van alle revo-

! Benedict R. O’G. Anderson, Immagined Communities: Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism (London: Verso, 2000).
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lutionaire krachten (penyatupaduan semua kekuatan revolusioner),
maupun melalui idiom Soeharto yang diucapkan repetitif tentang
pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan individu
demi pembangunan.

Perjalanan sejarah telah menjadi saksi bahwa pemaknaan poli-
tik kebangsaan semata-mata sebagai bagian dari politik persatuan
tanpa memberikan tekanan yang seimbang terhadap kesadaran
akan politik keragaman kerap kali memunculkan kekerasan dan
pemaksaan terhadap realitas kemajemukan bangsa. Penekanan
terhadap kohesivitas dan integralitas bangsa memunculkan politik
penyeragaman dengan menegasikan ruang yang memungkinkan
kita hidup bersama didalam perjumpaan dengan yang lain. Tidak-
lah mengherankan bahwa di tengah begitu kuatnya peminggiran
terhadap keragaman di dalam jejak-jejak historis realitas politik
kebangsaan kita saat ini timbul apatisme dan penolakan terhadap
nasionalisme, kebangsaan maupun Pancasila sebagai bagian penting
yang berperan dalam merajut jejaring keindonesiaan.

Satu hal yang dilupakan dalam proses nation-state building kita
selama ini adalah bahwa upaya transformasi kesadaran pra-politis
bangsa menuju kehidupan di dalam arena politik kebangsaan (polizy)
mensyaratkan eksisnya ruang komunikasi yang memfasilitasi kera-
gaman. Seperti diuraikan oleh Maurizio Passerin d’Enteves,? sambil
mengutip Hannah Arendt, bahwa apabila kehidupan pra-politik
di dalam Oikos berlangsung relasi dominasi dan kekuasaan, maka
kehidupan politik di dalam Po//s mensyaratkan hadirnya ruang ko-
munikasi yang bebas dan dapat mendialogkan pluralitas, menguji
kapasitas politik dari tiap-tiap warga negara serta menghadirkan
kebebasan politik sebagai pemenuhan kebaikan bersama bagi setiap
warga negara. Dalam refleksi filsafat politik Arendtian ini dapat kita
katakan bahwa perjalanan kebangsaan kita yang menitikberatkan
kebijakan pada persatuan minus penghargaan terhadap kemaje-
mukan masih berada pada kesadaran pra-politik, karena kehidupan

2 Maurizio Passerin d’Enteves, Filsafat Politik Hannah Arendt, terj. Shafwan
(Yogyakarta: Qalam, 2003), h. 254-256.
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politik kebangsaan di dalam polis mensyaratkan hadirnya politik
keragaman (Politics of Difference).

Kebangkitan Politik Identitas di Era Demokratisasi

Era demokratisasi dan keterbukaan saat ini memunculkan
berbagai ragam ekspresi politik identitas. Kebangkitan politik
ethno-religius tampil ke depan gelanggang politik demokrasi untuk
memperjuangkan kepentingan maupun nilai-nilai identitas kelom-
pok. Histeria kebebasan yang berlangsung setelah begitu lama pem-
bangunan politik kebangsaan dibentuk melalui konstruksi politik
penyeragaman — tanpa proses sosial kolektif untuk belajar dalam
ruang asosiasi sukarela yang memadai — telah memunculkan arus
balik tampilnya berbagai ekspresi politik identitas.

Namun demikian, alih-alih menampilkan komunikasi dan
penghargaan terhadap keragaman tiap-tiap bagian dari elemen
kewargaan Indonesia, berbagai ekspresi politik identitas yang ha-
dir justru mendestruksi berjalannya proses dialog dan toleransi.
Alih-alih berperan sebagai sumber penguatan demokrasi berbasis
komunikasi yang bebas dan setara, berbagai ekspresi politik identitas
yang saat ini tampil justru berpotensi mendestruksi secara perlahan
pembentukan ruang publik yang bebas dan eksperimentasi nasion-
alisme yang egaliter dan berbasis pada kesetaraan.

Maraknya artikulasi politik identitas justru menampilkan
berbagai sikap-sikap intoleransi, anti keragaman, dan menguatnya
sikap absolutisme dan penghalalan terhadap kekerasan sebagai
penyelesaian masalah. Seperti diutarakan oleh Jean Elshtain dalam
karyanya Democracy on Trial,? pluralitas politik identitas yang hadir
di dalam arena ruang publik seringkali mengancam keberlangsungan
demokrasi. Hal ini terjadi mengingat daya magnetik dari tarikan
anasir-anasir partikularisme dalam politik identitas mendorong

3 Jean Bethke Elshtain, Democracy on Trial (New York: Basic Books, 1995),
h. 74.
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seseorang untuk memberikan loyalitas semata-mata kepada satu
identitas tunggal yang berbenturan dengan ikatan identitas kelom-
pok-kelompok lain. Saat masing-masing kelompok terikat pada
atribut dan kepentingan yang melekat dalam politik identitas, maka
pluralitas dipahami dalam perspektif yang mendorong penguatan
eksklusivitas dari tiap-tiap kelompok.

Penciptaan kebencian suatu kelompok terhadap kelompok
lain berlangsung melalui proses sakralisasi satu identitas tunggal
sebagai sumber mobilisasi dan pengentalan radikalisasi politik suatu
kelompok. Ketika kondisi politik dipadati oleh anasir-anasir parti-
kularisme terjadilah pertemuan antara proses eksklusi dan inklusi
melalui dua arah yang berseberangan. Kebencian diarahkan kepada
mereka yang didefinisikan sebagai “yang lain” dengan persepsi akan
satu identitas yang berbeda, sementara solidaritas persaudaraan
dialamatkan hanya kepada mereka yang dianggap memiliki satu
atribut identitas yang sama dengan dirinya. Penguatan eksklusivitas
dalam konstruksi penajaman politik identitas semakin membatasi
kemungkinan bagi tiap-tiap agensi politik untuk memahami ker-
agaman dan menghormati yang lain.

Ketika tiap-tiap kelompok semakin terikat dalam kesadaran tri-
bus-politik dan belum terlepas dari kepompong kulturalnya, maka
kalangan yang belum mampu mengapresiasi dan berdialog dengan
kalangan di luar sekat-sekat kulturalnya tersebut akan memaknai
politik secara reduktif sebagai perseteruan untuk membinasakan yang
lain dan bukan sebagai seni untuk memahami yang lain dalam puspa-
ragamnya. Namun sebagai arena perang kultural di mana kemenangan
kelompok identitas yang satu terhadap identitas-identitas lain menjadi
jalan bagi proses penguasaan kultur dominan di atas kelompok-ke-
lompok identitas kultural lain. Ruang publik justru menjadi arena
bagi penggelaran politics of nemesis (politik permusuhan), daripada
memfasilitasi terbangunnya solidaritas keragaman dalam tatanan polis
yang inklusif. Dalam gemuruh hasrat pertarungan politik identitas,
maka tatanan politik demokrasi menjadi limbung, kebencian terhadap
yang lain dan penguatan sentimen tribalisme menghancurkan makna
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demokerasi sebagai jalan untuk menganyam bangun dialog dan saling
pemahaman terhadap yang lain.

Salah satu contoh dari kebangkitan politik identitas yang ber-
potensi meruntuhkan arena ruang publik yang bebas dapat kita
temui dalam fenomena kebangkitan politik identitas agama saat
ini. Beberapa manifestasi dari politik identitas agama dalam praksis
politiknya telah mengkonstruksikan politics of hostilizy (politik per-
musuhan) dalam perjumpaannya dengan yang lain, baik di dalam
konteks konstruksi wacana politik global maupun dalam arena
politik lokal. Amartya Sen dalam karyanya Identity and Violence:
the lllusion of Destiny* menguraikan berbagai bentuk fenomena dari
politics of hostility tersebut, salah satunya tampil dalam kebangkitan
politik fundamentalisme Islam. Fundamentalisme Islam dalam ru-
ang publik global tampil sebagai manifestasi dari salah satu wacana
resistential terhadap Barat. Penguatan identitas esensial sebagai
atribut dari kelompoknya berjalan seiring dengan pendefinisian
diri berbeda dari pandangan, pemikiran dan gagasan yang dianggap
eksklusif milik Barat.

Dalam diskursus “anti-Barat” memori tragis kondisi keterjajahan
dijaga dan dilestarikan terus menerus. Dalam lingkungan seperti
ini, relasi kontradiktif antara “Barat” dan “bukan Barat” menjadi
identitas primer mereka. Sehingga alih-alih melampaui inferioritas
kompleks dan membebaskan mentalitas kaum terjajah, fenomena
ini merupakan kemunculan persepsi diri yang reaktif (reactive self
perception), yaitu tumbuhnya mentalitas negatif yang selalu terobsesi
dengan Barat sebagai pembeda dirinya. Persepsi seperti ini hanya
mengabadikan relasi negatif yang memandang Barat sebagai “tuan
kolonial” (colonial masters), yang menjebak kita untuk tidak melihat
dunia dengan perspektif lain yang lebih konstruktif dan membuka
kesempatan bagi masyarakat Muslim untuk meniti jalur kemodernan
secara progresif.

* Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York, N'Y: W.W.
Norton, 2006), h. 100-101.
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Mekanisme pembentukan identitas diri yang berbeda de-
ngan Barat meliputi cara pandang hadirnya diskursus demokrasi,
toleransi, kebebasan berfikir, dan penghargaan terhadap hak-hak
perempuan sebagai bentuk imperialisme kultur Barat ke dalam
masyarakat Muslim. Alih-alih memberdayakan dan membebaskan
martabat masyarakat Muslim di hadapan Barat, persepsi ini justru
menunjukkan bahwa mereka selalu bergantung terhadap Barat
(tentunya dalam relasi oposisional-negatif) dan selalu menempatkan
Barat pada panggung utama dalam perspektif politik kelompok
fundamentalis.

Diskursus anti-Barat ini juga tampil dalam pandangan-pan-
dangan beberapa aktivis Islamis yang ada di Indonesia. Hasil diskusi
dan wawancara yang penulis lakukan dengan aktivis fundamen-
talis Islam menampilkan bahwa penolakan mereka terhadap Barat
merupakan bagian dari penolakan terhadap sekularisme dan sistem
ideologi Barat (sosialisme dan kapitalisme) yang berjalan seiring
dengan penolakan terhadap nilai-nilai demokrasi, pluralisme dan
sekularisasi. Bagi mereka, berbagai gagasan tersebut ditolak karena
dipandang merupakan bagian dari bentuk imperialisme kultural
yang dilakukan oleh dunia Barat terhadap Islam, serta berakar dari
sistem dan paradigma yang asing di luar kerangka berfikir dan sistem
nilai Islam.” Titik puncak dari tampilnya diskursus anti-Barat dalam
wacana kaum Islamis di Indonesia adalah munculnya Fatwa MUI
— sebagai produk dari agensi kaum Islamis yang menolak kehadiran
wacana Islam liberal di Indonesia — tentang penolakan terhadap
gagasan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme yang mendorong
berbagai aktivitas penolakan massa terhadap kehadiran ruang publik
yang bebas di Indonesia.

Pemahaman antara Islam dan Barat secara oposisional dan
diametral ini sangat mengkhawatirkan, karena seiring dengan

> Persepsi anti-Barat ini penulis temukan dalam diskusi yang penulis laku-
kan dengan Humas Hizbut-Tahrir Indonesia Wilayah Jawa Timur dr. Usman
dan Ketua DPC Surabaya Hizbut Tahrir Indonesia pada hari Jum’at 16 Maret
2007.
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stigmatisasi nilai-nilai kemodernan sebagai khas peradaban Barat
yang perlu dilawan, bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender,
pemberangusan terhadap kebebasan berfikir dan beragama, serta
tergerusnya penghargaan terhadap perbedaan semakin meluas se-
jalan dengan menguatnya pengaruh kuasa kalangan fundamentalis
Islam. Seiring dengan penolakan beberapa kaum Islamis terhadap
nilai-nilai utama demokrasi, diskursus politik identitas Islamis naik
perlahan ke permukaan dan berjuang untuk meraih posisi dominan
dan meminggirkan eksistensi diskursus-diskursus alternatif lain.
Manifestasi politik identitas yang mengikat loyalitas kelompoknya
dalam beberapa kasus fundamentalisme Islam telah menghambat
pemahaman yang terbuka terhadap kesempatan bagi persilangan
antar budaya dan identitas yang semakin memperkaya khazanah
peradaban ummat manusia.

Apabila dalam konteks wacana politik global beberapa kelom-
pok fundamentalis Islam membangun identitas esensial mereka
dengan mengkonstruksi diri berbeda dengan Barat, maka dalam
konteks wacana dan praksis politik di tingkat nasional dan lokal,
terlihat tendensi penolakan terhadap keragaman dan khususnya
hak-hak kaum perempuan dalam berbagai manifestasi aktivitas
politik mereka. Kaum fundamentalis Islam di Indonesia meman-
faatkan political opportunity structure saat Indonesia menghadapi
proses desentralisasi, keterbukaan politik dan proses demokratisasi
dengan memperjuangkan agenda politik lama dalam konteks politik
yang baru. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa rezim Islamis yang
berupaya menegakkan hukum Islam dan sangat membatasi peranan
perempuan dalam ruang publik. Dalam konteks Indonesia, setelah
mereka gagal memperjuangkan Piagam Jakarta dan formalisasi
syariah di tingkat nasional, akhir-akhir ini kaum fundamentalis
Islam di Indonesia mengambil jalur melingkar dalam memperjuang-
kan formalisasi syari‘ah Islam dalam arena politik lokal, terutama
di tempat-tempat mereka memiliki posisi politik signifikan®.

¢ Saat ini di beberapa daerah seperti di Kabupaten Padang Pariaman,
Gresik, Pamekasan, Jember, Garut, Bulukumba, dan Tangerang diberlakukan
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Perjalanan sejarah dinamika artikulasi politik identitas Islam
di Indonesia memperlihatkan bahwa pada rezim Orde Baru kaum
fundamentalis Islam menjadi korban dari eksklusi, marjinalisasi
politik dan diskriminasi dari negara terhadap identitas politik
mereka, maka fase reformasi menjadi momentum titik balik bagi
mereka untuk bangkit. Mereka menapak dalam arena kontestasi
politik demokrasi dengan memperjuangkan berbagai nilai-nilai
dan atribut identitas mereka untuk meminta posisi istimewa dalam
arena politik. Perjuangan tersebut dilakukan tanpa kepekaan dan
pemahaman terhadap aspirasi dan kepentingan kelompok lain
dan kesadaran akan hidup bersama dalam konteks keragaman
yang memanifes di Indonesia sehingga politik terjebak dalam
pengertian yang sangat reduktif sebagai proses dominasi kelompok
dominan diatas aspirasi kebhinekaan dari yang lain. Regresi dan
opresi terhadap yang lain muncul dalam perang kultural yang tidak
berkesudahan ketika kemajemukan ditafsirkan dalam perspekeif
politik identitas.

berbagai peraturan yang di dalamnya menampilkan formalisasi syari’ah dalam
arena legislasi politik lokal. Berbagai Perda tersebut bukan tidak bermasalah,
seperti pada kasus Perda no.8 tahun 2005 di Tangerang tentang pelacuran
sangat bersifat misoginis. Seorang perempuan yang berjalan di malam hari
dapat dicurigai sebagai pelacur dan ditangkap oleh petugas. Sampai tahun
2006 di Tangerang telah terjadi kasus salah tangkap akibat pemberlakuan
Perda tersebut. Berbagai kasus serupa dapat ditemukan seperti penerapan
syari’ah Islam di NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) di mana negara mampu
mengintervensi tubuh wanita melalui peraturan bagi wanita untuk memakai
jilbab, serta berbagai peraturan bernuansa syari’ah di beberapa daerah lain.
Peraturan seperti ini memperlihatkan peminggiran perempuan dari ruang
publik, dan menjadi bagian dari proses pemiskinan perempuan melalui prak-
tek rezim politik patriarkhi. Para buruh perempuan yang bekerja di malam
hari akan rentan terkena jaring oleh peraturan daerah seperti ini (Zempo,
Edisi 14-20 Agustus 2006). Mengenai dominasi diskursus patriarkhi dalam
praktik politik di beberapa negara yang didominasi oleh kelompok Islamis,
dapat dibaca pada Makhnaz Afkhami, “Gender Apartheid and the Discourse
of Relativity of Rights in Muslim Societies,” dalam Religious Fundamental-
isms and the Human Rights of Women, editor: Courtney W. Holand. Palgrave
September 2001.
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Kritik Nalar Politik Identitas

Setelah mempertimbangkan secara panjang lebar tentang
bagaimana artikulasi politik identitas dalam kasus kebangkitan
fundamentalisme Islam yang berpretensi menghambat akselerasi
proses demokratisasi di Indonesia, maka selanjutnya kita akan
mencoba menguji diskursus politik identitas dalam perspektif ilmu
sosial. Dalam konteks tersebut, tulisan ini akan mengkombinasikan
pandangan Amartya Sen” dan Iris Marion Young® untuk menguji
wacana politik identitas.

Pertama, wacana politik identitas memiliki keterhubungan dan
berakar dari fondasi filsafat komunitarianisme yang mempercayai
bahwa setiap orang memiliki akar-akar sosial berupa tradisi, budaya
dan nilai-nilai esensial yang bersifat partikular mendeterminasi
pandangan hidup, pikiran dan pilihan-pilihan tindakan yang akan
di ambil. Berpijak pada pandangan tersebut, maka diskursus politik
identitas mempercayai bahwa sebagai konsekuensi logis dari akar
sosial dan kultural yang membentuk identitas diri dari setiap orang,
maka setiap orang akan memiliki keterikatan dan loyalitas yang kuat
pada satu ikatan politik identitas tertentu. Pandangan politik identi-
tas yang berakar dari paham komunitarian ini kurang mempercayai
kapasitas manusia untuk bertindak secara rasional dan keluar dari
kepompong kulturalnya (thinking out of the cultural box). Ketika
pikiran dan aktivitas sescorang dibatasi oleh konstruksi kultural yang
melatarinya, maka sangat tidak dimungkinkan terjadinya dialog
secara bebas untuk mengenal dan memahami perspektif yang lain
(the other).

Seperti diutarakan oleh Sen,” akar sosial baik tradisi maupun
atribut identitas seseorang memang memberikan konteks keha-

7 Amartya Sen, Identity and Violence.

8 Iris Marion Young, “Difference as a Resource of Democratic Communica-
tion,” dalam Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, edited by James
Bohman and William Rehg (Massachusetts: MIT Press, 1997).

9 Sen, Identity and Violence, h. 24-26.
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diran tiap-tiap orang dalam arena sosial, namun demikian kapasitas
agensi dari tiap-tiap orang tidak dibatasi oleh pagar identitas yang
melatarinya. Setiap orang sebagai agen sosial memiliki kapasitas
nalar yang merdeka untuk memilih pilihan-pilihannya secara
rasional dan menulis sejarah mereka sendiri. Dengan berbasis
kesadaran bahwa tiap-tiap orang memiliki kemampuan untuk
mengambil sikap dan menjaga jarak dari akar-akar tradisinya,
tindakan konstruktif yang bermakna bagi perubahan progresif
dapat dilakukan.

Kedua, diskursus politik identitas mempercayai bahwa
atribut identitas dan kultur berperan sebagai perekat kolektivitas
kelompok dari setiap orang yang menjadi anggota di dalamnya.
Namun keyakinan tersebut harus berhadapan dengan realitas
bahwa tidak setiap orang yang menjadi bagian dari suatu ke-
lompok sosial tertentu merasa terikat dengan nilai-nilai budaya
esensial maupun identitas yang dianggap melekat dalam kolekti-
vitas setiap kelompok. Misalnya, tidak semua perempuan merasa
terikat pada atribut identitas dan nilai-nilai kultural yang diang-
gap melekat dalam identitas keperempuanan. Demikian pula
dalam konteks politik identitas agama, misalnya, tidak setiap
orang Islam misalnya sepakat dengan beberapa atribut identitas,
simbol-simbol formal, yang dianggap melekat dalam identitas
keberislaman. Seperti tidak semua Muslim setuju dengan ber-
bagai interpretasi simbol-simbol Islam secara politik mengenai
makna khalifah, syari’ah, jihad, relasi dengan non-Muslim dan
lain sebagainya. Hal ini terjadi mengingat begitu beragamnya
penafsiran dan perspektif dari masing-masing anggota kolek-
tivitas kelompok berbasis Muslim. Dari pemahaman akan hal
ini kita tidak dapat berpegang pada cara pandang esensialis
yang melihat bahwa setiap anggota kelompok sosial tertentu
terikat dalam atribut kultural dan identitas homogen dan ko-
hesif yang menyatukan mereka. Ketika kita memahami bahwa
kultur bersifat konstruktif dan beragam, maka kita tidak dapat
mengikatnya dalam bentuk politik identitas yang berkarakter
esensialis.
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Ketiga, kritik paling penting yang digulirkan oleh Young'’ ter-
hadap perspektif politik identitas bahwa perspektif esensialis politik
identitas yang mempercayai bahwa identitas kolektif sangat mem-
bentuk identitas individual sescorang memiliki kelemahan mendasar
dalam memahami kompleksitas relasi sosial. Pandangan esensialis
menolak hadirnya keragaman yang berlangsung baik di internal
dalam kelompok maupun di luarnya. Sebagai contoh kelompok sos-
ial berbasis perempuan dapat dibedakan melalui kelas, agama, warna
kulit, etnik dan lain sebagainya dan dari masing-masing keragaman
pemilahan tersebut kita tidak dapat menyatukan “keperempuanan”
secara homogen dalam satu ikatan identitas yang tunggal.

Seorang Muslim, misalnya, sangat dipengaruhi oleh berbagai
macam keragaman posisional berbasis gender, nasionalitas, orientasi
politik, kelas, etnis sehingga di dalam masing-masing keragaman
tersebut kita tidak dapat membatasinya dalam satu identitas koheren
yang dapat memaksakan kesatuan dalam keragaman yang muncul di
dalamnya. Dalam konteks diskursus politik Islam, upaya penyatuan
dan penyeragaman terhadap keragaman interseksional posisi tersebut
justru merepresi terhadap partikularitas posisi kelompok dari tiap-tiap
orang. Seorang Muslim-perempuan di suatu wilayah yang diterapkan
formalisasi syari’ah, misalnya, seringkali tertindas posisi keperempua-
nannya akibat penerapan hukum syari’ah yang bias gender. Apabila
identitas kelompok mendeterminasi identitas seseorang, maka setiap
orang akan terikat secara eksklusif dengan pulau-pulau budayanya
sendiri. Secara praktis hal ini sangat bertentangan dengan realitas
multiplikasi dan partikularitas dari masing-masing kelompok yang
saling berinteraksi satu sama lain dalam konteks pluralitas.

Menggagas Politik Keragaman

Setelah mendiskusikan bagaimana wajah keindonesiaan yang
dimaknai dalam perspektif politik identitas yang berpotensi un-

' Young, “Difference,” h. 388.
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tuk meruntuhkan ruang komunikasi dalam keragaman di dalam
kehidupan politik demokratis, maka tulisan ini mengambil posisi
untuk menolak pilihan politik identitas dan mencoba menampil-
kan diskursus politik keragaman sebagai sumberdari kehidupan
politik demokrasi komunikatif (communicative democracy). Dengan
menggunakan pandangan Iris Marion Young'' (tentang politics of
difference, dalam bingkai politik keragaman diferensiasi kelompok
lebih dimaknai dalam konteks relasi posisi subyek dalam lokali-
tasnya (local subject position) di hadapan hierarki struktur sosial,
daripada atribut nilai-nilai esensial yang melekat dalam identitas
tiap-tiap kelompok dan membedakannya dengan yang lain. Dalam
perspektif politik keragaman, setiap kelompok sosial eksis dalam
konteks relasi struktur sosial yang ditandai oleh adanya hierarkhi
dan ketimpangan. Setiap struktur sosial menyediakan keterbatasan
dan kesempatan yang mengkondisikan setiap subyek politik untuk
melakukan aktivitas politik dalam hubungannya dengan yang lain
dan lingkungan sosialnya.

Kehidupan sosial terhampar dalam berbagai arena sosial yang
dibentuk oleh struktur relasi kuasa, akses kepada alokasi sumber
daya, dan hegemoni kultural yang membentuk kultur dominan.
Dalam konteks batasan struktur inilah kontestasi politik dan per-
tarungan kuasa berlangsung, dan menempatkan tiap-tiap agensi
sosial dalam posisi yang berbeda dalam hubungannya dengan
struktur sosial yang memposisikan dirinya. Suatu kelompok so-
sial tertentu berada pada posisi yang diuntungkan terkait dengan
konteks struktur sosial yang eksis, sementara kelompok yang lain
berada pada posisi yang dirugikan dan mengalami eksklusi dan
marjinalisasi sosial.

Proses-proses marjinalisasi, diskriminasi, dan eksploitasi ber-
langsung dalam lintasan kelas, ras, gender, etnisitas maupun agama.
Namun demikian kita tidak dapat menempatkan politik identitas
sebagai acuan dalam memahami posisi setiap agensi dalam hierarki
relasi sosial yang berlangsung. Mengingat bukanlah atribut identitas

" Young, “Difference.”
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esensial yang mengikatkan masing-masing agensi sosial dalam tiap
kelompok, namun posisi partikular mereka di hadapan struktur so-
sial yang menjadi faktor menentukan. Dalam konteks batasan yang
dibentuk oleh struktur sosial inilah posisi dari setiap agensi politik
terbentuk, namun demikian memiliki otonomi untuk menentukan
pilihan bagi aksi politik yang akan dilakukan. Setiap agensi politik
dapat membangun relasi sosial yang kompleks, memahami posisi
dirinya dan membangun perspektif berdasarkan pengalaman diri,
dan membangun alternatif-alternatif aksi politik untuk membentuk
dan mempengaruhi kondisi yang dihadapinya.

Sebagai contoh, ikatan seseorang sebagai bagian dari kelas
pekerja tidaklah didefinisikan atas atribut identitas kelompok,
sentimen perasaan kolektif, maupun karakter kultural esensial
yang mempersatukannya. Posisi seseorang sebagai kelas pekerja
dibentuk oleh konteks struktur material formasi kepemilikan alat-
alat produksi dan relasi kuasa modal yang menentukan tempat
kelas pekerja. Dalam konteks realitas politik Indonesia saat ini,
misalnya, solidaritas dan aksi kolektif kelas pekerja tidak ditentukan
oleh identitas maupun kultur esensial yang melekat dalam kelas
pekerja, namun posisi partikular kelas pekerja sangat ditentukan
oleh konteks ekonomi-politik kebijakan negara yang berinteraksi
dengan kepentingan dan relasi kuasa modal yang bekerja, seperti
yang muncul dalam fenomena kontroversi Revisi UU no. 13 tahun
2003.

Kasus lain juga dapat kita temui pada konteks politik gerakan
perempuan. Subyek perempuan dalam perspektif politik keragaman
bukanlah tampil sebagai manifestasi dari segenap atribut sosial, kul-
tur esensial dan identitas diri yang menyatukan tiap-tiap orang yang
disebut perempuan. Perempuan dalam posisinya sebagai kelompok
sosial tampil dalam arena pertarungan politik yang spesifik ketika
ia berhadapan dengan konteks sosio-kultural patriarki dan struktur
sosial yang dibentuk oleh pembagian kerja berbasis ketimpangan
gender. Sementara aksi kolektif yang dibangun adalah bagian dari
praktik politik pembebasan yang mereka lakukan ketika berhadapan

dengan tantangan struktur sosial yang meminggirkan mereka.
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Pada sisi lain akar dari bentuk-bentuk opresi, dominasi, dan
diskriminasi tersebut dapat kita temukan pada fenomena kebang-
kitan politik identitas seperti yang tampil dalam kasus merebaknya
fundamentalisme Islam. Artikulasi politik identitas yang pada
awalnya bergerak dari posisi subaltern dalam kelanjutannya dapat
membangun diskursus-diskursus dominatif berbasis nilai-nilai
patriarki dan penolakan terhadap hak-hak minoritas. Memori
traumatik yang menempatkan mereka pada posisi subyek partikular
sebagai kelompok yang tertindas mereka bawa sebagai bagian dari
klaim sejarah untuk mendapatkan posisi istimewa saat ini.

Hal ini terjadi karena anggota dari kelompok-kelompok
tersebut merasa terikat dengan atribut-atribut formal identitas dan
nilai serta kultur esensial yang harus diperjuangkan sebagai kultur
dominan dalam arena politik negara. Loyalitas tunggal terhadap
identitas politik tertentu telah mengabaikan suatu kelompok
untuk memiliki perspektif yang lebih membebaskan dan mampu
melihat yang lain dalam posisi yang setara dan berbasis pada etika
kepedulian. Kondisi seperti ini dapat kita temukan pada banyak
kasus mulai dari peraturan daerah bernuansa syari’ah, kontroversi
RUU APP, sampai pengharaman terhadap jamaah Ahmadiyah dan
penolakan terhadap Islam liberal. Di sini konstruksi mainstream
tentang Islam yang diinterpretasikan secara misoginis, formalis,
dan anti-minoritas telah terbentuk sebagai diskursus yang ber-
usaha menghancurkan ruang publik yang bebas.

Menempatkan keagenan subyek dalam konteks local subject
position di hadapan hierarki struktur sosial yang ada, memungkinkan
kita untuk tidak melihat posisi tiap-tiap orang tidak dalam batasan
sekat-sekat identitas yang kaku. Menurut Young,'* dengan mema-
hami agen politik dalam perspektif posisi partikular mereka dalam
relasi sosial, maka kita dapat menemukan pola-pola intersectionality
dari posisi setiap subyek. Dalam konteks ini, misalnya, seorang
perempuan berlatar belakang Muslim-Ahmadiyah yang berakar
sosial dari kelas buruh miskin dalam formasi sosial masyarakat patri-

2 Young, “Difference,” h. 392.
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arki-kapitalistik di daerah didominasi oleh rezim pemaknaan Islam
berperspektif fundamentalis mengalami proses eksklusi sosial secara
berlipat-lipat. Posisinya sebagai perempuan mengalami peminggiran
dari tatanan sosial patriarki yang menegakkan formalisasi syari’ah Is-
lam, sementara pada posisi sosialnya sebagai kelas buruh miskin, dia
mengalami proses eksploitasi sosial-ekonomi, sementara afinitasnya
dengan Islam, Ahmadiyah menempatkannya dalam posisi marjinal
dan tidak diakui oleh pandangan Islam mainstream. Eksklusi dan
marjinalisasi dalam realitas sosial terbangun dalam konteks proses
hierarki dan dominasi yang mengambil banyak bentuk.

Pandangan akan kompleksitas relasional yang terbangun dalam
konteks struktur sosial yang dominatif ini memungkinkan bagi kita
untuk membangun berbagai bentuk cara untuk mempejuangkan
pola-pola komunikatif demokratik yang beragam. Proses eksklusi
sosial yang dihadapi oleh tiap-tiap kelompok baik dalam konteks
dominasi politik, peminggiran dari akses terhadap alokasi sumber
daya, maupun praktek hegemoni dari kultur dominan beserta peng-
alaman spesifik dari setiap subyek dan perspektif pengetahuan yang
menjadi orientasi mereka untuk bertindak memberi kesempatan
untuk membangun proses-proses dialog dari para agensi politik
yang berada pada posisi subaltern.

Young'’ menyebutkan bahwa upaya untuk membangun
proses demokrasi komunikatif dapat dilakukan melalui berbagai
tahap. Pertama, melalui proses dialog, mereka akan menyadari
posisi sosial mereka, dan menentukan bagaimana sikap mereka
ketika berhadapan dengan posisi agensi politik lain yang berbeda.
Kedua, memetakan berbagai posisi dari setiap agensi politik yang
lain, dan membaca bagaimana mereka memahami posisi mereka.
Ketiga, membaca perspektif historis dari perjalanan masyarakat
yang membentuk formasi sosial saat ini. Keempat, menginterpre-
tasikan bagaimana proses sosial dan relasi sosial dalam masyarakat
beroperasi, terutama imbasnya bagi posisi mereka. Kelima, mere-
fleksikan secara utuh pengalaman-pengalaman spesifik yang telah

' Young, “Difference,” h. 394.
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mereka alami ketika berhubungan dengan konteks relasi sosial yang
terbentuk.

Penafsiran berbasis posisi dari tiap-tiap subyek dalam struktur
sosial seperti yang ditawarkan oleh wacana politik keragaman ini
lebih memberikan keterbukaan dan menjanjikan proses komuni-
kasi yang bebas daripada perspektif politik identitas yang eksklusif
dan tertutup. Politik keragaman yang memperjuangkan keadilan
berbasis posisi tiap-tiap subyek secara spesifik dalam komplek-
sitas hierarki struktur sosial menghindarkan kita dari politik
balkanisasi yang memecah-mecah kelompok dalam pulau-pulau
insular identitasnya, namun lebih memberikan peluang untuk
menimbang perspektif dari tiap-tiap kelompok yang berada pada
posisi subaltern dan marjinal dalam konteks relasi sosial yang
berlangsung, sehingga keragaman tidak lagi berpotensi memecah
seperti dalam politik identitas namun menjadi sumber utama
bagi proses dialog dan kooperasi [kerja sama], saling memahami
dan memperjuangkan politik keadilan sosial.

Politik Keragaman dalam Perspektif Pembaruan Islam

Perjuangan untuk membangun ruang publik bagi realisasi
proyek demokrasi komunikatif ini dapat mengambil strategi pe-
ngetahuan dengan melakukan proses tafsir keagamaan yang inklu-
sif dan liberatif. Tradisi pembaruan Islam, misalnya, telah lama
menempatkan kerangka-kerangka hermeunetika sebagai spirit
dalam praksis intelektualnya. Hermeunetika sendiri merupakan
kerja intelektual untuk memahami bagaimana teks, kata maupun
kejadian di masa lalu memiliki relevansi makna secara eksistensial
dalam situasi sekarang. Dalam pemahaman inilah hermeunetika
liberatif Islam, menurut Farid Essack'* bekerja untuk memahami
karakter progresif dari teks suci al-Qur'an dan penemuan tujuan

' Farid Esack, Qur'an, Liberation ¢ Pluralism: An Islamic Perspective of
Interreligious Solidarity against Oppression (Oxford: Oneworld, 1997).
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moralitas keadilan untuk ditarik relevansinya bagi pemaknaan
konteks kehidupan kita sekarang. Seperti diungkapkan dengan
indah oleh Essack, bagi sosok Muslim yang terpinggirkan, kerja
hermeunetika progresif membantu mereka untuk menemukan
relevansi dari medan pertarungan Mekkah, keramahan kaum yang
lain, dan kemerdekaan Madinah dalam konteks praksis kehidupan
sosial yang mereka alami saat ini.

Kerja hermeunetika progresif akan menempatkan relevansinya
ketika tafsir agama akan nilai-nilai keadilan, penghormatan ke-
ragaman, dan kebebasan berfikir ditempatkan dalam konteks kon-
testasi Indonesia di bawah kepungan formasi sosial globalisasi yang
ada sekarang. Pembacaan terhadap konteks sosial dan negativitas
yang berakar dalam jantung persoalan keseharian yang dialami oleh
warganya membantu kerja-kerja pembaruan Islam untuk menem-
patkan pemihakannya, melakukan aksi kolektif sebagai realisasi dari
iman yang membebaskan, sekaligus menginspirasikan peta jalan
bagi penataan negara-bangsa modern yang mampu merealisasikan
tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Penafsiran berbasis posisi dari tiap-tiap subyek dalam struktur
sosial seperti yang ditawarkan oleh wacana politik keragaman ini,
lebih memberikan keterbukaan dan menjanjikan proses komunikasi
yang bebas daripada perspektif politik identitas yang eksklusif dan
tertutup. Politik keragaman yang membangun analisis berbasis
posisi tiap-tiap subyek secara spesifik dalam kompleksitas hierarki
struktur sosial tidak akan memecah-mecah kelompok dalam pu-
lau-pulau 7nsular identitasnya, namun lebih memberikan peluang
untuk menimbang perspektif dari tiap-tiap kelompok yang berada
pada posisi subaltern dan marjinal dalam konteks relasi sosial yang
berlangsung. Dengan demikian, keragaman tidak lagi berpotensi
memecah seperti dalam politik identitas namun menjadi sumber
utama bagi proses dialog dan kooperasi, saling memahami, dan
memperjuangkan politik keadilan sosial.

Komitmen terhadap politik keragaman mengingatkan kita
pada pesan mendiang Nurcholish Madjid dalam Islam, Doktrin, dan
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Peradaban®” bahwa “Islam semakin diharapkan tampil dalam
tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif serta
mampu menyatakan diri sebagai pembawa kebaikan untuk semua
umat manusia, tanpa eksklusivisme komunal.” Pesan Cak Nur ini
merangkum seluruh karya-karya intelektualnya dalam memaknai
keislaman dan keindonesiaan. Keislaman dalam ruang keindone-
siaan bukanlah semata-mata simbol formal, sentimen, dan identitas
partikular yang diperjuangkan secara emosional dalam panggung
politik untuk meraih posisi dominan. Keberislaman adalah etos dan
komitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi semua melalui
refleksi tindakan rasional. Hanya dengan cara itulah Islam sebagai
sebuah peradaban dapat memberikan sumbangan penting terhadap
keindonesiaan. Di sinilah tindakan aksi kolektif berbasis solidaritas
untuk memperjuangkan keadilan sosial — yang menolak ikatan-
ikatan kolektif partikularisme — menjadi langkah praksis dalam
memaknai politik kebangsaan. %
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Kautsar Azhari Noer

Mukadimah

Tulisan sederhana ini mencoba membicarakan aliran-aliran
Islam kontemporer yang muncul dan berkembang sebagai ge-
rakan-gerakan intelektual dan sosial-politis terutama selama lebih
kurang empat puluh tahun terakhir. Istilah “aliran-aliran” dalam
tulisan ini digunakan secara longgar dalam arti yang luas. Karena
itu, ungkapan “aliran-aliran” di sini dapat disinonimkan dengan
“mazhab-mazhab,” “gerakan-gerakan,” “golongan-golongan,” atau
“kelompok-kelompok.” Tetapi perlu ditegaskan bahwa “aliran-alir-
an” di sini bukan dimaksudkan untuk menunjukkan “aliran-aliran”
teologi Islam klasik, seperti Mu'tazilah, Asy‘ariyyah, Maturidiyyah,
dan Syi‘ah, meskipun sebagian aliran-aliran teologi itu atau paham-
pahamnya masih tetap hidup sampai hari ini di kalangan orang-
orang Muslim.

Karena tulisan ini membicarakan aliran-aliran Islam kontem-
porer, maka istilah “Islam” di sini mengandung arti historis atau
empiris, yaitu Islam sebagai fakta historis, Islam sebagai yang ada
dan berkembang dalam sejarah. “Islam” dalam arti ini bukanlah
“Islam ideal,” Islam yang dicita-citakan, Islam sebagaimana seha-
rusnya. Tidak semua “Islam historis” atau “Islam empiris” adalah
“Islam ideal.” Apa yang dimaksud dengan “Islam ideal” mempu-
nyai banyak arti yang berbeda bagi banyak aliran yang berbeda
pula. Apa yang dimaksud dengan “Islam ideal” bagi sebuah aliran
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boleh jadi dipandang sebagai “Islam sesat,” atau “Islam yang telah
diselewengkan,” oleh aliran lain.

Kata “kontemporer,” yang berasal dari bahasa Inggris “contem-
porary,” menunjukkan waktu “zaman sekarang,” atau “masa kini.”
Kata “kontemporer” berarti yang hidup dan terjadi pada periode
waktu yang sama. Rentangan waktu “kontemporer” tidak pernah
diketahui secara pasti, misalnya apakah 50 tahun, 40 tahun, 30 ta-
hun, atau 20 tahun. Dalam tulisan ini kata “kontemporer” dibatasi
pada waktu yang merentang selama kira-kira empat puluh tahun
terakhir, yaitu periode antara awal 1970-an sampai sekarang,.

Tantangan Barat

Aliran-aliran Islam kontemporer, sebagaimana aliran-aliran
agama-agama lain, tidak muncul secara tiba-tiba tanpa hubungan
dengan rangkaian sejarah Islam masa lalu. Aliran-aliran itu muncul
dan berkembang sebagai lanjutan, reaksi, kritik, atau koreksi ter-
hadap apa-apa yang telah dilakukan oleh aliran-aliran sebelumnya
untuk menjawab tantangan-tantangan intelektual dan sosial-politis
yang datang terutama dari Barat. Sejarah Islam modern didominasi
oleh perjuangan dunia Islam untuk melawan kolonialisme dan
imperialisme Barat, mengatasi kemuduran masyarakatnya dan
menjawab tantangan-tantangan Barat, baik intelektual maupun
sosial-politis.

Untuk memahami situasi Islam, masyarakat dan peradabannya
di dunia modern, penting untuk menengok kembali permulaan
munculnya tantangan peradaban Barat modern dan tanggapan
Islam terhadapnya. Tantangan pertama dunia modern terhadap
Islam dimulai pada abad eksplorasi dan apa yang kemudian dike-
nal sebagai Renaisans dalam sejarah Eropa, yaitu pada abad ke-16
dan ke-17. Pada saat itu, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan
Perancis mencoba merebut wilayah-wilayah Islam. Rute pelayaran
Laut India yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sangat
besar bagi dunia Islam diambil alih oleh kekuatan laut Eropa dan
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berangsur-angsur kekuatan itu mulai melakukan penetrasi ke
wilayah-wilayah utama dunia Islam. Selama periode itu, sebagian
Asia Tenggara, yang menjadi bagian penting dunia Islam sampai
hari ini, sebagaimana Afrika dan India, dijajah, sementara dengan
tumbuhnya kekuatan Rusia sebagai sebuah bangsa, kaum Muslim
di wilayah utara dunia Islam, seperti wilayah utara Kaspia dan Asia
Tengah, mulai merasakan tekanan dari kekuatan baru dari Eropa
itu. Kerajaan Turki, Persia, dan Afrika Utara tidak dirusak tetapi
pada abad ke-18 jantung dunia Islam mulai merasakan ancaman
pelanggaran Barat walaupun tidak benar-benar dijajah dan sebagian
besar wilayah-wilayah tersebut tidak pernah merasakan penjajahan
secara langsung.’

Peristiwa yang membangkitkan kesadaran dunia Islam terhadap
ancaman bahaya dan tantangan Barat adalah invasi Mesir oleh Na-
poleon pada 1798. Peristiwa itu semacam delta yang menjadi saksi
langsung transformasi dunia Islam terutama dalam hal kesadaran
dan perubahan sikap terhadap Barat. Sungguh ganjil bahwa hampir
tiga abad, ketika Barat semakin kuat secara militer dan ekonomi
dan ketika Renainsans, Revolusi Ilmiah dan peristiwa besar lain
terjadi di Barat, jantung dunia Islam yang masih tidak tertembus
dan tidak berubah memperlihatkan sedikit minat terhadap apa yang
sedang terjadi di Eropa. Beberapa perwakilan dari wilayah Turki,
Persia atau Maroko pergi ke Eropa dan menulis deskripsi tentang
benua itu, tetapi sebagian besar dunia Islam masih tidak tertarik
pada Barat sekalipun ranting-rantingnya sedang dipotong-potong
oleh kekuatan kolonial melalui dominasi mereka selama periode
itu.?

Setelah penaklukan Napoleon terhadap Mesir, kaum Muslim
mulai menyadari bahwa sebuah tragedi besar akan menghancur-
kan dunia Islam. Peristiwa invasi terhadap Mesir itu diikuti oleh
dominasi Inggris terhadap India dan kehancuran kekuatan Turki

! Seyyed Hossein Nast, A Young Muslim’s Guide to the Modern World, Second
Edition (Chicago: KAZI Publications, Inc., 1994), h. 118.
? Nasr, A Young Muslim’s Guide, h. 118-119.
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sebagaimana halnya Persia sebagai konsekuensi peperangan be-
sar seperti Crimea dan perang antara Tsar Rusia dan Persia yang
mengakibatkan jatuhnya beberapa wilayah Islam ke tangan Barat.
Melemahnya kekuasaan dunia Islam itu mendorong pencarian se-
mangat yang lebih giat lagi dan beberapa jenis reaksi lain. Menurut
sudut pandang Islam, keberhasilan yang diraih kaum Muslim di
dunia pada masa sejarah mereka menjadi tanda dan konsekuensi
kebenaran Islam dan mereka percaya pada kebenaran itu, seperti
Allah firmankan dalam al-Qur’an, “Jika Allah menolongmu, tidak
ada satu pun yang dapat mengalahkanmu” (Q 3:160). Konseku-
ensinya, banyak pemikir Muslim melihat bahwa telah terjadi suatu
kesalahan yang sangat serius dengan peristiwa sejarah dan dengan
dunia Islam itu sendiri, sesuatu yang bukan hanya fana dan sangat
keduniaan tetapi juga secara praktis “berdimensi kosmis.™
Hubungan antara Islam dan Barat dalam perjalanan sejarah
berubah. Orang-orang Muslim selama beberapa abad pernah me-
nguasai, jika tidak berkenan disebut “menjajah,” sebagian wilayah
Eropa: mereka menguasai Spanyol selama lima abad (756-1269)
dan menguasai sebagian besar Balkan selama empat setengah abad
(1453-1912). Keadaan kemudian berbalik. Orang-orang Barat
menguasai beberapa wilayah Islam sejak abad ke-17 dan menguasai
sebagian besar wilayah dunia Islam sejak pertengahan abad ke-19
sampai pertengahan abad ke-20. Robert Van de Weyer, seorang
sarjana Barat, melukiskan keadaan orang-orang Muslim yang telah
berubah itu. la mengatakan bahwa orang-orang Muslim yang telah
menguasai dan mengubah wilayah-wilayah penting Kristen, dan
kemudian pada berbagai waktu menjajah bagian-bagian besar Eropa
yang Kristen, sekarang hidup di bawah dominasi Eropa.* Dulu
orang-orang Muslim pernah menguasai beberapa wilayah Eropa,
tetapi kemudian mereka dikuasai oleh orang-orang Eropa. Jatuhnya
wilayah-wilayah Islam ke tangan Barat menyadarkan orang-orang

3 Nasr, A Young Muslim’s Guide, h. 119.
4 Robert Van de Weyer, Islam and the West: A New Political and Religious
Order Post September 11 (Kuala Lumpur: O Books, 2001), h. 13.
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Muslim akan kelemahan dan kemunduran mereka dan membuka
mata mereka kepada kekuatan dan kemajuan Barat.

Kontak Islam dengan Barat modern memperkenalkan ke dunia
Islam kemajuan sains dan teknologi modern yang telah berkembang
pesat di dunia Barat. Kontak itu membawa pula ke dunia Islam ide-
ide Barat tentang rasionalisme, liberalisme, nasionalisme, demokrasi,
emansipasi perempuan, dan sebagainya. Semua itu menimbulkan
persoalan baru, dan pemikir-pemikir Islam pun mulai mencari jalan
bagaimana cara merespons persoalan-persoalan baru itu.

Tanggapan Islam

Apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim untuk mem-
bebaskan diri mereka dari kemunduran itu dan sekaligus menja-
wab tantangan Barat? Seyyed Hossein Nasr, seorang pemikir Sufi
terkemuka asal Iran, mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan
reaksi orang-orang Muslim tentang kesadaran terhadap Barat dan
keinginan untuk meresponsnya. Kemungkinan pertama adalah
selalu mencoba kembali kepada “kesucian” sejarah awal Islam
berdasarkan al-Qur’an dan hadis, dan mempertahankan bahwa
transformasi, pertumbuhan dan perkembangan sejarah Islam yang
terjadi kemudian menyebabkan melemahnya kaum Muslim dan
mereka sebaiknya kembali kepada ajaran asli al-Qur’an dan Nabi
sebagaimana yang dipahami oleh “nenek moyang” (sa/af) untuk
memperkuat kembali Islam. Kaum Muslim sebaiknya mengesam-
pingkan seluruh perkembangan peradaban Islam yang mencakup
seni, filsafat, dan gaya hidup kota besar serba mudah, mewah, dan
serba tak peduli yang ada di dalamnya. Kemungkinan kedua adalah
bahwa Islam harus dimodifikasi atau dimodernisasi agar dapat
mengakomodasikan dirinya menghadapi serangan Barat dengan
pandangan dunia, filsafat dan ideologinya sendiri. Kemungkinan
ketiga adalah bertahan sesuai dengan banyak hadis bahwa akan
datang suatu hari ketika penindasan mengalahkan keadilan dan
kebenaran Islam akan mengabur bersamaan dengan kedatangan

126 TITIK-TEMU, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009



ALIRAN-ALIRAN IsLAM KONTEMPORER

Imam Mahdi dan akhirnya terjadi kiamat. Menurut pandangan
ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia Islam telah diprediksi
sebelumnya di dalam sumber-sumber Islam tradisional. Pada ke-
nyataannya, pada dekade-dekade awal abad ke-19 seluruh reaksi
ini terjadi di berbagai belahan dunia Islam.®

Jenis tanggapan pertama ditemukan pada tokoh-tokoh seperti
Muhammad ibn ’Abd al-Wahhab (1703-1792) di Semenanjung
Arabia dan Sayyid Ahmad Syahid (1786-1831) di anak benua India.
Kedua tokoh ini berpandangan bahwa kemunduran umat Islam
disebabkan oleh kenyataan bahwa umat Islam menjauhi aturan-
aturan Islam dan kepercayaan dan praktik keagamaan yang berasal
dari luar Islam telah masuk dan menjadi bagian dari kehidupan
sehari-hari mereka. Mereka berpendirian bahwa unsur-unsur non-
Islami harus dihapuskan dari kehidupan orang-orang Muslim. Satu-
satunya jalan adalah menghidupkan kembali praktik kehidupan
yang dipandang murni dan berasal dari dalam Islam sendiri, yaitu
Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Para tokoh
gerakan ini menentang bukan hanya peradaban Barat tetapi juga
filsafat, tasawuf dan seni yang berkembang di dunia Islam. Para
penganut gerakan ini disebut “revivalis” atau “revivalis pramodernis”
atau “fundamentalis.” Di Indonesia gerakan ini dibawa oleh Haji
Miskin, seorang ulama Minangkabau, yang memimpin gerakan
Padri untuk melawan adat-istiadat Minangkabau yang bertentangan
dengan ajaran Islam.

Kemungkinan kedua dianut oleh kelompok yang dikenal se-
bagai kaum “modernis” [atau kaum “modernis klasik” atau kaum
“reformis”]. Kaum modernis mencakup para pemikir dengan spek-
trum lebih luas yang berusaha menyebarluaskan gagasan nasional-
isme yang berasal dari Barat ke dunia Islam. Para pemikir lain dari
kelompok ini berusaha menyatukan kembali dunia Islam mengikuti
ajaran Jamal al-Din al-Afghani, yang pada satu sisi berusaha kembali
pada persatuan politik dunia Islam seperti yang pernah ada pada
abad pertama sejarah Islam dan pada sisi lain menjadi pelopor

> Nasr, A Young Muslim’s Guide, h. 119-120.
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gagasan-gagasan modernis tertentu. Beberapa pengikut al-Afghani
memiliki kecenderungan menjadi anggota kelompok reformasi
modernis, sedangkan yang lain, seperti Muhammad Abduh, ber-
usaha memodernisasi teologi Islam. Abduh mempunyai pengaruh
besar pada akhir abad ke-19 dan pengaruh itu berlangsung terus
hingga abad ke-20 di kalangan sejumlah pemikir Arab modernis
terkemuka.®

Kecenderungan modernis berkembang pula di negara-negara
Islam lain. Di Turki muncul tokoh-tokoh seperti Zia Gokalp dan Ke-
mal Attaturk yang telah membawa sekularisme dalam arti pemisahan
agama dari negara di Turki modern. Di India tampil pemikir-pemikir
modernis seperti Sayyid Ahmad Khan, Amir Ali, dan Muhammad
Igbal. Di Indonesia gerakan modernis disebarkan oleh tokoh-tokoh
seperti Haji Abdul Karim Amrullah, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Haji
Agus Salim, Ahmad Hassan, dan Mohammad Natsir.”

Kemungkinan ketiga dianut oleh kelompok yang mempunyai
harapan terjadinya peristiwa-peristiwa eskatologis. Aliran yang dise-
but “milenialisme” atau “Mahdiisme” ini ditemukan cukup banyak
di dunia Islam dengan munculnya sejumlah tokoh pada abad ke-19
yang menyatakan diri sebagai Mahdi atau “gerbang” (b4b) menuju
Mahdi dan yang memulai dengan gerakan religius dengan konse-
kuensi besar baik secara politis maupun secara religius. Beberapa
di antara mereka, seperti Mahdi asal Sudan, Usman dan Fadio di
Afrika Barat, atau para pendiri gerakan Mujahidin di propinsi Barat
Laut India, menciptakan partai politik baru dan pada kenyataan-
nya meraih sukses yang mengagumkan melawan kekuasaan militer
kolonial Barat. Yang lain seperti Sayyid Muhammad Bab di Iran
membuka gerbang kontroversi dalam paham Syi’ah yang akhirnya
melalui muridnya Baha Allah mendirikan gerakan religius baru

¢ Nast, A Young Muslim’s Guide, h. 120-121.

7 Uraian tentang munculnya gerakan Islam modernis di Indonesia dapat
dibaca dalam Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-
1942 (Singapore & Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973); Deliar
Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, terj. Deliar Noer (Jakarta:
LP3S, 1980).
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yang memisahkan dirinya dari Islam secara keseluruhan, dan me-
nyatakan dirinya sebagai sebuah pembebasan dan bentuk agama
yang baru.?

Di samping tiga gerakan yang telah di sebutkan tadi, masih ada
sebuah gerakan Islam lain yang oleh Seyyed Hossein Nasr disebut
“Islam tradisional.” Islam tradisional, baik pada tingkat syari’ah
maupun pada tingkat tarekat-tarekat Sufi, berlanjut sampai saat
ini dan pada kenyataannya melakukan renovasi dan pembaruan
terhadap karakter kehidupan tradisional yang murni. Di antara con-
tohnya adalah pembentukan Tarekat Darqawiyyah dan Sanusiyyah
di Afrika Utara, yang melibatkan agama-agama besar, dan bahkan
transformasi politik. Tarekat Sanusiyyah yang menyebar di Cyra-
naicia dan akhirnya menuju pada pembentukan dan kemerdekaan
Libya. Kita dapat juga menyebut Tarekat Tijaniyyah di Afrika Utara
yang menyebar sangat cepat ke Afrika Barat melakukan Islamisasi
di wilayah itu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Terdapat
juga beberapa tokoh militer terkemuka yang menjadi pahlawan
bagi kaum Muslim dalam pertahanan melawan dominasi Barat.
Tokoh-tokoh seperti ‘Abd al-Karim dan Amir ‘Abd al-Qadir di Af-
rika Utara atau Isma'il di Kaukasus, diasosiasikan dengan berbagai
tarekat Sufi dan mewakili kebangkitan kembali tarekat-tarekat itu
yang menjadi kutub saat melakukan pertahanan terhadap dominasi
Eropa.” Di Indonesia kita menemukan pula tarekat-tarekat seperti
Nagsyabandiayh, Qadiriyah, dan Syadziliyah, yang melibatkan diri
dalam pengelolaan pesantren-pesantren dan ada di antaranya yang
ikut melakukan perjuangan melawan para penjajah Belanda.

Pada masa pasca-Perang Dunia II, secara bertahap seluruh
dunia Islam memperoleh kemerdekaan politik. Satu demi satu
negara-negara seperti Syria, Lebanon, Yordania, Irak, Maroko, Tuni-
sia, Lybia, Sudan, Mesir, Pakistan, Indonesia, dan Malaysia meraih
kemerdekaan. Kemerdekaan politik itu memberikan harapan besar
bahwa kemerdekaan budaya, agama, dan sosial dunia Islam akan

8 Nasr, A Young Muslim’s Guide, h. 121-122.
9 Nasr, A Young Muslim’s Guide, h. 122.
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berkembang dan mencapai keotentikan identitasnya. Namun,
harapan itu tidak pernah dicapai karena ketergantungan ekonomi
negara-negara Islam kepada Barat yang lebih besar dan penetrasi
budaya Barat yang lebih jauh ke negara-negara Islam. Semakin
sukses sebuah negara di dunia Islam menggunakan teknologi mo-
dern, pendidikan modern, dan sains modern Barat, semakin besar
pula warisan nilai-nilai budaya Barat. Akibat penaklukan budaya
yang semakin jauh itu adalah semakin besarnya ancaman terhadap
identitas dan peradaban Islam.

Dalam situasi sepert itu, muncul sejumlah reaksi dan tanggapan,
baik yang moderat maupun yang ekstrim, di dunia Islam selama
beberapa dekade terakhir. Berbagai reaksi dan tanggapan itu mun-
cul dari gerakan-gerakan atau aliran-aliran yang secara garis besar
dapat dibagi menjadi empat aliran: neomodernisme, neorevivalisme,
milenianisme, dan Islam tradisional.

Neomodernisme

Gerakan neomodernis melanjutkan usahanya pada periode
pasca-Perang Dunia II, terutama sejak 1970-an sampai 1990-an,
seperti yang telah dilakukan oleh gerakan modernis klasik pada
dekade-dekade sebelumnya dalam usaha untuk menyajikan inter-
pretasi dan pemikiran Islam yang modernistik sehingga mampu
mengakomodasi gagasan dan ideologi Barat, dan bahkan juga ide-
ologi sosialis dan komunis yang hidup sampai saat ini di kalangan
masyarakat tertentu. Gerakan ini muncul sebagai lanjutan dan
sekaligus koreksi terhadap gerakan modernis sebelumnya. John
L. Esposito, seorang sarjana Barat yang banyak melakukan kajian
tentang Islam, melihat bahwa kaum neomodernis berusaha untuk
menjembatani jurang antara yang terdidik secara tradisional dan
yang terdidik secara sekuler. Tokoh-tokoh gerakan ini adalah juga
para aktivis yang melihat periode Islam mula-mula sebagai periode
yang mewujudkan cita-cita normatif. Dibandingkan dengan kaum
neorevivalis atau Islamisis, kaum neomodernis lebih fleksibel dan
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kreatif dalam pemikiran mereka. Setelah pendidikan tradisional
mula-mula, banyak di antara para pemikir neomodernis mem-
peroleh gelar dari universitas-universitas nasional yang berorien-
tasi Barat atau dari universitas-universitas besar di Barat. Mereka
menekankan pentingnya “modernisasi dan pembangunan yang
Islami.” Sektor baru ini telah menghasilkan berbagai kelompok
pemimpin dan intelektual."”

Kaum neomodernis Islam tidak menolak Barat secara kese-
luruhan, tetapi mereka memilih untuk menjadi selektif dalam
pendekatan terhadap Barat. Mereka menginginkan untuk meng-
ambil yang terbaik dari sains, teknologi, ilmu kedokteran, dan pe-
mikiran intelektual, tetapi menentang keras akulturasi atau asimilasi
kultur dan adat-istiadat Barat, dari sekularisme dan individualisme
radikal sampai kepada kerusakan keluarga dan sikap serba-boleh
seksual. Tujuan gerakan mereka adalah untuk belajar dari Barat
tetapi bukan untuk membaratkan masyarakat Muslim. Perbedaan
itu tergambar antara penolakan terhadap perubahan (modernisasi)
dan peniruan yang tidak kritis, sembarangan, dan buta terhadap
Barat."! Para reformer atau neomodernis Islam kotemporer juga
nenekankan perlunya memperbarui Islam baik pada tingkat indi-
vidual maupun pada tingkat komunitas. Mereka menyokong sebuah
proses Islamisasi atau re-Islamisasi yang mulai dengan sumber-sum-
ber suci Islam, al-Qur’an dan Sunnah Nabi, tetapi juga mencakup
yang terbaik dalam kultur-kultur lain. Mereka melihat diri mereka
sebagai yang melibatkan diri dalam sebuah proses dinamis yang
setua Islam itu sendiri. Walaupun kaum Muslim mula-mula telah
menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam
untuk zaman mereka dan mengambil dan menyesuaikan praktik-
praktik politik, hukum dan ekonomi dari kultur-kultur yang me-
reka taklukkan, para reformer atau neomodernis ingin melahirkan

% John L. Esposito, “Contemporary Islam: Reformation or Revolution?,”
dalam John L. Esposito, ed., The Oxford History of Islam ( Oxford & New York:
Oxford University Press, 1999), h. 683.

! Esposito, “Cntemporary Islam,” h. 683-684.
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renaisans (nahdah) Islam yang mengikuti jalan kritis-(terhadap)diri
selektif yang serupa. Mereka membedakan antara wahyu Tuhan
dan interpretasi manusia, antara bagian hukum Islam yang abadi
dan bagian yang tidak pasti dan relatif, antara prinsip-prinsip yang
abadi dan peraturan-peraturan yang merupakan gagasan-gagasan
manusia yang dikondisikan oleh waktu dan tempat.'

Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim asal Pakistan, meng-
klaim dirinya sebagai juru bicara gerakan neomodernis.’” Rahman
mengakui semangat gerakan modernis klasik, tetapi gerakan itu
mempunyai dua kelemehan mendasar yang menyebabkan tim-
bulnya gerakan neorevivalis. Kelelemahan pertama modernisme
klasik adalah bahwa gerakan itu tidak menguraikan secara tuntas
metodenya yang secara semi-implisit terletak dalam menangani
masalah-masalah khusus dan implikasi prinsip-prinsip dasarnya.
Mungkin karena peranannya sebagai reformis terhadap masyarakat
Muslim dan sekaligus sebagai kontroversialis-apologetik terhadap
Barat, gerakan itu terhalang untuk melakukan interpretasi yang
sistematis dan menyeluruh tentang Islam, dan menyebabkannya
menangani secara ad hoc beberapa masalah penting di Barat, mi-
salnya demokrasi dan kedudukan perempuan. Kelemahan kedua
adalah bahwa masalah-masalah ad hoc yang dipilih gerakan itu
merupakan masalah-masalah di dan bagi dunia Barat, sechingga
menimbulkan kesan yang kuat bahwa para pendukung gerakan itu
telah terbaratkan dan menjadi agen-agen westernisasi.

12 Esposito, “Cntemporary Islam,” h. 684.

13 Uraian Rahman tentang gerakan neomodernis Islam dapat dibaca dalam
Fazlur Rahman, “Islam: Callenges and Oppotunitis,” dalam Alford T. Welch
& Pierre Cachia, ed., Islam: Past Influence and Present Challenge (Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1979), h. 315-325; Fazlur Rahman, “Islam: Legacy
and Contemporary Challenge,” dalam Cyriac K. Pullapilly, ed., Islam in the
Contemporary World (Notre-Dame, Indiana: Cross Road Books, 1980), h. 402-
415; dan Fazlur Rahman, “Roots of Islamic Fundamentalism,” dalam Philip H.
Stoddard, et al., Change and the Muslim World (New York: Syracuse University
Press, 1981), h. 23-35.
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Rahman menegaskan bahwa orang-orang Muslim harus me-
ngembangkan sikap kritis baik terhadap Barat maupun terhadap
warisan-warisan sejarah Islam. Kaum Muslim harus mengkaji dunia
Barat dan gagasan-gagasannya secara obyektif, dan juga gagasan-
gagasan dan ajaran-ajaran dalam sejarah agama mereka sendiri. Bila
kedua bidang tidak dikaji secara obyektif, maka keberhasilan kaum
Muslim dalam menghadapi dunia modern adalah mustahil. Tetapi
bila kaum Muslim dapat mengembangkan prasyarat keyakinan diri,
tanpa mengalah kepada Barat secara membabi-buta atau menafi-
kannya, maka tugas utama mereka yang paling mendasar adalah
mengembangkan suatu metodologi yang tepat dan logis untuk
mempelajari al-Qur'an untuk mendapatkan pedoman bagi masa
depan mereka. Metodologi yang sistematis dan kritis inilah yang
membedakan neomodernisme dan modernisme klasik.

Dapat pula dikatakan bahwa perbedan mendasar antara kaum
neomodernis dan kaum modernis klasik terletak pada perhatian kaum
neomodernis terhadap tradisi Islam. Kaum neomodernis memba-
ngun visi Islam di zaman modern dengan tetap menghargai warisan
intelektual Islam. Bahkan jika mungkin, mereka mencari akar-akar
Islam untuk mencapai modernitas Islam itu sendiri. Sedangkan kaum
modernis klasik lebih bersikap apologetik terhadap modernitas. Di
mata Charles Kurzman, seorang sarjana Barat, kaum neomodernis
yang disebutnya para pemikir “Islam liberal,” tidak mau menjiplak
filsafat Barat, tetapi berusaha membangun visi Islam yang benar-be-
nar bersumber pada tafsir al-Qur’an, kehidupan Nabi Muhammad
saw dan orang-orang Muslim paling awal, dan pada bentuk-bentuk
perdebatan Islam tradisional. Kaum liberal kontemporer lebih ya-
kin daripada para pendahulu mereka dalam menegaskan perlunya
kontribusi Islam untuk memecahkan problem-problem modern.
Untuk sebagian karena keakraban pengenalan mereka dengan Barat
memungkinkan mereka untuk mengkritiknya dengan lebih meya-
kinkan, dan untuk sebagian karena rasa harga diri yang diperbarui
yang telah dibangkitkan oleh Islam revivalis militan, kaum liberal
kontemporer mampu menyatakan bahwa Barat menderita karena
krisis spiritual yang dapat dibantu untuk disembuhkan oleh Islam.
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Sebaliknya, kaum Muslim liberal [atau kaum modernis klasik] seabad
yang lalu kurang kritis terhadap Barat."

Sejumlah pemikir Muslim kontemporer Indonesia terkemuka,
seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Djohan Effendi,
dapat disebut sebagai kaum neomodernis. Mereka mencoba menawar-
kan sebuah pendekatan baru pada konsep ijsihid. Pola pendekatan
yang mereka kembangkan merupakan kelanjutan lebih jauh dari
pendekatan yang dikembangakan oleh kaum modernis sebelumnya dan
sekaligus lebih aktual, lebih menantang dan lebih radikal. Pendekatan
ijtihdd pemikir-pemikir neomodernis Indonesia ini lebih sistematis
dan mendalam karena mereka memadukan ilmu-ilmu keagamaan
Islam klasik dan motode-metode ilmiah Barat modern. Mereka ber-
hasil memanfaatkan apa yang mereka peroleh dari pendidikan Islam
tradisional dan pendidikan modern model Barat. Sikap mereka yang
terbuka, dialogis dan pluralis lebih memudahkan mereka untuk berdi-
alog dengan kaum intelektual non-Muslim. Mereka menentang upaya
mendirikan “negara Islam” dalam arti menjadikan Islam sebagai dasar
negara secara formal karena bagi mereka label-label atau simbol-simbol
formal tidaklah penting. Yang penting bagi mereka adalah transformasi
prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal Islam ke dalam hukum dan
praktik penyelenggaraan negara.

Neorevivalisme

Kaum neorevivalis atau Islamis, yang sering pula disebut
secara populer “kaum fundamentalis,” mempunyai banyak per-
samaan dengan kaum konservatif atau tradisionalis. Mereka juga
menekankan pentingnya kembali kepada Islam untuk meraih suatu
renaisans baru. Meskipun menghargai formulasi-formulasi klasik
Islam, mereka kurang akrab dengan formulasi-formulasi klasik itu.

14 Charles Kurzman, “Introduction: Liberal Islam and Its Islamic Context,”
dalam Charles Kurzman, ed., Liberal Islam: A Sourcebook (New York & Oxford:
Oxford University Press, 1998), h. 5 dan 12.
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Kaum neorevivalis mengklaim hak untuk kembali kepada sumber-
sumber asli Islam, menafsirkan dan menerapkannya kembali untuk
masyarakat kontemporer. Sebagaimana kaum konservatif, mereka
menganggap bahwa kelemahan dunia Islam terutama disebabkan
oleh westernisasi masyarakat Muslim, penetrasi ide-ide, nilai-nilai
dan praktik-praktiknya yang “tidak-Islami” dan asing. Berbeda
dengan kaum konservatif, mereka jauh lebih fleksibel dalam ke-
mampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.
Pada waktu yang sama, mereka tidak setuju dengan modernisme
Muhammad Abduh dan Muhammad Igbal, yang mereka anggap
mengalah kepada Barat dan melahirkan Islam yang terbaratkan.
Mereka bersikeras bahwa Islam mampu sepenuhnya menjadi satu-
satu basis bagi reanaisans Muslim."

Pada jantung pandangan dunia neorevivalis terdapat kepercaya-
an bahwa dunia Islam berada dalam keadaan kemunduran karena
kaum Muslim meninggalkan jalan lurus Islam. Penyembuhannya
adalah kembali kepada Islam dalam kehidupan pribadi dan publik
yang menjamin pemulihan identitas, nilai-nilai, dan kekuatan
Islam. Bagi kaum aktivis politis neorevivalis, Islam adalah jalan
hidup yang total dan komprehensif, yang telah ditetapkan dalam
al-Qu’an, yang tercermin dalam teladan Nabi Muhammad dan sifat
negara-komunitas Muslim pertama yang dipimpin oleh Nabi, dan
terjewantahkan dalam sifat komprehensif syari’ah. Mereka berkeya-
kinan bahwa pembaruan dan revitalisasi pemerintah-pemerintah
dan masyarakat-masyarakat Muslim membutuhkan pemulihan atau
reimplementasi hukum Islam, cetak biru bagi negara dan masyarakat
yang berkeadilan sosial dan dibimbing secara Islam.

Islam muncul kembali sebagai kekuatan global yang kuat dalam
politik Islam selama 1970-an dan 1980-an. Revivalisme Islam kon-
temporer meliputi banyak dunia Islam dari Sudan hingga Indonesia.
Pemerintah-pemerintah di dunia Islam, kelompok-kelompok opo-
sisi dan partai-partai politik semakin tertarik untuk menggunakan
agama untuk legitimasi dan memobilisasi dukungan rakyat. Para

15 Esposito, “Cntemporary Islam,” h. 683.
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aktivis Islam menduduki posisi-posisi kabinet di Yordan, Sudan,
Iran, Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Organisasi-organisasi Islam
membangun partai-partai oposisi di Mesir, Tunisia, Aljazair, Ma-
roko, Tepi Barat dan Gaza, Malaysia, dan Indonesia. Bila diizinkan,
parta-partai itu ikut serta pemilihan umum dan menempatkan
wakil-wakilnya di parlemen dan pemerintahan. Islam merupakan
unsur penting dalam perjuangan nasionalis dan gerakan perlawanan
di Afghanistan, republik-republik Islam Asia Tengah, Kashmir, dan
dalam politik komunal di Lebanon, India, Thailand, Cina, dan
Filipina.

Organisasi-oraganisasi fundamentalis aktivis Islam mencakup
spektrum mulai dari mereka yang bergerak aktif dalam sistem seperti
Ikhwan al-Muslimin di Mesir, Yordan, dan Sudan, Jama’at-i Islami
di Asia Selatan, Hizb al-Nahdah di Tunia, Front Penyelamatan Islam
di Aljazair, dan Partai Keadilan Sejahtera (dahulu Partai Keadilan)
di Indonesia, yang pada umumnya menghindari cara kekerasan,
sampai kepada kaum revolusioner radikal yang bergabung dalam
gerakan-gerakan seperti Jama’at al-Muslimin (yang lebih dikenal
dengan sebutan al-Takfir wa al-Hijrah), al-Jihad, al-Jama’ah al-
Islamiyyah di Mesir, dan Hizbullah, Jihad Islam di Lebanon, yang
tidak ragu-ragu menggunakan kekerasan dan terorisme untuk
menggoyang dan menjatuhkan sistem politik yang berjalan.

Kaum neorevivalis secara garis besar dapat dibagi menjadi dua
kelompok: yang moderat dan yang radikal atau ekstrim. Kelompok
moderat pada umumnya masih memadang kelompok-kelompok
Islam lain yang tidak sejalan dengan mereka sebagai Muslim dan
memperjuangkan misi mereka melalui jalur politis yang demokratis
dan damai kecuali dalam keadaan perang seperti kasus Taliban di
Afghanistan. Di antara tokoh-tokoh kelompok ini adalah Sayyid
Qutb dan Muhammad Qutb di Mesir, Abul A’la Maududi di
Pakistan, dan Abul Hasan Nadwi di India. Sedangkan kelompok
radikal terlalu mudah menuduh kelompok-kelompok Islam lain
yang menentang mereka sebagai sesat, murtad, atau kafir, dan tidak
ragu-ragu menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan
mereka.
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John L. Esposito menggambarkan bahwa gerakan radikal

bekerja berdasarkan asumsi-asumsi:

1.

Islam dan Barat terlibat dalam perang terus-menerus yang
dimulai selama ekspansi Islam, sangat dipengaruhi oleh
peninggalan Perang Salib dan kolonialisme Eropa, dan meru-
pakan produk persekongkolan Yahudi-Kristen. Kaum ekstri-
mis radikal menganggap persaingan adidaya Perang Dingin,
neokolonialisme dan kekuatan Zionisme sebagai sumber-sum-
ber asing kelemahan Islam dan hegemoni Barat. Barat (Inggris,
Perancis, dan khususnya Amerika Serikat) dikecam karena
mendukung rezim-rezim tidak-Islami dan tidak adil (Mesir,
Iran, dan Lebanon) dan mendukung Israel. Kekerasan baik
melawan pemerintahan-pemerintahan dan wakil-wakilnya
maupun melawan multinasional-multinasional Barat dianggap
sebagai bentuk pembelaan diri yang sah.

Islam tidak hanya alternatif ideologis bagi masyarakat Islam
tetapi juga adalah keharusan teologis dan politis. Karena
Islam adalah perintah Tuhan, implementasinya harus sekali-
gus, bukan bertahap, dan semua Muslim yang benar wajib
melaksanakannya. Karena itu, orang-orang Muslim yang
ragu-ragu adalah apolitis dan menentang, baik individual
maupun pemerintah, tidak lagi dianggap sebagai Muslim.
Mereka dianggap ateis atau kafir, musuh Tuhan, yang wajib
diperangi oleh semua Muslim yang benar.'®

Beberapa kelompok Islam di Indonesia yang tergabung dalam

partai Islam seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Par-
tai Keadilan Sejahtera dan kelompok-kelompok yang menamakan
gerakan-gerakan mereka Lasykar Jihad dan Front Pembela Islam

yang menginginkan terbentuknya negara Islam atau masuknya

syari’ah ke dalam konstitusi secara formal dapat dikategorikan

sebagai gerakan-gerakan neorevivalis atau fundamentalis.

!¢ John L. Esposito, “Islam: An Overview,” dalam John L. Esposito, ed.,

The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, 4 volume (New York &
Oxford: Oxord University Press, 1995), 2: 252.
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Mahdiisme

Mahdiisme selalu hadir dalam Islam dan menampakkan di-
rinya bilamana komunitas Islam telah merasakan suatu bahaya
yang mengancam dunia nilai dan makna Islam. Gerakan Mahdiis
diawali dengan munculnya seorang tokoh karismatik yang meng-
aku sebagai Mahdi atau wakilnya melalui kontak langsung dengan
Tuhan dan Wakil-Wakilnya di alam semesta dan mewakili campur
tangan ilahi dalam sejarah dengan peristiwa-peristiwa eskatolo-
gis. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai gerakan di dunia
Islam menunjukkan dimensi Mahdiis. Ada yang percaya bahwa
penaklukan dunia Islam yang sebanding antara hampir satu milyar
Muslim yang tidak berkutik melawan kekuatan dari luar menandai
kedatangan peristiwa-peristiwa alam eskatologis. Mereka percaya
bahwa masalah yang ada sekarang hanya dapat dipecahkan dengan
pertolongan langsung dari Allah dan melalui intervensi-Nya dalam
sejarah.

Seyyed Hossein Nasr melukiskan bahwa peristiwa-peristiwa
kataklismik tahun-tahun belakangan ini [sejak akhir 1970-an] juga
telah menghidupkan kembali gerakan Mahdiisme, yang telah ter-
henti selama lebih dari seabad sejak gelombang yang disebabkan oleh
perjumpaan pertama antara Islam dan dunia modern. Fakta bahwa
banyak dari dunia Islam berada di bawah dominasi ekonomi dan
kultural kekuatan-kekuatan non-Islam, bahwa usaha untuk membe-
baskan diri dari dominasi itu melalui industrialisasi dan proses-proses
yang terkait menimbulkan kerusakan besar nilai-nilai Islam, bahwa
dunia sebagai suatu keseluruhan tampak dihadapkan pada begitu
banyak problem yang tak terselesaikan secara nyata, seperti krisis
ekologis, dan bahwa kekuatan-kekuatan destruksi telah menjadi
sedemikian rupa hingga semua rakyat terancam kemusnahan, semua
itu telah membantu menghidupkan kembali suatu perasaan akan
munculnya segera sang Mahdi: orang yang menghancurkan keti-
dakadilan dan menegakkan kembali peraturan Tuhan di atas bumi.
Fakta bahwa Nabi Muhammad saw telah menjanjikan bahwa pada
permulaan setiap abad seorang pembaru (mujaddid) akan datang
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untuk menghidupkan Islam dari dalam telah memperkuat perasaan
akan harapan pada sang Mahdi.'” Pada 20 November 1979/1 Mu-
harram 1400, beberapa ratus orang bersenjata lengkap menduduki
Ka’bah di Mekah dan memproklamir pemimpin mereka, Juhaiman
ibn Saif al-Utaibah, sebagai Mahdi. Mereka menyebarkan doktrin
bahwa sang Mahdi akan diangkat di Masjid Haram. Mereka berse-
dia mengorbankan nyawa demi menegakkan doktrin yang mereka
percayai. Selama Revolusi Iran, banyak rakyat biasa percaya bahwa
kedatangan Mahdi sebentar lagi.

Tanpa diragukan, karena kekuatan-kekuatan destruksi di dunia
ini meningkat, karena sistem natural bersusah payah menahan beban
teknologi yang asing bagi irama-irama natural kehidupan kosmos,
dan karena gerakan-gerakan yang berbicara atas nama Islam itu
sendiri gagal menciptakan tatanan Islam ideal yang selalu mereka
janjikan, perasaan akan harapan pada Mahdi dan gerakan-gerakan
yang dihubungkan dengannya akan meningkat di kalangan orang-
orang Muslim yang saleh dan tradisional. Tentu saja, kekuatan ini
adalah realitas di tengah-tengah orang-orang Muslim dewasa ini
dan pasti berlanjut terus sebagai kekuatan yang sangat kuat pada
masa yang datang.'® Sebab utama suburnya kemunculan gerakan
Mahdiis adalah sistuasi carut-marut suatu bangsa, umat, atau komu-
nitas, yang merajalela, yang dipenuhi oleh kezaliman, peperangan,
kerusuhan, kekerasan, penindasan, perampokan, permusuhan,
kebencian, kecurigaan, dan dendam yang membuat orang banyak
hidup tidak aman, tidak nyaman, gelisah, dan ketakutan. Dalam
situasi seperti itu, ketika agama-agama mapan gagal mengatasinya,
apalagi agama-agama itu bukan menyelesaikan masalah itu tetapi
menjadi masalah itu sendiri, banyak orang merindukan seorang pe-
mimpin atau sebuah gerakan yang mampu menyelamatkan mereka
dari situasi yang carut-marut itu. Salah satu bentuk pemimpin itu
adalah seorang Mahdi, yang gerakannya dalam tulisan ini disebut

17 Seyyed Hossein Nasr, Traditional Islam in the Modern World (London and
New York: Kegan Paul International, 1987), h. 90-91.
'8 Nasr, Traditional Islam, h. 91.
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Mahdiisme. Selama situasi kacau-balau suatu bangsa tetap merajalela
dan tidak bisa diatasi oleh agama-agama mapan dan para penguasa,
maka kemungkinan suburnya kemunculan gerakan Mahdiis sangat
besar. Sejarah telah membuktikan banyak contoh gerakan ini di
banyak negeri.

Gerakan Lia Eden dan para pengikutnya, yang disebut Komuni-
tas Eden, mempercayai bahwa sekarang Allah telah memberitahukan
kepada Lia Eden melalui Malaikat Jibril Ruhul Kudus tanda-tanda
dekatnya kedatangan hari kiamat, Lia Eden adalah reinkarnasi
Maryam, dan Muhammad Abdul Rachman Eden, yang merupakan
reinkarnasi Nabi Muhammad, adalah Imam Mahdi. Gerakan ini,
yang telah difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai
aliran sesat dan dua orang pemimpinya (Lia Edan dan Muhammad
Abdul Rachman Eden) telah dan sedang dipenjara, dapat diklasifika-
sikan sebagai gerakan Mahdiis. Sebelum menyatakan dirinya keluar
dari Islam, aliran ini dapat dianggap sebagai salah satu aliran Islam.
Tetapi setelah menyatakan dirinya keluar dari Islam ia menjadi
sebuah agama baru tersendiri yang terpisah dari Islam. Al-Qiyadah
al-Islamiyah dengan pemimpinnya Ahmad al-Mushaddiq sebagai
Rasul al-Mahdi al-Maw’ud, yang difatwakan sebagai aliran sesat
oleh MUI dan telah dilarang oleh pemerintah RI pada pada 2007,
dapat pula dianggap sebagai gerakan Mahdiis.

Tradisionalisme

Selain tiga aliran atau gerakan tadi, neomodernis, neorevivalis, dan
Mahdiis, masih ada satu aliran lain yang patut disebutkan di sini. Aliran
itu adalah aliran tradisionalis yang oleh Seyyed Hossein Nasr sering
juga disebut “Islam tradisional.” Menurut Nasr, gerakan ini adalah
kebangkitan kembali tradisi Islam dari dalam oleh orang-orang yang
menghadapi dunia modern sepenuhnya dan yang, dengan kesadaran
penuh terhadap watak dunia modern itu dan semua problem watak
filosofis, ilmiah, dan sosial yang ditimbulkannya, telah kembali kepada
jantung tradisi Islam untuk menemukan jawaban-jawaban dan untuk
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menghidupkan kembali dunia Islam sebagai sebuah realitas spiritual
di tengah-tengah kekacauan dan huru-hara yang diciptakan di seluruh
dunia oleh apa yang disebut modernisme."

Bagi kelompok ini, Islam adalah Islam tradisional dengan
akar-akarnya yang terhunjam di langit dan cabang-cabangnya yang
tersebar melalui dunia yang luas yang merentang di ruang dari
Atlantik ke Pasifik dan meliputi jangka waketu kira-kira empatbelas
abad. Mereka menerima keseluruhan tradisi Islam, apakah itu seni,
sains, dan filsafat, di samping Sufisme, yang mereka pandang sebagai
jantung keseluruhan batang tubuh Islam, yang cabang-cabangnya,
yang diperintah oleh syari’ah, dihidupkan dengan darah yang meng-
alir dari jantung ini. Bagi kelompok ini, metafisika Islamlah yang
memberikan jawaban-jawaban terhadap problem-problem yang
ditimbulkan oleh ideologi-ideologi dan “isme-isme” modern seperti
rasionalisme, humanisme, materialisme, evolusionisme, psikologisme
dan yang serupa. Bagi mereka, kebangkinan dunia Islam harus
datang dengan suatu kebangkitan dari dalam orang-orang Muslim
sendiri. Ide pembaruan mereka bukanlah ide pembaruan modern
yang selalu mulai dari aspek lahiriah, yang menginginkan selalu me-
perbarui dunia tetapi tidak manusia itu sendiri. Mereka menekankan
pembaruan batiniah masyarakat Islam sebagai suatu keseluruhan.
Sikap mereka terhadap dunia, termasuk dunia modern, bukanlah
sikap penerimaan pasif. Mereka mengkirtik dunia modern dengan
sudut pandang prinsip-prinsip abadi dan memandangnya sebagai
sebuah kanvas, yang memikat dari jauh tetapi terbukti sebagai alam
ilusif ketika diperiksa dari jarak dekat. Mereka berdiri pada pusat
ortodoksi Islam dan menganggap semua gerakan kekerasan yang
mengambil unsur-unsur terburuk peradaban Barat untuk melawan
peradaban itu sebagai tidak berguna bagi Islam dan di bawah mar-
tabat wahyu terakhir Tuhan.?

Beberapa tahun terakhir suatu kelas baru para sarjana dan
para pemikir telah muncul di dunia Islam yang adalah tradisional

Y Nasr, Traditional Islam, h. 91.
20 Nasr, Traditional Islam, h. 91-92.
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dalam ketaatan mereka dan pembelaan mereka terhadap tradisi
Islam yang integral dan menyeluruh, tetapi juga mengetahui dunia
Barat dengan mendalam dan mampu memberikan jawaban-jawaban
intelektual dari sudut pandang Islam terhadap problem-problem
yang ditimbulkan oleh dunia modern ketimbang mempunyai jalan
lain baik kepada keimanan yang buta maupun kepada semboyan
dan retorika sederhana.”!

Signifikansi Islam tradisional dapat dipahami dalam cahaya
sikapnya terhadap berbagai faset Islam itu sendiri. Islam tradisional
menerima al-Qur’an sebagai Kalam Tuhan, baik isinya maupun
bentuknya, sebagai penjelmaan Kalam Kadim Tuhan, yang tidak
diciptakan dan tanpa asal-usul temporal. Islam tradsional juga
menerima tafsir-tafsir tradisional al-Qur’an, yang berkisar dari yang
linguistik dan historis sampai kepada yang sapiental dan metafisis.
Islam tradisional menafsirkan Teks Suci itu, bukan berdasarkan
makna harfiah dan lahiriah saja, tetapi berdasarkan tradisi herme-
neutika yang berasal dari Nabi dan berdasarkan tafsir-tafsir lisan
dan tertulis. Tentang Hadis, Islam tradisional menerima koleksi
ortodoks enam Sibdh dunia Sunni dan “Empat Kitab” Syi‘ah.
Islam tradisional mempertahankan Syari‘ah sebagai Hukum Ilahi
sebagaimana dipahami dan ditafsirkan selama berabad-abad dan
sebagaimana terkristalkan dalam mazhab-mazhab hukum. Islam
tradisional menerima kemungkinan memberikan pandangan-pan-
dangan segar berdasarkan Zjtihid dan kemungkinan menerapkan
qiyds, ijma’, dan istibsin. Islam tradisional memandang Sufisme
sebagai dimensi batini atau jantung wahyu Islam. Islam tradisional
sangat menghargai seni dan menekankan Islamitas seni, hubung-
annya dengan dimensi batini wahyu Islam dan kristalisasinya dari
harta simpanan spiritual agama dalam berntuk-bentuk yang dapat
dilihat dan didengar. Dalam kehidupan sosial, Islam tradisional
menegaskan institusi-insitusi dan unit-unit Syari‘ah, seperti kelu-
arga, desa dan bagian-bagian-bagian perkotaan setempat. Dalam
bidang ekonomi, Islam tradisional menolak mengorbankan re-

2 Nasrt, Traditional Islam, h. 307.
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alisme untuk mencapai idealisme yang tidak bisa direalisasikan,
atau menolak mengabaikan kerja keras, kejujuran dan sikap hemat
hanya karena kekuatan atau tekanan eksternal. Ekonomi harus
selalu menyatu dengan moralitas dalam cahaya situasi kemanu-
siaan yang memelihara hubungan-hubungan manusiawi pribadi
dan amanah antara individu-individu. Dalam ranah politik, Islam
tradisional selalu berpegang pada realisme yang didasarkan pada
norma-norma Islam. Baik di dunia Sunni maupn di dunia Syi‘i,
Islam tradisional tetap selalu menyadari kejatuhan umat dari
kesempurnaan aslinya, bahaya menghancurkan institusi-institusi
Islam tradisional dan menggantinya dengan institusi-institusi yang
berasal dari Barat modern, dan pada waktu yang sama menyadari
keharusan menciptakan sebuah tatanan yang lebih Islami dan
menghidupkan masyarakat dari dalam dengan menguatkan iman
dalam kalbu para laki-laki dan para perempuan ketimbang dari
kekutan dari luar.”?

Islam tradsisional dapat diibaratkan sebagai sebatang pohon
hidup yang telah berumur empat belas abad. Pohon ini memiliki
akar-akar yang kukuh yang menghunjam jauh dalam tanah untuk
menjadi tempat tumbuh yang memberinya makanan dan minuman,
yang membuatnya menumbuhkan banyak cabang. Akar-akar itu
tertanan melalui wahyu dalam Natur Ilahi, dan batang dan cabang-
cabangnya membentuk seluruh apa yang telah menjadi Islam selama
berabad-abad. Meskipun cabang-cabang dan ranting-rantingnya
berbeda satu sama lain, semua berasal dan menyatu pada batang
yang sama, yang tumbuh dari akar-akar yang sama pada satu lokus
yang satu dan sama. Cabang-cabamg itu adalah aliran-aliran, ma-
zhab-mazhab, golongan-golongan, atau kelompok-kelompok yang
tetap membentuk pohon Islam tradisisional. Kebhinekaan dan ke-
anekaan cabang-cabang ini menunjukkan kekayaan tradisi intlektual
dan spiritual Islam tradisional, yang disatukan oleh wahyu Qur’ani
dan tauhid (t2whid). Aliran-aliran itu adalah bentuk-bentuk atau
manifestasi-manifestasi yang berbeda yang memancar dari mata air

22 Nast, Traditional Islam, h.14-18.
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yang satu dan sama: wahyu Qur’ani dan tauhid. Wahyu Qur’ani
dan tauhid adalah “titik-temu” aliran-aliran itu.

Bilamana Fazlur Rahman mengklaim dirinya sebagai juru bicara
kelompok neomodernis, Seyyed Hossein Nasr dengan tegas dan
terang-terangan mendukung kelompok tradisionalis. Nasr sendiri
lebih menyukai menyebut gerakan Islam yang didukungnya ini
“Islam tradisional.” Sufisme sangat dominan dalam Islam tradisional
karena Sufisme adalah jantung keseluruhan batang tubuh Islam,
yang diperintah oleh syari’ah. Kecenderungan Sufi yang sangat
kuat pada aliran ini telah membedakannya dengan aliran-aliran
lain. Dominasi Sufisme pada Islam tradisional membuat aliran
ini sangat menekankan aspek esoterik tanpa mengabaikan aspek
eksoterik. Para pendukung Islam tradisional meyakini bahwa Islam
tradisional dengan kekayaan intelektual dan spiritualnya mampu
menjawab tantangan-tantangan masa kini. Kaum tradisionalis pada
umumnya adalah pendukung pluralisme keagamaan. Mereka adalah
kelompok Islam yang paling toleran, ramah, terbuka, dan simpatik
terhadap agama-agama lain.

Selain Seyyed Hossein Nasr, di antara tokoh-tokoh utama aliran
tradisionalis adalah Frithjof Schuon (Isa Nur al-Din) (kelahiran Swis),
Martin Lings (Abu Bakr Siraj al-Din) (kelahiran Inggris), Murtada
Mutahhari (dari Iran), Baqir Sadr (dari Iran), Syed Naquib al-Attas
(dari Malaysia), Osman Bakar (dari Malaysia), dan Jalaluddin Rachmat
(dari Indonesia).

Catatan Akhir

Sebagaimana semua agama, Islam dalam sejarahnya yang
panjang selalu menimbulkan ketegangan kreatif di dalam dirinya
antara dorongan kuat untuk kembali kepada bentuk originalnya,
yang cenderung menolak perubahan dan kemajuan, dan dorongan
untuk mengikuti dan menyesuaikan dirinya dengan perubahan
dan kemajuan yang membuatnya bersedia untuk mereform bentuk
dirinya. Dorongan pertama cenderung bersikap konservatif, sedang-

144 TITIK-TEMU, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009



ALIRAN-ALIRAN IsLAM KONTEMPORER

kan dorongan kedua cenderung bersikap liberal. Gerakan-gerakan
yang didominasi oleh dorongan pertama dapat kita sebut “gerakan-
gerakan kanan” atau “gerakan-gerakan konservatif,” sedangkan
gerakan-gerakan yang didominasi oleh dorongan kedua dapat kita
sebut “gerakan-gerakan kiri” atau “gerakan-gerakan liberal.” Aliran-
aliran atau gerakan-gerakan Islam yang muncul dalam sejarahnya,
seperti gerakan-gerakan revivalis, neorevivalis, fundamentalis,
Mahdiis, tradisionalis, modernis, dan neomodernis bergerak pada
garis antara dua kutub ini.

Dalam Islam, apa yang tidak mungkin berubah dan apa yang
mungkin dan boleh berubah? Yang tidak mungkin berubah adalah
wahyu Qur’ani, tetapi tafsirnya bisa berubah sesuai dengan kecen-
derungan para penafsirnya. Setiap tafsir al-Qur'an diwarnai oleh
warna (kultural, sosial, politis, etnis, aliran keagamaan, ideologis,
psikologis, dan lain-lain) penafsirnya. Selama empat belas abad,
telah muncul banyak tafsir oleh banyak ulama dari berbagai aliran
atau mazhab. Karena itu, mustahil untuk membuat tafsir tunggal al-
Qur’an sebagai satu-satunya tafsir yang disepakati oleh semua orang
Muslim. Demikian pula mustahil membuat aliran tunggal Islam
sebagai satu-satunya aliran yang disetujui oleh semua orang Muslim.
Dunia ini adalah pasar untuk pertukaran ide-ide, paham-paham,
dan tafsir-tafsir, termasuk yang ditawarkan oleh aliran-aliran Islam
kontemporer. Dengan kebebasan positif untuk mencari kebenaran
dan kebaikan, setiap orang Muslim memiliki kesempatan untuk
berkenalan dengan berbagai ide, paham, dan tafsir dan memilih
yang terbaik menurut hati nuraninya. Ide-ide, paham-paham,
dan tafsir-tafsir, berbeda dengan al-Qur’an yang adalah Kalam
[lahi, adalah ciptaan manusia yang relatif dan tidak selalu benar.
Sikap terbuka untuk mencari kebenaran dari siapa pun datangnya
adalah pintu masuk untuk mendengarkan dan memilih mana yang
terbaik. Sikap terbuka ini harus didasarkan pada keyakinan bahwa
kebenaran yang datang dari Yang Maha Benar adalah mutlak,
sedangkan kebenaran yang datang dari, atau yang diklaim oleh,
manusia adalah nisbi dan, karena itu, terbuka untuk dipertanyakan,
diuji dan dikritik. Sikap terbuka ini adalah cermin kerendahan hati
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sebagai lawan keangkuhan yang memutlakkan sebuah ide, paham,
dan tafsir oleh siapa pun. Sikap terbuka ini harus disertai dengan
doa agar Yang Maha Benar menunjukkan kebenaran sebagai jalan
yang benar, jalan yang lurus, menuju kepada-Nya.

Bila kita ingin membangun dunia yang damai dan beradab,
kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bekerja sama dengan
semua kelompok manusia, termasuk kelompok-kelompok lain dari
berbagai latar belakang bangsa, agama, budaya, dan politik, baik di
timur maupun di barat. Aliran atau kolompok Islam ekstrem yang
anti-Barat dan bahkan anti aliran-aliran Islam lain yang mereka
anggap sesat sulit untuk berdialog dan bekerja sama dengan aliran
atau kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Aliran atau
kelompok ekstrem itu sering mengklaim bahwa kebenaran dan
keselamatan hanya milik mereka. Saya meyakini bahwa kebenaran
tidak dibatasi dan tidak bisa dibatasi oleh dan untuk satu aliran
atau kelompok manusia. Kebenaran tetap kebenaran dan dapat
dimiliki oleh siapa pun bila Yang Maha Benar, yang tidak lain adalah
Kebenaran Mutlak, menghendakinya.

Saya cenderung untuk memilih menggabungkan aliran Islam
neomodernis dan aliran Islam tradisinal (tradisionalis) dengan alasan
bahwa kedua aliran inilah yang paling siap untuk menjawab tantan-
gan-tantangan modern dan mendukung hak-hak asasi manusia, de-
mobkrasi, dan pluralisme. Gerakan neomodernis lebih menekankan
aspek eksoterik (lahiriah dan sosial) Islam, sedangkan gerakan Islam
tradisional lebih menekankan aspek esoterik (batiniah dan sipritual)
Islam. Kedua aliran ini lebih mudah berdialog, mencari “titik-
temu,” dan bekerja sama dengan siapa pun dan kelompok mana
pun demi terwujudnya dunia yang damai dan beradab. Karena itu,
penggabungan kedua gerakan ini akan melahirkan sebuah gerakan
baru yang ideal.

Wa'Llih alam bi'l-shawib.<

Kautsar Azhari Noer adalah dosen pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
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Muhamad Wahyuni Nafis

Bagi sebagian kaum Muslim, al-Qur’an diyakini sebagai pe-
doman hidup bagi segala perilaku dan aktivitas mereka. Karena
itu, bagi mereka menjadikan al-Qur’an sebagai landasan berpikir
(kognitif), bersikap (afektif), dan berperilaku (psikomotorik) dalam
segala aktivitasnya adalah niscaya. Namun bagaimana menjadikan
al-Qur’an sebagai landasan hidup tersebut ternyata masih sangat
problematis. Pasalnya, tidak semua segi kehidupan diatur dalam al-
Qur’an. Bahkan yang jelas-jelas diatur saja saat ini dirasakan tidak
lagi bisa diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Persoalan hukum waris, kedudukan perempuan, poligami,
soal gishdsh, soal pandangan terhadap agama (keyakinan) lain
yang berbeda, soal perbudakan, dan masih banyak lagi yang ter-
cantum dalam al-Qur’an yang tampaknya mesti ditafsir-ulang
jika menginginkan semua itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan
nyata saat ini. Belum lagi soal dukungan al-Qur’an terhadap sikap
keberagamaan seseorang yang menyangkut jabariah (jabbariyah,
Jatalism, predestination) dan qadariah (qadariyyabh, free will, free act)).
Masalah yang terakhir disebutkan ini, jika hanya mendasarkan pada
ayat-ayat tertentu saja yang dibaca secara literal, seakan-akan kedua
pandangan dan sikap keberagamaan tersebut sama-sama cukup
memiliki dasar dalam al-Qur’an.

Keputusan-keputusan hukum parsial al-Qur’an tentang ber-
bagai masalah yang tidak lagi bisa diaplikasikan dalam kehidupan

bermasyarakat — tetapi umat Islam tidak pernah memiliki ke-
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beranian untuk mengubahnya — dan ayat-ayat al-Qur’an yang
seolah-olah mendukung dua sikap yang saling bertolak-belakang itu,
mengakibatkan adanya pandangan bahwa al-Qur’an mengandung
ayat-ayat yang sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang
lain. Seakan-akan ayat-ayat itu tidak saling mendukung, bahkan
saling berlawanan. Wajar kemudian kalau muncul penilaian bahwa
ajaran-ajaran al-Qur’an itu mengandung contradictio interminus
(kontradiksi di dalam), sehingga tidak konsisten, tidak kohesif, dan
antara satu bagian dengan bagian lainnya tidak bersesuaian, alias
tidak padu.

Permasalahan ini terjadi karena banyak orang hanya terhenti
pada teks dan keputusan-keputusan parsial dan ad hoch yang ter-
cantum dalam al-Qur’an. Inilah tampaknya yang menjadi problem.
Karena itu, dalam tulisan ini, saya akan mencoba berkontribusi
mencari jalan keluar dari problema tersebut dengan cara menangkap
etika yang mendasari dari setiap keputusan parsial al-Qur’an yang
saat ini dinilai tidak lagi bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata
tersebut. Selain itu, tulisan ini juga mencoba menafsir kembali ten-
tang ayat-ayat yang mendukung sikap jabariah dan eksklusivisme di
satu sisi, dan di sisi lain mendukung sikap qadariah dan inklusivis-
me. Dari rumusan etika yang mendasari setiap keputusan itulah
dimungkinkan berbagai keputusan hukum yang berbeda dengan
keputusan al-Qur’an bisa dihasilkan. Perbedaan keputusan hukum
ini merupakan suatu keniscayaan mengingat berbagai hal yang dulu
tidak ada, kini bermunculan. Jelasnya, kondisi zaman dulu sangat
berbeda dengan kondisi zaman saat ini. Melakukan upaya ekstraksi
untuk menangkap etika dari setiap ayat yang mendasari keputusan
ad hoch yang terkandung dalam al-Qur’an itulah yang dimaksudkan
dengan mencoba menangkap ruh al-Qur’an.

Namun sebelum mencoba melakukan upaya tersebut, tulisan
ini akan mengurai terlebih dahulu tentang keberadaan al-Qur’an
pada saat diturunkan kepada Nabi Muhammad szw dan juga setelah
wafatnya beberapa dasawarsa berikutnya. Uraian ini dirasa cukup
penting untuk memberikan landasan historis dan ilmiah bagi ke-
mungkinan upaya menafsir-ulang berbagai keputusan al-Qur’an

148 TITIK-TEMU, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009



MENcoBa MENANGKAP RUH AL-QUR’AN

yang dinilai tidak relevan lagi dalam kehidupan nyata umat saat
ini.

Sekilas Perjalanan al-Qur’an

Al-Qur’an yang kini kita saksikan berupa teks (bahasa tulis) itu
sangat mungkin memang menimbulkan perbedaan pemahaman
bagi para pembacanya. Konsekuensi ini cukup logis mengingat
wujud al-Qur’an berupa teks mati itu tidak bisa lagi menolak bila
dipahami berbeda dengan tujuannya sendiri. Karena itu, subjek-
tivitas para pembaca adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Di
sinilah keterbatasan bahasa tulis, ia tidak bisa lagi mempertahankan
keinginan yang sebenarnya dari penulis. Dengan demikian, apa
kandungan makna dan tujuan al-Qur’an itu sendiri tergantung
kepada para pembacanya. Jika si pembaca memiliki cukup banyak
pengetahuan, maka banyak pula pengetahuan dan hikmah yang
bisa diperoleh dari al-Qur’an. Sebaliknya, jika si pembaca cukup
miskin pengetahuan, maka miskin pula pengetahuan dan hikmah
yang didapat darinya.

Pada mulanya al-Qur’an adalah jelas berupa bahasa lisan, yang
diwahyukan Tuhan (Allah) kepada Nabi Muhammad. Kaum Mus-
lim dan para Sahabat Nabi pertama yang mendengar langsung kalam
Allah dari mulut Nabi itu tentu saja sudah dalam bahasa Nabi, yaitu
bahasa Arab, bukan lagi bahasa Tuhan. Artinya setiap kata dalam
al-Qur’an yang bahasa Arab itu sudah merupakan hasil kreativitas
Nabi Muhammad yang diilhami dan dibimbing oleh Allah swr.
Dengan demikian al-Qur’an yang disebut kalim Allih (omongan
Allah) itu adalah dalam pengertian ilham dan makna substansinya,
bukan kata-kata harfiahnya yang berbahasa Arab, karena kata-kata
harfiah yang berbahasa Arab itu adalah sudah dalam bentuk kata-
kata Muhammad saw.

Secara umum dipahami oleh banyak orang — untuk tidak
mengatakan semuanya — bahwa al-Qur’an diturunkan secara
tadyijiyyan (gradual, bertahap, tidak sekaligus). Pernyataan “ditu-
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runkan secara gradual” ini tampaknya perlu diberi penjelasan yang
cukup memadai, mengingat hal itu bisa berarti dua pengertian.
Yaitu, diturunkan secara gradual oleh Allah kepada Nabi. Atau,
diturunkan secara gradual oleh Nabi kepada para Sahabatnya. Untuk
menentukan mana yang lebih shabih dari kedua pengertian tersebut,
tampaknya kita mesti meneliti ulang tentang proses pewahyuan
yang sebenarnya terjadi pada Nabi.

Menurut al-Qur’an sendiri, Allah menurunkan wahyu-Nya ke
dalam hati dan pikiran Nabi (Q, 26: 193; 2: 97; 42: 24). Proses
penurunan wahyu tersebut terjadi di Gua Hira setelah Nabi selama
empat puluh hari empat puluh malam bermeditasi di dalamnya.
Jadi, keseluruhan wahyu al-Qur’an itu diturunkan oleh Allah ke
dalam hati dan pikiran Nabi sekaligus pada malam yang disebut
laylat al-qadr itu. Oleh Nabi, wahyu tersebut diturunkan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan dan situasinya. Pengalaman pun-
cak spiritual yang dialami Nabi saat menerima wahyu dari Allah itu
sebenarnya merupakan pengalaman 774 Nabi menembus langit
ketujuh lalu berdialog langsung dengan Allah. Dalam hal ini mi‘73j
Nabi itu berkaitan langsung dengan proses pewahyuan al-Qur’an
kepada Nabi. Ayat-ayat dalam surat al-Najm/53 (5-18) menunjuk-
kan bahwa pengalaman i‘7j Nabi itu adalah pengalaman puncak
spiritual Nabi yang saat itu Nabi memperoleh wahyu dari Allah
secara keseluruhan.

Setelah Nabi memperoleh wahyu dari Allah secara keseluruhan
di Gua Hira itu, Nabi segera meninggalkan gua tersebut — dan
tidak pernah kembali lagi ke Gua Hira itu — dan memulailah beliau
membangun masyarakat. Wahyu yang telah diterima oleh Nabi me-
lalui hati dan pikirannya itu kemudian dikeluarkan oleh Nabi secara
bertahap mengikuti kebutuhan yang dihadapinya. Karena itu, setiap
ayat yang diucapkan Nabi adalah untuk merespon persoalan yang
sedang dihadapi Nabi, atau untuk memberikan suatu keputusan
terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi. Inilah
yang menyebabkan hukum dan keputusan-keputusan yang dike-
luarkan al-Qur’an menjadi bersifat spesifik dan terkadang parsial,
artinya antara satu keputusan dengan keputusan yang lain sangat
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mungkin saling berbeda. Karena itu, bila mempelajari al-Qur’an
terhenti pada hukum dan keputusan-keputusan spesifik yang dulu
pada saat turunnya diarahkan untuk merespon berbagai peristiwa
ad hoc pada masa Nabi, maka akan muncullah pemahaman bahwa
al-Qur’an — sebagaimana ditegaskan terdahulu — tidak konsisten,
tidak kohesif dan tidak padu. Di sinilah pentingnya setiap peneliti
dan pengkaji al-Qur’an dituntut untuk menggali ruh atau makna
yang substansial dibalik hukum dan keputusan-keputusan parsial
tersebut, sehingga etika umum yang melatar-belakangi hukum dan
keputusan-keputusan parsial itu bisa ditangkap. Tentu saja untuk
menangkap ruh al-Qur’an tersebut tidak lalu menafikan hukum dan
perintah-perintah spesifik al-Qur’an. Justru semua itu harus dike-
tahui dan dipahami untuk kemudian dikembalikan pada konteks
saat ayat al-Qur’an itu diturunkan, yang dari konteks (sosial) itulah
akan diperoleh etika yang bersifat umum yang bisa dijadikan pe-
doman bagi segala peristiwa yang dulu belum pernah terjadi. Upaya
menangkap nilai-nilai etis al-Qur’an ini tampaknya saat ini sangat
mendesak untuk dikerjakan, jika menginginkan al-Qur’an sebagai
pedoman hidup bagi umat manusia sepanjang zaman. Konsekuen-
sinya memang berbagai hukum dan keputusan yang dipahami pada
masa Nabi akan berbeda dengan masa kini. Berbagai hukum dan
keputusan yang terjadi pada zaman para ulama menghasilkan figh
juga sangat mungkin akan berbeda. Keniscayaan akan perbedaan
tersebut sangat logis terjadi, mengingat selama rentang waktu empat
belas abad lebih berbagai masalah dan peristiwa yang dulu belum
muncul, kini bermunculan, dan pasti menjadi lebih kompleks.
Di atas saya katakan bahwa al-Qur’an mulanya adalah bahasa
lisan yang disampaikan Nabi Muhammad kepada beberapa Sahabat,
lalu para Sahabat Nabi itu menghafal dan mencatatnya pada bahan-
bahan yang bisa ditulis di atasnya. Pada saat para Sahabat Nabi yang
langsung mendengar wahyu dari Nabi itu, mereka sebagai orang
pertama menyaksikan bagaimana situasi fisik dan psikis Nabi saat
menyampaikan wahyu secara lisan itu. Tapi ketika wahyu itu sudah
diturunkan dalam bentuk bahasa tulis seperti yang saat ini ada pada
kita, situasi tersebut tidak bisa lagi tergambarkan, dan karenanya
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— berbagai situasi tersebut — tidak lagi menyertai wahyu-wahyu
yang sudah tertulis itu. Selain itu, para Sahabat Nabi yang men-
dengar, menghafal dan menulis wahyu-wahyu itu sangat beragam
kapasitas dan kualitasnya, baik secara kultural maupun intelektual.
Tidak aneh kemudian kalau al-Qur’an pada saat itu muncul dalam
bentuk banyak gaya. Tradisi Islam mengenal ada tujuh macam
gaya, tapi sebetulnya bisa lebih banyak dari itu. Para orientalis
semisal Montgomery Watt' memandang tujuh macam gaya bacaan
al-Qur’an itu tidak sekedar gaya, melainkan juga makna. Artinya
al-Qur’an saat diterima oleh para Sahabat Nabi itu menimbulkan
banyak pemahaman.

Adalah Abdullah ibn Mas‘ud yang memiliki mushhaf bacaan
tersendiri yang apabila ia tidak mengerti tentang ayat-ayat tertentu
langsung menanyakannya kepada Nabi. Seluruh jawaban Nabi
kemudian dicatatnya di samping narasi wahyu itu. Dan demikian
seterusnya. Tapi sangat disayangkan mushhaf Abdullah ibn Mas‘ud
yang penuh catatan tambahan keterangan langsung dari Nabi itu
pada masa Khalifah Utsman ibn Affan menyatukan seluruh mushbaf
al-Qur’an agar tidak terjadi banyak perbedaan, mushhaf Abdullah
ibn Mas'ud itu dibakar. Mulanya Abdullah ibn Mas‘ud tidak ber-
sedia menyerahkan mushbaf-nya kepada Khalifah, karena ia merasa
mushbaf-nya itu sangat berharga mengingat dilengkapi dengan
penjelasan-penjelasan langsung dari Nabi. Tapi demi persatuan
umat Islam seluruhnya, akhirnya Abdullah ibn Mas‘ud merelakan
mushbaf-nya (untuk dibakar). Dipilihnya Mushhaf Utsmani sebagai
mushhaf resmi jelas berkaitan dengan siapa penguasa pada saat itu.
Utsman saat itu penguasa. Karena itu, mushbaf Utsman tersebut
adalah identik dengan mushbhaf penguasa. Menurut Mohammed
Arkoun: proses pemiskinan secara intelektual pertama dalam Islam

! Pembahasan lebih luas tentang hal ini, lihat W. Montgomery Watt, Is/amic
Fundamentalism and Modernity (New York: Routledge, 1990).

2 Mohammed Arkoun antara lain menyimpulkan demikian dalam bukunya
Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers, terj. Robert D. Lee
(Boulder: Westview, 1994).
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justru terjadi saat berbagai mushhaf al-Qur'an itu dibakar oleh
Khalifah Utsman, sehingga kaum Muslim setelahnya tidak bisa
mengetahui lagi situasi wahyu-wahyu yang dipahami secara bera-
gam itu.

Pada saat itu huruf-huruf al-Qur’an belum ber-syak/ (bersyakal,
bervowelisasi) dan belum bertitik. Karena itu, membuka kemung-
kinan terjadinya berbagai macam bacaan (yang pada gilirannya juga
menimbulkan berbagai pemahaman) di berbagai kota dan daerah
yang mempunyai kekhususan sendiri-sendiri sesuai tingkat kul-
turalnya. Meskipun begitu, karena kaum Muslim banyak yang hafal
al-Qur'an di luar kepala, maka huruf-huruf yang tak ber-syzk/ dan
tak bertitik sekalipun tidak menimbulkan masalah. Baru saat kaum
Muslim berinteraksi secara luas dengan bangsa-bangsa lain di luar
bangsa Arab, ditambah para penghafal al-Qur'an mulai berkurang,
timbullah problem bagaimana membaca al-Qur’an secara tepat dan
benar. Sebenarnya huruf-huruf al-Quran yang tidak ber-syak/ dan
bertitik itu menunjukkan kepada kita bahwa tradisi al-Qur’an pada
masa Nabi dan beberapa puluh tahun setelah wafatnya hidup dan di-
jaga dalam tradisi lisan (hafalan). Ini tidak berarti bahwa pada saat itu
tradisi membaca dan tulis-menulis tidak ada di kawasan itu. Memang
banyak informasi yang sampai kepada kita yang menegaskan bahwa
kemampuan tulis-baca di kalangan masyarakat Arab — khususnya
pada awal masa Islam — sangat minim. Quraish Shihab, seorang
pakar tafsir dan penafsir Indonesia terkemuka saat ini, misalnya,
menginformasikan tentang adanya riwayat yang menyebut jumlah
mereka yang pandai menulis ketika itu tidak lebih dari belasan orang.
Maka tradisi lisan dan hafalan di masyarakat Arab saat itu betul-
betul menjadi andalan, sampai-sampai bila diketahui seseorang bisa
menulis, pandai menulis itu dianggap aib karena pandai menulis saat
itu identik dengan kekurang-cerdasan.

Tampaknya informasi tentang minimnya kemampuan tulis-
baca di masyarakat Arab pada masa awal Islam perlu dikritisi secara

3 M. Quraih Shihab, Mukjizat al-Qur'an, Ditinjau dari Aspek Kebahasaan,
Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib (Bandung: Mizan, 1997), h. 71-72.
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sungguh-sungguh karena, jika diteliti secara seksama, al-Qur’an
malah memberikan informasi yang justru menunjukkan tingginya
tradisi baca-tulis saat itu. Surat pertama saja sangat jelas: Igra’ (Ba-
calah!). Ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tradisi baca-tulis
banyak sekali kita jumpai, misalnya, bisa ditemukan ketika berbicara
tentang bisib (Q, 21: 47; 101: 6, 8), timbangan (Q, 52: 21; 74: 38),
perjanjian (Q, 57: 19, 27; 84: 25; 95: 6), imbalan (Q, 2: 245; 5:
12;57: 11, 17; 64: 17).4 Kita tahu bahwa al-Qur’an itu diturunkan
dalam kultur masyarakat Arab ketika itu. Karenanya, jika tradisi
baca-tulis pada saat itu memang tidak ada, maka mustahil al-Qur’an
menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan baca-tulis yang
tidak dikenal di masyakarat Arab.

Bahkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf juga
tidak memiliki dasar yang cukup dalam al-Qur’an. Kata “wmmi”
yang oleh sebagian besar umat Islam diartikan “buta huruf,” jika
diteliti kembali secara hati-hati dalam al-Qur’an, justru tidak
demikian. Dalam ayat-ayat al-Qur’an, bisa disimpulkan bahwa
arti “ummi” itu adalah orang yang tidak mengetahui Kitab Allah
sebelumnya dan orang yang tidak berasal dari Yahudi atau Nasrani
(Q, 2: 785 3: 205 29: 48). Dengan kata lain, kata “ummi” yang di-
predikatkan kepada Nabi Muhammad itu lebih relevan diartikan
sebagai pribumi, yakni bahwa Nabi Muhammad adalah seorang
yang berasal dari masyarakat Arab dan bukan berasal dari Yahudi
atau Nasrani sehingga belum pernah mengetahui (membaca) kitab
Allah sebelumnya. Karenanya, berdasarkan pengertian ayat-ayat
tersebut, saya berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu sama
sekali tidak buta huruf. Kalau gara-gara Nabi diyakini mampu
membaca dan menulis lalu timbul kekhawatiran bahwa al-Qur’an
itu ciptaannya, justru ini malah yang tidak proporsional. Al-Qur’an
itu jelas secara makna datang dari Allah. Tidak ada urusan apakah
Nabi Muhammad itu mampu baca-tulis atau buta huruf.

% Lihat juga Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an (Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2005), h. 145-150.
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Al-Qur’an yang tanpa syak/ dan titik itu sekitar tahun 65
H mulai dipikirkan oleh kaum Muslim. Mulailah upaya untuk
melakukan hal itu, tapi itu pun baru sebatas pemberian tambahan
huruf a/if pada kata-kata yang semestinya dibaca panjang (madd).
Tersebutlah seorang Ubaidillah bin Ziyad yang memberi perintah
kepada seorang Persia untuk menambahkan huruf 2/if (tanda madd
atau panjang) pada dua ribu kata yang semestinya dibaca dengan
suara panjang.’ Tentu saja bentuk penulisan tidak terjadi sekaligus,
tapi secara berangsur-angsur, sehingga setiap generasi mempunyai
saham. Puncak bentuk penulisan al-Qur’an yang sebagaimana
seperti sekarang ini sampai ke tangan kaum Muslim adalah pada
akhir abad 3 H.¢

Penyatuan mushhaf menjadi hanya mushhaf Utsmani dan penye-
ragaman cara membaca al-Qur’an, selain merupakan pemiskinan,
juga terjadi proses homogenisasi pemahaman. Karena itu, penting
diperhatikan oleh setiap kaum Muslim bahwa karya-karya intelek-
tual Islam termasuk mushhaf al-Quran dan bentuk penulisannya,
serta berbagai tafsiran dan keputusan tentang hukum segala sesuatu,
dihasilkan karena berbagai tuntutan dan kebutuhan. “Sambil me-
nyatakan kepatuhan secara prinsip kepada Kalam Alliah, mereka
(para cendekiawan Muslim — MWN) tidak ragu-ragu untuk
menafsirkan makna yang dituntut oleh kebutuhan persatuan umat,
tekanan adat-istiadat yang hidup, berbagai strategi kekuasaan, dan
pengawasan peredaran harta benda dalam masyarakat,” begitu kata
Arkoun ketika mengomentari tentang karya-karya intelektual Islam
terdahulu.” Berbagai penafsiran dan keputusan-keputusan hukum
al-Qur’an tersebut pada gilirannya diorientasikan pada penyesuaian
perilaku sosial-politik para penganutnya, sehingga ajaran Islam
dibuat untuk mengabdi pada perilaku sosial-politik para penganut-

> Subhi As-Shalih, Membahas llmu-ilmu al-Quran (Mabahith fi Ulumul
Qur'an) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 106.

¢ As-Shalih, Membahas limu-ilmu al-Quran, h. 106.

7 Mohammed Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan
dan Jalan Baru, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), h. 293.
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nya. Pada hari ini sebagian karya-karya intelektual yang bisa dibaca
oleh kaum Muslim adalah karya-karya yang dihasilkan dari kondisi
penuh ideologis itu. Karena itu,

Benar pula bahwa kita harus mengerahkan banyak peneliti,
mengumpulkan materi-materi yang luas untuk tiba pada hasil
yang dapat dipercaya. Bagaimana membuat para pembaca masa
kini peka terhadap perbedaan-perbedaan psikologis, kebaha-
saan, sosial-budaya di antara cara memahami yang khas pada
masyarakat-masyarakat tanpa aksara (kemenangan tradisi lisan,
bahkan ketika aksara mulai berkembang seperti halnya pada
abad-abad pertama kebangkitan Islam) dan praktik runtut yang
khas “nalar grafis.”®

Tampaknya Arkoun begitu bergairah mengajak umat Islam me-
nyadari akan pentingnya memahami situasi pada awal tradisi wahyu
yang masih berbentuk bahasa lisan ini, sehingga ia katakan:

Bahkan, setelah dibekukan dalam tulisan, kisah-kisah yang
dihimpun oleh para penafsir, penulis biografi Muhammad,
historiografi, kolektor puisi kuno, harus dikembalikan pada
kondisi awal kemunculannya dan cara kerjanya dalam konteks
lisan.’

Karena itu, konteks sosial turunnya wahyu (asbib al-nuzil)
dan tradisi awal pewahyuan dan penyampaiannya dari Nabi kepada
para Sahabat yang berbentuk bahasa lisan itu adalah kajian yang
tak-terpisahkan dari upaya menemukan etika dasar yang melatar-
belakangi setiap keputusan hukum al-Qur’an. Upaya ini tentu
sangat berat sehingga nyaris mustahil tampaknya. Namun cara
ini dirasa akan memberikan pemahaman yang lebih mendekati
maksud dan tujuan al-Qur’an yang sebenarnya. Dan yang lebih

8 Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern, h. 294.
 Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Modern, h. 294.
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penting lagi, meski upaya tersebut akan terus menjadi pekerjaan
berkelanjutan dari generasi ke generasi, tapi paling tidak, adanya
pemahaman semacam ini bisa menyadarkan kaum Muslim untuk
segera mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai Islam di balik
setiap keputusan spesifik al-Qur’an. Dan dengan cara ini, diharap-
kan umat Islam memiliki keberanian untuk mempertimbangkan
wahyu dan segala macam penafsirannya sebagai sebuah gejala
kultural, historis, semiotik dan antropologis dalam berbagai ma-
nifestasi historis dan faktualnya. Dengan demikian, meminjam
rumusan Arkoun, saatnya kini kita mempertimbangkan secara
radikal teori-teori teologis yang dihasilkan oleh berbagai komunitas
keagamaan terdahulu yang dilakukan demi untuk kepentingan
mereka sendiri, penilaian atas diri mereka sendiri, keingingan me-
reka untuk melakukan ekspansi dengan risiko harus berkompetisi
dengan komunitas lain.»

Agar nilai-nilai Islam bisa dihadirkan secara utuh dan padu,
terlebih dulu karya-karya intelektual Islam klasik yang dihasilkan
dari kondisi penuh ideologis tersebut (sebagaimana sudah dijelas-
kan di atas) harus kita serang dan kritik secara kreatif. Di sinilah
kemudian kita perlu melihat kembali pandangan kita terhadap al-
Qur’an sekaligus melakukan pemikiran-ulang (rethinking) terhadap
nilai-nilai Islam yang dianut kaum Muslim saat ini. Dengan kata
lain, kaum Muslim saat ini hendaknya mengerjakan proyek kon-
struksi kritik historis dan epistemologis tentang berbagai prinsip,
pengertian, definisi, alat-alat konseptual, dan alasan-alasan logis
yang diskursif yang digunakan dalam konteks keislaman terdahulu.
Upaya inilah, menurut Arkoun, merupakan a demanding first step
yang mesti dilakukan untuk menjalankan ijtihad dijelaskan seperti
atas.

1® Mohammed Arkoun, “Kritik Konsep ‘Reformasi Islam’™ dalam Abdullahi
Ahmed An-Naim, dkk., Dekonstruksi Syariab (II): Kritik Konsep, Penjelajah Lain,
terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LkiS, 1996), h. 21.

"W Arkoun, Rethinking Islam.
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Kisah Umar: Berpegang pada Ruh al-Qur’an

Satu contoh tindakan yang saya kira bisa dikategorikan “men-
coba menangkap ruh al-Qur’an” itu adalah apa yang dilakukan oleh
Umar ibn al-Khaththab berkenaan dengan tidak membagi-bagikan
tanah pertanian hasil rampasan perang dari negeri Irak, Syam dan
Persia kepada tentara Muslim. Tentu saja tindakan Umar semacam
ini ditentang oleh banyak Sahabat, karena dinilai menyalahi dan
menyimpang dari al-Qur’an dan Sunnah yang telah Nabi lakukan.
Praktek yang terjadi pada masa Nabi adalah membagi-bagikan tanah
Khaybar kepada para tentara yang membebaskannya, dan hal itu
jelas secara literal diperintahkan oleh al-Qur’an (al-Anfal/8: 41).
Alasan Umar tidak mengikuti perintah al-Qur’an itu (sebagaimana
tertera pada surat al-Anfal/8: 41) dan Sunnah yang dipraktekan Nabi
adalah, pertama, karena Nabi dulu hanya berurusan dengan penak-
lukan sebagian daerah-daerah suku di tanah Arab. Sementara yang
terjadi pada saat Umar adalah penaklukkan seluruh wilayah suatu
negeri. Kedua, demi kemashlahatan rakyat di negeri-negeri yang
telah dibebaskan itu, Umar lebih memilih mengembalikan tanah-
tanah pertanian hasil rampasan perang itu kepada rakyat pemilik
aslinya untuk terus digarap, lalu diharuskan mereka membayar pajak
untuk kepentingan negara dan dan kaum Muslim keseluruhan.
Dalam melakukan tindakan itu Umar tanpa terlebih dahulu mencari
ayat-ayat al-Qur’an yang mendukung tindakannya tersebut. Baru
setelah ada tekanan yang keras dari pihak oposisi, terutama dari Bilal
Si Muazin Nabi, Umar berusaha mencari dan akhirnya menunjuk
pada ayat 9 surat ke-59 (a/-Hasyr) dalam al-Qur’an. Ternyata ayat
al-Qur’an yang dijadikan pedoman oleh Umar adalah bukanlah ayat
spesifik yang menjelaskan tindakan Umar tersebut, melainkan ayat
tentang keadilan sosial dan permainan yang jujur. Dalam hal ini,
Umar berarti mengambil ruh al-Qur'an dengan cara menangkap
semangat etikanya dari ayat tersebut.

Situasi seperti itulah — meminjam uraiannya Fazlur Rahman
— yang membuat Joseph Shacht, seorang orientalis, mengeluar-
kan pernyataan yang mencengangkan dalam bukunya Origins of
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Mubhammedan Jurisprudence bahwa dalam proses pengambilan
keputusan yang awal dalam Islam, "al-Qur’an selalu dirujuk pada
tahap sekunder.” Menurut Fazlur Rahman, bila pernyataan Shacht
tersebut berarti bahwa kaum Muslim mengabaikan al-Qur’an pada
langkah yang pertama, maka ia jelas keliru dan tidak bisa dimengerti.
Tetapi apabila pernyataan itu berarti bahwa kaum Muslim awal
bertindak pertama-tama berdasarkan pengalaman mereka akan
totalitas ajaran al-Qur’an dan baru setelah itu mengutip ayat-ayat
individual al-Qur’an pada tahap sekunder, maka pernyataan tersebut
menggambarkan suatu fenomena yang alamiah dan sekaligus bisa
dimengerti."

Jadi, kira-kira tindakan menangkap ruh al-Qur’an itu terkadang
tidaklah memang secara spesifik seluruh tindakannya terdukung
oleh ayat-ayat al-Qur’an. Justru yang paling penting bentuk pelak-
sanaan tindakan menangkap ruh al-Qur’an itu adalah berdasarkan,
meminjam istilah Fazlur Rahman di atas, pengalaman dan pema-
haman akan totalitas ajaran al-Quran. Mencari dukungan dan
mengutip ayat-ayat yang bersifat individual baru dilakukan bila
dirasa diperlukan.

Inilah tampaknya satu bentuk mencoba menangkap ruh al-
Qur’an yang telah diteladankan oleh Umar ibn al-Khaththab, yang
bisa kita wariskan untuk melihat kembali pandangan kita (umat
Islam) terhadap al-Qur’an. Tentu saja modal dasar berupa kemam-
puan membaca dan memahami secara literal-sederhana tentang
ayat-ayat al-Qur’an menjadi langkah yang tidak bisa dinafikan.

Dengan berbagai pandangan di atas, saya mencoba merumus-
kan empat langkah yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan
tafsir-ulang — dalam rangka menangkap ruh al-Qu’an — terhadap
berbagai keputusan hukum yang tercantum dalam al-Qur’an yang
saat ini nyaris tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
Pertama, dalam mengkaji al-Qur’an hendaknya kita mampu mem-

12 Fazlur Rahman menegaskan hal ini, antara lain dalam Islam & Modernity,
Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago: The University of Chicago
Press, 1982).
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bebaskan diri kita dari dikte-dikte sejarah masa lalu kaum Muslim.
Artinya melihat ajaran agama tidak dari aspek yang telah menyejarah
selama ratusan tahun, tapi justru harus mengembalikannya pada
sumbernya, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. Kita sadar bahwa terlalu
banyak kebenaran yang hilang sepanjang sejarah umat Islam. Tentu
sejarah tetap menjadi penting, karena ia menjadi salah satu sumber
pengetahuan. Tetapi kritik atas sejarah adalah menjadi keniscayaan
untuk dilakukan oleh kita yang hidup saat ini.

Kedua, membaca dan memahami ayat-ayat al-Qur’an
hendaknya disertai dengan menggali konteks sosio-historis yang
melatar-belakanginya dengan mempertimbangkan berbagai ma-
cam gejala kultural, historis, semiotik dan antropologis. Jadi kita
bukan sekadar membaca dan mengungkapkan kembali berbagai
pemikiran yang pernah ditulis oleh para intelektual Muslim ter-
dahulu, melainkan kita juga menyertakan analisis kritis dengan
menghadirkan konteks yang membuat berbagai keputusan hukum
tersebut dibentuk, beserta tuntutan-tuntutan yang menjadi terget
sementara kaum Muslim, meski target-target itu pada masanya
memang dinilai sangat mulia. Ini berarti bahwa setiap Muslim
harus mengakui adanya unsur manusiawi dalam penafsiran wahyu
dan, apalagi, dalam ketetapan-ketetapan hukumnya. Dalam proses
memahami pesan Ilahi, penerima pesan Ilahi tidak bisa semata-mata
pasif, melainkan juga ikut aktif dalam menafsirkan kata-kata yang
tentu saja disesuaikan dengan sinaran pandangan umum yang ber-
laku saat itu dan pengalaman masa lalunya. Karena itu, al-Qur’an
hanya akan menyebutkan istilah dan kata-kata yang biasa dikenal
di masyarakat Arab, sehingga perkataan “al-Qur’an diturunkan
dalam bahasa Arab” (Q, 12: 2) salah satu pengertiannya adalah
bahwa al-Qur’an itu hadir sesuai dengan budaya Arab yang hidup
dan nyata.”

Ketiga, dalam mengkaji al-Qur’an hendaknya kita juga berpe-
gang pada pandangan-dunia (weltanschauung) al-Qur’an. Pandang-

'3 Al-Quran tidak menyebut agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto,
dan lain-lain, karena masyarakat Arab tidak mengenalnya.
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an-dunia al-Qur’an adalah menyangkut tentang Tuhan, hubungan
Tuhan dengan manusia dan alam, serta peran-Nya dalam sejarah
manusia dan masyarakat. Dengan pandangan-dunia al-Qur’an me-
ngenai pentingnya hakikat Tuhan bagi eksistensi manusia itu, maka
suatu analisis sistematis terhadap ajaran-ajaran moral al-Qur’an
yang pada gilirannya menghasilkan etika al-Qur’an menjadi muara
dalam melihat berbagai permasalahan. Etika al-Qur’an itulah yang
sebenarnya mesti dijadikan pedoman untuk kita hari ini. Kembali
pada al-Qur’an dan al-Sunnah itu sesungguhnya adalah kembali
pada etika, yang menjadi dasar dari segala perilaku dan aktivitas
kaum Muslim. Di sini tentu kita teringat pada berbagai kelompok
aliran teologi yang saling bertolak-belakang itu. Kenapa perbedaan
yang sangat mencolok itu tetap terjadi padahal masing-masing
kelompok aliran teologi tersebut sudah kembali pada al-Qur’an?
Karena mereka melakukan upaya kembali pada al-Qur’an dengan
cara kembali kepada teks, tanpa memperhatikan etika yang men-
dasari teks tersebut.

Langkah selanjutnya, yaitu keempat, merumuskan hukum yang
selaras dengan kebutuhan kontemporer berdasarkan etika tersebut.
Di sinilah diperlukan adanya kerja-kerja serius penuh ketekunan
untuk menghasilkan figh baru yang lebih progresif dan relevan
dengan situasi zaman dan kebutuhan manusia saat ini. Kitab-kitab
figh yang dikarang empat belas abad yang lalu jelas menjadi mata
rantai yang tidak bisa dihilangkan. Tetapi sangat mungkin kepu-
tusan hukum yang dihasilkan dalam kitab-kitab figh terdahulu
tersebut tidak lagi bisa digunakan mengingat situasi zaman yang
sangat berbeda dan memiliki kompleksitas yang tinggi yang tidak
terwadahi oleh keputusan figh terdahulu. Ini sangat logis, sebab
taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman (perubahan hukum itu
dimungkinkan dengan adanya perubahan zaman).

Jika kita setuju dengan cara pemikiran di atas, maka akan
terjadi perubahan terhadap beberapa hukum dan keputusan yang
tercantum dalam al-Qur’an, yang kemudian diformalkan secara
ketat dalam figh itu. Persoalan gishdsh (mata dibalas mata, tangan
dibalas tangan, dan lain-lan), misalnya, dalam situasi sosial sekarang
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ini tampaknya tidak lagi relevan. Dulu hukuman semacam itu sangat
efektif untuk mencegah terjadi kejahatan yang sangat sulit dihenti-
kan. Sementara lembaga keamanan (semacam lembaga kepolisian)
tidak ada. Karenanya hukuman balas dendam semacam gishdsh itu
pada konteks yang masih jahiliyah yang tidak mengenal lembaga
keamanan dan lembaga-lembaga hukum yang berfungsi mengawasi
para anggota komunitas sangatlah diperlukan. Demikian pula hu-
kuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan (Q,
5: 38). Hukuman itu diberlakukan karena lembaga pemerintahan
yang bertanggungjawab secara umum kepada masyarakat belum
terbentuk. Yang ada adalah kepala-kepala suku yang apabila ang-
gota sukunya diperlakukan oleh anggota suku lain, tidak pandang
salah atau benar, maka kepala suku dan semua anggota suku yang
memperoleh perlakuan tidak wajar itu berjibaku membela dan
melindungi anggotanya. Lagi pula, ancaman potong tangan kepada
pencuri (laki-laki dan perempuan) hendaknya ia dipahami sebagai
tindakan preventif, yaitu bahwa masing-masing kepala suku dan
keluarga harus bisa mencegah kedua tangan para anggotanya yang
hendak mencuri sehingga pencurian itu bisa dihindari. Karenanya
bila kini sistem pemerintahan secara bersama sudah dibentuk, maka
upaya pencegahan kedua-tangan orang-orang yang hendak mencuri
itu berada di bawah tanggungjawab pemerintah. Artinya pemerin-
tah secara ekonomi dan politik berkewajiban mencegah pencurian
dengan cara memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakat.

Hal yang sama akan ditemukan pada hukum waris (Q, 4: 11).
Menurut hemat saya, saat ini keputusan al-Qur’an tentang pemba-
gian laki-laki satu sedang perempuan separuh tampaknya tidak lagi
bisa diberlakukan. Keputusan al-Qur’an tentang pembagian tersebut
didasarkan pada konteks sosial saat itu. Ketika konteks sosialnya
sudah berubah, maka layaknya keputusan itu pun berubah. Di sini
kemudian kita dituntut untuk bisa menangkap apa yang di atas saya
sebut etika umum yang bersifat universal yang mendasari keputusan
spesifik tersebut. Etika yang melatar-belakangi keputusan pemba-
gian waris itu adalah tentang keadilan. Karena itu, dasar pembagian
waris bisa dilakukan atas dasar nilai-nilai keadilan yang berlaku
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saat ini. Hasilnya mungkin saja sangat berbeda dengan keputusan
al-Qur’an yang antara lain menyatakan bagi laki-laki satu dan bagi
perempuan separuh dan seterusnya. Keputusan al-Qur’an tentang
satu banding dua dan seterusnya itu adalah hanya suatu contoh
tindakan adil yang relevan dengan situasi sosial saat itu.

Hal lain adalah pandangan al-Qur’an terhadap agama (keya-
kinan) lain. Pandangan al-Qur’an terhadap masalah ini tampaknya
sangat sering disalah-pahami oleh banyak kaum Muslim. Pasalnya,
ayat-ayat al-Qur’an seakan mendukung dua pandangan yang
berbeda yang saling bertolak-belakang: pandangan eksklusif dan
inklusif. Karena itu, apa si/ sebenarnya yang dimaui oleh al-Qur’an
berkenaan dengan pandangan kaum Muslim terhadap agama atau
keyakinan lain itu?

Jawaban pasti tentu tidak ada, wa’Llah a‘lam bi'l-shawwib (Dan
Allah-lah yang paling mengetahui apa yang benar). Tapi biasanya
kalau berurusan dengan agama lain (non-Islam), sebagian besar
kaum Muslim mengutip ayat terakhir surat al-Kafiran Q, 109: 6):
“Lakum dinukum wa li din” (“Untukmu agamamu, untukku juga
agamaku”). Ayat terakhir surat al-Kafirin — juga sebenarnya kese-
luruhan surat al-Kafiriin — sering dipandang secara tidak propor-
sional — untuk tidak mengatakan tidak tepat — oleh banyak kaum
Muslim. Surat tersebut, jika memperhatikan konteksnya, adalah
respons al-Qur'an terhadap kaum Musyrik Quraish penyembah
berhala yang mengajak Nabi berkompromi untuk menyembah
tuhan mereka dan mereka juga bersedia menyembah Tuhan Nabi.
Nabi jelas menolak ajakan tersebut dengan mengatakan bahwa, “Aku
tidak (mau) menyembah tuhan yang kamu sembah.” Dan sebagai
sikap bijak dari penolakan tersebut, akhirnya diputuskan untuk
saling berpegang pada agama masing-masing (Lakum dinukum wa
li din), tentu dengan risiko yang juga masing-masing. Jadi kaum
paganis (penyembah berhala) itu memang jelas-jelas salah dan
ditolak oleh al-Qur’an.

Namun tidak demikian bagi agama Kristen dan Yahudi, juga
agama-agama lain yang memiliki kitab suci. Ada banyak pernyataan
al-Qur’an yang menegaskan bahwa al-Qur’an itu menjadi pembe-
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nar bagi kitab-kitab suci sebelumnya, sekaligus menjadi kritik bagi
beberapa sikap dan perilaku yang dianggap menyimpang dari kitab
suci (Q, 5: 48). Pandangan al-Qur’an mengenai kaum Yahudi dan
kaum Nasrani ini tampaknya adalah tahap kedua setelah secara
jelas-jelas al-Qur’an menolak kaum Musyrik Quraish penyembah
berhala yang digambarkan dalam surat al-Kafiran di atas. Al-Qur’an
menggambarkan sebagian kaum Yahudi dan kaum Nasrani bersikap
arogan dan meyakini hanya merekalah yang akan masuk surga.
“Orang-orang Yahudi berkata, ‘Orang-orang Nasrani itu tidak
benar, demikian juga orang-orang Nasrani berkata, "orang-orang
Yahudi-lah yang tidak benar” (Q, 2: 113). Ketika orang-orang
Yahudi dan Nasrani itu berhadapan dengan Nabi yang membawa
ajaran (agama) baru, maka kedua pengikut agama itu menegaskan
bahwa “Tidak akan masuk surga siapa pun kecuali orang-orang
beragama Yahudi atau Nasrani” (Q, 2: 111). Terhadap sikap dan
perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani semacam ini, al-Qur’an
dengan tegasnya menyatakan, bahwa “yang selamat di antara ka-
lian itu, bukan karena ia Yahudi atau Nasrani, melainkan karena ia
berpasrah diri (aslama) kepada Tuhan (Allah) dan ia juga berbuat
baik (terpuji) kepada sesamanya” (Q, 2: 112). Bahkan secara tegas
al-Qur’an (Q, 2: 62 dan 5: 69) menyebutkan bahwa kriteria kese-
lamatan (salvation) di akhirat nanti adalah terletak pada (1) beriman
kepada Tuhan yang mutlak, (2) beriman pada Hari Pembalasan, dan
(3) berbuat baik dengan sesama manusia. Jadi, Tuhan tidak memper-
masalahkan agama seseorang, apakah Islam, Yahudi, Kristen, Sabi'un,
Konghucu, Zoroaster, Hindu, Buddha, Shinto, dan lain-lain; asalkan
ia memenuhi tiga kriteria di atas, selamatlah ia di akhirat nanti. Di
ayat lain, al-Qur'an menegaskan bahwa Tuhan memang sengaja
menciptakan berbagai keyakinan (agama-agama) di muka bumi ini,
dengan tidak dimaksudkan untuk saling mengklaim antar kelom-
pok keyakinan tersebut sebagai satu-satunya pemilik kebenaran,
melainkan agar sesama umat beragama saling berlomba dalam hal
perbuatan baik yang berguna bagi sesama sehingga Tuhan sendiri
tidak menghendaki adanya satu kelompok keyakinan saja, karena
bila Tuhan mau, mudah sekali bagi-Nya menjadikan semua orang
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satu umat, atau menganut satu agama (Q, 5: 48). Jadi jelas, respons
al-Qur’an terhadap kaum kafir Quraish yang pagan (yang tergam-
barkan dalam surat al-Kafiran di atas) dan terhadap orang-orang
Yahudi dan Nasrani (yang tergambarkan dalam surat al-Baqarah/2:
111-113) sangat berbeda. Tapi sayangnya, sebagian kaum Muslim
kurang memperhatikan perbedaan tersebut sehingga menghadapi
kaum Yahudi dan Nasrani disamakan dengan menghadapi kaum
paganis (penyembah berhala).

Situasi ini kemudian diperparah oleh adanya pemahaman
yang kurang pas terhadap Hadis yang menegaskan pelarangan bagi
kaum Muslim untuk mengatakan salim kepada orang-orang non-
Muslim. Pemahaman yang keliru terhadap Hadis itu kemudian
diperkuat oleh adanya pemahaman yang juga tidak tepat terhadap
ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan
orang-orang Nasrani tidak akan senang sebelum orang-orang
Muslim mengikuti keinginan mereka (Q, 2: 120). Hadis dan
ayat yang mendukung sikap eksklusif dalam beragama seperti itu
memang banyak terdapat dalam kitab-kitab Hadis dan al-Qur’an
— sebagaimana juga terdapat banyak Hadis dan ayat al-Qur’an
yang memerintahkan untuk bersikap inklusif.

Hadis dan ayat di atas sebenarnya adalah berkenaan dengan
adanya perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi
dan Nasrani ketika itu. Karena itu, terhadap orang Yahudi dan
Nasrani yang jahat semacam itu, umat Islam harus waspada dan
hati-hati karena mereka tidak akan rela kepada umat Islam sebelum
umat Islam tunduk kepada mereka. Jadi Hadis dan ayat tersebut
bersifat kasuistik, yaitu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi dan
Nasrani yang jahat saja. Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani yang
kita temukan ternyata tidak berperilaku jahat, maka umat Islam
pun mesti memperlakukannya dengan baik, boleh mengucapkan
salam dan bergaul serta bekerjasama sebagaimana layaknya. Jadi
esensi Hadis dan ayat tersebut sebenarnya diarahkan pada tindak
kejahatan. Karena itu, terhadap kelompok orang Islam tertentu
sekalipun, umat Islam harus berhati-hati jika mereka itu ternyata

berperilaku jahat.

TITIK-TEMU, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2009 165



MuHAMAD WAHYUNI NAFIS

Terhadap kelompok tertentu yang memiliki keyakinan berbeda
dengan kita, juga hendaknya kita memperlakukan mereka dengan
baik selama mereka tidak melakukan tindakan jahat. Saat ini umat
Islam sering kebablasan menyikapi kelompok aliran tertentu yang
mereka nilai berbeda sehingga mereka sering bertindak main hakim
sendiri dan memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Mereka
seakan menjadi penentu satu-satunya.

Tentu sikap dan pandangan semacam ini jelas menyalahi sema-
ngat ajaran al-Qur’an. Nabi Muhammad yang terlihat sedikit agak
memaksa saja segera diperingatkan oleh Allah dengan menegaskan
bahwa ia hanyalah pemberi peringatan, bukan seperti penguasa yang
berhak memaksa (QQ, 88: 21-22). Soal mereka menolak, berbeda,
bahkan meskipun keyakinan mereka sudah jelas-jelas musyrik saja,
kita sebagai manusia tidak berwenang untuk menghakiminya. Itu
semua urusan Allah yang berhak menilai mereka semua. Allah lah
nanti yang akan memutuskan apakah mereka itu memang salah,
sesat dan seterusnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman (dmanii), orang-
orang Yahudi (bddu), orang-orang Shaibi’in, orang-orang
Nashara, orang-orang Majusi (a/-majisa, dan orang-orang yang
melakukan syirik (alladzina asyraki) nanti akan diputuskan
oleh Allah sendiri pada hari kiamat (apakah mereka itu selamat
atau tidak). Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala
sesuatu (Q, 22: 17).

Al-Qur’an sangat jelas menyuruh kepada umat Islam agar
berbuat baik dan berperilaku adil terhadap siapa pun yang tidak
melakukan tindakan jahat. Tindakan jahat yang disebut dalam al-
Qur’an adalah tindakan memusuhi dan mengusir kaum Muslim dari
negeri-negeri mereka hanya karena agamanya (Tuhannya) berbeda.
(Q, 60: 8). Sebaliknya Allah melarang umat Islam untuk berkawan
dan bekerjasama dengan orang-orang yang melakukan tindakan
jahat — apa pun agamanya (Q, 60: 9). Tentang bagaimana orang-
orang Muslim harus berhadapan dengan orang-orang non-Muslim,
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al-Qur’an secara tegas menyuruh kaum Muslim untuk berbuat baik,
adil, dan jujur, terhadap siapa pun tidak pandang apakah Muslim
atau non-Muslim, saudara, keluarga atau orang lain yang samasekali

tidak dikenalnya (Q, 4: 135).

Catatan Penutup:
Agar Perbedaan Menjadi “Rahmat”

Memandang al-Qur’an sebagai kitab suci yang tidak konsisten
dan tidak kohesif antara masing-masing bagiannya memang tidak-
lah terlalu salah, karena bila ayat-ayat al-Qur’an itu dibaca hanya
secara sepotong-sepotong, literal dan tanpa menyertakan situasi
historis saat Nabi mengeluarkan ayat-ayat tersebut, kita akan banyak
menemukan hal-hal yang saling bertolak-belakang antara satu ayat
dengan ayat lain. Sebagai misal, seperti telah disinggung diawal
tulisan ini, tidak sedikit ayat al-Qur’an yang mengarahkan umat
manusia untuk berpaham jabariah. Demikian juga terdapat cukup
banyak ayat al-Qur’an yang menginginkan agar umat manusia ber-
paham gadariah.” Jadi menjadi menganut jabariah atau qadariah
sama-sama memiliki pijakan teologis dalam al-Qur’an. Padahal
keduanya jelas saling berlawanan. Karena itu, wajar kemudian kalau
banyak di antara kelompok-kelompok aliran teologi dalam sejarah
saling mengklaim bahwa hanya kelompoknya saja yang benar dan
kelompok lain adalah keliru. Terhadap wajah intelektual semacam
itu, penting bagi kita hari ini menampilkan sikap dan apresiasi
intelektual terhadap perdebatan yang melahirkan perpecahan
intelektual kaum Muslim yang pernah menghiasi jalannya sejarah
Islam itu. Karena itu, cukup strategis bila kita sedikit membicara-
kan kembali berbagai penilaian, pendapat dan pandangan tentang
adanya kelompok-kelompok teologi tersebut.

1 Lihat al-Qur’an (misalnya, 8: 17).
15 Juga lihat al-Qur’an (13: 11).
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Nabi Muhammad saw bersabda: “Akan terpecah umatku
menjadi tujuh puluh tiga golongan yang kesemuanya berada di
dalam neraka kecuali satu (golongan — maksudnya yang selamat).”
Ditanyakan (oleh Sahabat-sahabat Nabi): “Siapakah mereka (yang
selamat itu)?” Berkata (Nabi): “Adalah mereka yang selalu bersama
(dan mengikuti tradisi-tradisi)-ku dan selalu bersama (dan men-
gikuti tradisi-tradisi) Sahabat-sahabatku.” Sabda Nabi szw ini me-
negaskan bahwa umatnya kelak akan terpecah menjadi tujuh puluh
tiga golongan yang kesemuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu
golongan, yaitu: “Alladzina hum ala ma ana alayhi wa ashhibi”
(orang-orang yang selalu bersama — mengikuti tradisi-tradisiku dan
selalu bersama — mengikuti tradisi-tradisi — Sahabat-sahabatku).
Menarik untuk mendiskusikan sabda Nabi sazw ini karena Imam
al-Ghazali, misalnya, menyebutkan Hadis (riwayat) lain yang justru
malah membaliknya, yaitu “Yang Celaka dari mereka (maksudnya
umat Nabi yang terpecah menjadi 73 golongan itu — MWN)
hanya satu kelompok saja.”'” Pendapat Imam al-Ghazali itu dida-
sarkan pada sebuah Hadis yang menyatakan bahwa semua (umat
Nabi Muhammad) berada dalam surga kecuali kaum zindiq, yaitu
kaum yang tidak mempercayai kenabian Muhammad saw. Kaum
zindiq itu membentuk satu kelompok tersendiri.* Imam al-Ghazali

16 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi.

'7 Abu Hamid al-Ghazali, “Fayshal al-Tafriqah,” dalam a/-Qushir al- Awaili
min Rasd'il al-Iméam al-Ghazali (Kairo: Maktabah al-Jundi, tt.), h. 144-181. Tuli-
san tersebut sudah diterjemahkan dan diedit oleh Nurcholish Madjid, “Penjelasan
yang Menentukan,” dalam Nurcholish Madjid, ed., Khazanah Intelektual Islam
(Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 155-204.

'8 Dalam risalahnya tersebut, Imam al-Ghazali juga mewanti-wanti siapa
pun untuk sedapat mungkin menahan lidahnya agar tidak mengkafirkan setiap
kaum kiblat (24! al-qiblah) selama mereka mengucapkan “Tidak ada tuhan
melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.” Karena itu, kemudian
Imam al-Ghazali memerinci bagian pokok dalam agama — yang mengingka-
rinya berarti predikat kafir melekat pada diri seseorang. Bagian pokok itu adalah
beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada Hari Kemudian. Selain
dari ketiganya adalah cabang belaka, yang jika mengingkarinya tidak terkena
predikat kafir (Madjid, ed., Khazanah, h. 182-183).
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juga menegaskan bahwa mempercayai kenabian Muhammad itu
mempunyai lima tingkat, yang antara masing-masing tingkat itu
tidak boleh saling mengkafirkan. Kelima tingkat itu ialah bersifat
esensial, indera, khayal, rasional, dan metaforis. Karenanya perbe-
daan itu adalah sesuatu yang sangat niscaya, sebab adalah mustahil
seluruh orang berada pada tingkat (pemahaman) yang sama. Sikap
inilah yang semestinya menjadi landasan dalam menatap berbagai
perbedaan sehingga perbedaan tersebut memberikan manfaat untuk
saling melengkapi dan saling memperkaya pengetahuan. Tampaknya
perbedaan semacam inilah yang bisa dikagorikan mampu menda-
tangkan rahmat seperti disabdakan Nabi — walaupun ada orang
yang menegaskan bahwa Sabda tersebut lemah (d/a‘if).»
Sulayman Dunya juga memberikan penjelasan atas Hadis
tentang terpecahnya umat Nabi menjadi 73 golongan itu. Dalam
penjelasan terhadap buku a/~‘Aqa’id Muhammad Abduh, Sulayman
Dunya menerangkan bahwa Hadis tersebut telah memberikan
pengetahuan kepada kita tentang terpecahnya umat Islam menjadi
berkelompok-kelompok, sedang yang selamat di antara mereka
itu hanya satu kelompok, yaitu mereka yang selalu bersama (dan
mengikuti tradisi-tradisi) Nabi dan Sahabat-sahabatnya. Namun
bagaimana mengikuti tradisi-tradisi Nabi dan Sahabat-sahabatnya
itu, sampai kini belum pernah ada penjelasan secara pasti. Sejum-
lah 73 kelompok yang disebutkan Nabi itu kini sudah terbukti
—mungkin juga bisa lebih — dengan argumentasinya masing-
masing, mengaku sebagai pengikut tradisi Nabi dan tradisi para
Sahabatnya. Karenanya, semua kelompok yang mengaku pengikut
tradisi Nabi dan para Sahabatnya tersebut menjadi satu kelompok,
yaitu kelompok yang mengaku mengikuti tradisi-tradisi Nabi dan

! Dalam salah satu tulisannya, Daud Rasyid menilai bahwa Hadis tersebut
palsu, /ihat Daud Rasyid, “Cendekiawan Islam: Tidak Kritis? (1),” Media Indo-
nesia, 1 Maret 1993. Daud Rasyid mengungkapkan hal ini untuk menyanggah
bahwa perbedaan pendapat itu — dalam Islam yang ia pahami — adalah tidak
boleh. Namun terlepas dari Hadis tersebut d/a'if atau tidak, yang jelas adalah
sia-sia — untuk tidak mengatakan tidak ada kerjaan — mengupayakan semua
orang sependapat.
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para Sahabatnya, dan kelompok itulah yang nanti akan diterima
oleh Nabj.»

Jadi, kira-kira, bila kita simpulkan berbagai pendapat dan
pandangan tentang kelompok-kelompok teologi tersebut di atas,
maka semua kelompok teologi itu, selama masing-masing merasa
mengikuti tradisi-tradisi Nabi dan para Sahabatnya, selamatlah
kelompok tersebut. Mengenai satu kelompok yang menurut Imam
al-Ghazali di atas sebagai satu-satunya kelompok yang akan masuk
ke dalam neraka, menurut hemat saya, adalah kelompok yang selalu
merasa benar, dan merasa hanya kelompoknyalah yang benar-benar
mengikuti tradisi-tradisi Nabi dan para Sahabatnya. Kelompok lain
yang berbeda dianggapnya sebagai menyimpang dari tradisi Nabi
dan para Sahabatnya. Dengan demikian, secara esensial, kelompok
yang ditolak oleh Nabi itu adalah hanya satu kelompok, yaitu
kelompok yang eksklusif tadi, yang tidak toleran terhadap adanya
perbedaan.

Wa'Llah a'lam bi'l-shawwaib. <

Muhamad Wahyuni Nafis adalah Ketua Pengurus Nurcholish Madjid Society
(NCMS) dan penulis beberapa karya, yang di antaranya adalah Agama Masa
Depan: Perspektif Filsafat Perennial; Menangkap Hikmah Serba dari Dia; dan
Sembilan Jalan untuk Cerdas Emosi dan Cerdas Spiritual.

2 Sulayman Dunya, al-Syaykh Mubammad ‘Abdub bayn al-Falisifah wa
al-Kalamiyyin (Kairo: Dar al-Haya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h.8-18.
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EKSPLORASI KE DUNIA FISIK
RISIKO-RISIKO DAN SOLUSINYA

Andy Setiawan

Ketika turun dari dunia-dunia yang lebih tinggi dan menge-
nakan wujud yang berdarah daging, ruh menanggung banyak
sekali risiko dan atau konsekuensi untuk memenuhi keinginan
dan misinya kembali ke bumi. Dengan memakai wujud fisik, ruh
dengan sendirinya menjadi terbiasa dan terikat dengan sistem
biologis dan tuntutan-tuntutannya yang menjadi sebab potensial
kemerosotannya, terbiasa dengan persepsi fisik tiga dimensi, dan
kehilangan identitas hakikinya sebagai entitas non-material. Lagad
khalagna al-insana fi absani taqwim. Tsumma radadnihu asfala safilin
(“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan
yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat
yang serendah-rendahnya.”) (Q, 95:4-5) Sesungguhnya bukan
Allah yang merendahkan manusia, karena Dia tidak menganiaya
hamba-Nya sendiri. Perendahderajatan adalah pilihan, tindakan
dan konsekuensi yang diambil oleh manusia sendiri.

Wujud fisik tiga dimensi adalah batasan yang sulit dilampaui.
Ruh seperti memasuki sebuah kotak atau penjara yang kelak mem-
buat pandangannya terbatas. Ruh yang terbiasa dan tenggelam
dalam badan fisik kemudian hanya melihat dengan ukuran fisik.
Apapun yang di seberang badan fisik menjadi aneh dan mustahil
baginya. Ia serta merta menolak untuk mempercayai dunia spiritual
atau sesuatu yang bukan benda yang bisa diukur, disentuh, diuji di
laboratorium, dan sebagainya. Bagi orang yang betul-betul menjadi
sekedar makhluk fisik, fenomena paranormal, hantu, dunia para
dewa, dan sebagainya menjadi otomatis tidak bisa dipercaya karena
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ia tidak lagi mampu melihat dan atau membuktikan keberadaan se-
gala yang bukan fisik. Dari sudut pandang fisik, wujud fisiklah yang
superior dari bentuk-bentuk manifestasi lainnya seperti hantu, peri,
dewa, dan sebagainya. Kita memiliki kecenderungan tersembunyi
untuk merendahkan mereka karena menganggap bentuk yang tidak
berdarah daging tidak sempurna atau bahkan tidak mungkin ada.

Pandangan yang sangat fisik juga melihat dan mengukur
manusia sebatas penampilan luarnya. Seseorang dipersepsi hanya
sebatas bentuk makhluk berdarah daging, semata dengan ukuran
tinggi-rendah, besar-kecil, cantik-jelek. Kebanyakan manusia me-
lihat manusia lain dengan ukuran kecantikan dan kesempurnaan
badan jasmaninya. Si anu jelek, si anu gembrot, si anu ceking, anak
si anu cebol. Itulah yang sering keluar dari mulut manusia yang
pandangannya betul-betul terbatas pada dimensi fisik. Kebijak-
sanaan juga secara tradisional dihubungkan dengan usia fisik. Orang
‘Sepub” atau bijaksana berarti mereka yang sudah memutih rambut
dan janggutnya. Mereka bahkan tidak sempat melihat kelebihan
lain manusia seperti kecerdasannya, misalnya. Pandangan fisik itu
sendiri membatasi dirinya dari melihat dimensi yang lebih luas dan
positif. Ruh telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya karena
percaya dan membatasi kemanusiaanya sebagai hanya sebongkah
daging. Mereka ini secara tidak langsung percaya bahwa mereka
berakhir tanpa bekas ketika mati sebab keberadaan fisik memang
berakhir ketika manusia mati.

Akumulasi pandangan-pandangan dan persepsi fisik manusia
membentuk karakter zaman ini yang juga bersifat fisik, materialistik.
Kesuksesan diukur, misalnya, dengan pencapaian materi, dengan
melihat seberapa kaya seseorang, seberapa banyak dan megah
infrastrukeur yang dimiliki suatu kota atau negara, seberapa besar
target penjualan telah dicapai seorang salesman, dan seberapa op-
timal pabrik mendongkrak produksinya. Materialisme melahirkan
monster kapitalisme yang kemudian tumbuh menjadi dajjal sesung-
guhnya yang memperkosa baik anak manusia maupun anak setan.
[a merambah dan menguasai semuanya dengan produksi massal
dan merangsang konsumerisme tanpa disadari oleh kebanyakan
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manusia. la meniupkan mimpi-mimpi lewat sinetron dan gaya
hidup selebritis yang diekspose tiap hari dengan program “infotain-
ment,” bahkan menjelma dalam perayaan-perayaan dan acara-acara
keagamaan yang semakin sekedar berupa keramaian seremonial
dan hiburan religius yang penuh iklan yang ujung-ujungnya untuk
mendongkrak penjualan. Kebanyakan manusia tetap merupakan
makhluk fisik bahkan dalam ritual keagamaannya.

Dengan menjadi terbiasa dengan badan dan sistem fisik-biolo-
gis, manusia terikat dengan kebutuhan-kebutuhan, bahkan kadang
tunduk atau dikuasai oleh kecenderungan-kecenderungan badan
fisik yang melampaui batas. Idealnya, manusia makan hanya untuk
menopang kehidupan fisiknya, tapi sesungguhnya sekarang ini lebih
banyak orang yang hidupnya hanya untuk makan dalam pengertian
yang lebih luas. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu dan
masa hidupnya untuk bekerja, untuk menumpuk kekayaan dengan
bayangan dan harapan bisa menikmati kesenangan-kesenangan
dunia fisik seperti makan enak di restoran mewah, liburan yang
mantap dengan berenang di pantai yang elok, tidur di hotel berbin-
tang, membentuk dan mengusahakan kesempurnaan fisik di gym
demi daya tarik seks agar memikat lawan jenis dan mendapatkan
seks dari mereka. Kita ingin mengunci masa depan dengan asuransi
dan segala macam simpanan lain karena persepsi kita terlalu fisik
Bagaimana kalau saya szkiz, bagaimana saya bisa sembuh kalau tidak
punya biaya rumah sakit. Kalau saya mati, bagaimana dengan istri
dan anak-anak saya, apakah mereka (akan berusaha untuk) bisa
makan? Semua proyeksi negatif dan kekhawatiran itu timbul dari
keterikatan dengan badan fisik sehingga manusia tidak betul-betul
hidup. Mereka lebih rentan terhadap segala macam tekanan, pen-
deritaan, dan penyakit. Mereka tidak menikmati hari ini. Mereka
sebagai ruh yang bebas dan riang bermain tanah di bawah terik
matahari.

Kemudian, dalam balutan wujud fisiknya ruh menjadi pangling
akan siapa ia sebelum dan sesudahnya, mengidentikkan diri de-
ngan badan fisik, nama diri dan data-data lain yang berhubungan
dengan fenomena dirinya sebagai materi. Kebanyakan orang tidak
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tahu siapa sesungguhnya diri mereka. Kalau ditanya siapa si fulan,
si fulan akan menjawab sayalah si fulan. Dan kalau kemudian di-
tanya yang mana itu si fulan, ia akan menunjuk badan fisiknya. Tapi
itu adalah badan fisik yang pasti hancur, yang baru didapat ketika
ia lahir. Jadi, tentang pertanyaan siapakah itu si fulan sampai saat
ini, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui jawabannya
karena mereka telah bertanya dan memperjuangkan jawabannya. Itu
bahkan tidak bisa dijawab secara teoritis, doktrinal, dan gampangan
bahwa ”oh, berarti saya ini ruh.” Ruh itu apa? Dan bagaimanakah
kesadaran diri si fulan sebagai ruh? Apa artinya bahwa ia adalah ruh?
Kesadaran ini harus terjadi, dan hanya terjadi setelah diusahakan
dengan berani dan sungguh-sungguh.

Keterikatan terhadap badan dan persepsi fisik menyebabkan
manusia merasa asing dengan dan takut terhadap hal-hal di seberang
yang fisik (metafisika). Sebagian orang yang memiliki anak indigo
atau yang sekedar giffed mungkin sebenarnya tidak siap dengan
berkah yang didapat. Orang tua mereka dan masyarakat manusia
“modern” telah menanamkan program negatif bahwa kekuatan su-
pranatural adalah kerja setan atau pandangan-pandangan metafisik
itu hanyalah ilusi yang menyesatkan dan membingungkan, keku-
atan imajinasi bisa menimbulkan kegilaan, dan sebagainya. Dalam
sejarah, para penyihir, baik yang jahat maupun yang baik, pernah
dibakar oleh “orang-orang agama” yang merasa takut sekaligus
mungkin iri dengan bakat ruhani yang mereka miliki. Masyara-
kat awam juga menyimpan ketakutan laten terhadap filsafat atau
ngelmu atau sesungguhnya hikmah atau kearifan esoterik. Orang
awam bicara soal ilmu hikmah dan berharap siapa tahu mereka
mendapatkannya. Tapi mereka sebenarnya tidak tahu apa yang
mereka bicarakan atau harapkan itu. Ironis. Karena, ketika anak
mereka tertarik untuk mempelajari filsafat atau kebatinan, misalnya,
mereka langsung merasa ketakutan dan melarang pencarian anaknya
dengan alasan “bisa gila kalau tidak kuat.” Omong-kosong itu hik-
mah, dan omong-kosong pula bahwa ilmu hikmah akan mencelakai
manusia. Kebijaksanaan tidak mencelakai siapa pun. Tapi mereka
yang belajar filsafat atau nge/mu memang kebanyakan gila. Kegilaan
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macam ini adalah label yang biasa diberikan oleh manusia pada
umumnya untuk menamai karakteristik kejeniusan.

Kita takut mati juga karena atau sebagai akibat keterikatan de-
ngan badan fisik. Kita takut kehilangan badan fisik ini karena takut
menjadi tidak ada (sebab hanya fisik yang ada bagi mereka yang
persepsinya fisik). Kematian menjadi peristiwa yang menakutkan
karena identifikasi manusia terhadap dirinya bersifat fisik. Kematian
adalah akhir bagi badan fisik dan diri yang menganggap keberadaan-
nya fisik semata. Kebanyakan orang menyebut kematian dengan
istilah “kehilangan nyawa” karena fokus dan identifikasi diri mereka
adalah fisik. Mereka yang berkesadaran ruh akan mengatakan bahwa
kematian adalah “melepas jasad fisik” sebagai konsekuensi pasti
pemakaiannya pada saat kelahiran ke dunia fisik. Ketakutan orang
pada umumnya terhadap fenomena hantu memiliki akar yang sama
dengan ketakutan terhadap kematian itu sendiri. Hantu membuat
orang takut terutama karena itu mengingatkan orang akan kema-
tiannya sendiri. Menjadi “hantu” sungguh menakutkan, meskipun
kelak semua orang harus mengalaminya, dengan tidak lagi punya
badan fisik, dengan mengalami kematian. Ruh (entitas non-fisik)
memiliki kesan menakutkan karena orang lupa bahwa sebelum,
pada saat, atau sesudah pemakaian badan fisik, semua orang adalah
ruh. Ruh (yang berbadan fisik) takut melihat ruh hanya karena itu
sudah tidak berbadan fisik lagi.

Untuk kembali menyadari dan memiliki persepsi serta identi-
fikasi ruh, pada dasarnya ada dua cara, yaitu lewat perenungan dan
laku ruhani. Dengan perenungan kesadaran diasah untuk melihat
dirinya melampaui badan fisiknya, misalnya dengan menanyakan
hakikat diri yang tetap ada sebelum maupun sesudah memakai
badan fisik. Dengan laku spiritual, badan fisik dididik dengan
batasan-batasan dan atau pengekangan pemenuhan kebutuhannya
supaya kesadaran bisa diangkat melampaui badan fisik. Orang Jawa
merumuskannya sebagai “suda dabar lawan guling”atau mengurangi
makan tidur. Makan dan tidur adalah kebutuhan badan fisik. Ruh
tidak membutuhkan semua itu. Dengan mengurangi makan dan
tidur, kesadaran dipaksa untuk naik ke level ruh yang tidak makan
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maupun tidur. Anda sesungguhnya adalah ruh dan ruh tidak ma-
kan atau tidur. Untuk lebih sadar akan aspek ruh Anda, kurangi
kecenderungan Anda sebagai badan fisik. Karena akar masalah dan
tujuannya sama, kita melihat metode-metode “mati raga” yang
pada prinsipnya dan prakteknya sama di hampir semua agama
dan sekte. Beberapa di antaranya adalah puasa, mengurangi atau
bahkan tidak tidur selama waktu tertentu, yoga fisik (untuk men-
disiplinkan badan agar tunduk terhadap kesadaran ruh) termasuk
berendam di sungai atau laut, meditasi dalam berbagai metode,
pengendalian nafas, vegetarian, dan sebagainya. Terutama jika ke-
dua cara itu (yaitu perenungan dan laku ruhani) dilakukan, maka
seseorang akan semakin cepat dan intens menyadari dirinya sebagai
ruh, untuk saat ini berarti ruh yang memakai badan fisik, bukan
fisik yang memiliki ruh sehingga kematian dianggap “kehilangan
nyawa.” Pada tahap tertentu atau pada titik kulminasi tertentu
seseorang akan merasa bukan saja siap menghadapi kematian, tapi
menginginkannya. Al-Hallaj adalah contoh klasiknya. Ia berkata,
“Bunuhlah aku, Oh Kebenaranku! Dalam matiku di situ terletak
hidupku.” Ini tidak akan terdengar mengerikan atau berlebihan jika
Anda cukup menyadari diri Anda sebenarnya sebagai ruh.
Walaupun benar bahwa ruh memiliki misi untuk belajar dan
juga bersenang-senang di dunia fisik, namun eksplorasi ini sebenar-
nya hanya seperti piknik ke pantai dan menyelam untuk menikmati
“kehidupan bawah laut” sesaat, lalu naik kembali ke permukaan,
melepas semua peralatan selam (badan fisik), lalu pulang ke rumah
(dunia spiritual). Para Guru Sejati menggunakan metafora yang
berbeda-beda untuk membabarkannya seperti “mampir ngombe”
(mampir minum), “Jadilah tamu yang baik di bumi,” dan seba-
gainya. Allah mengingatkan dalam al-Qur’an, Ya-ayyatuba al-nafs
al-muthmainnah. Irji7 ili rabbiki radliyah mardliyyah (“Hai diri
yang damai! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridla
dan diridlai-Nya.”) (Q, 89:27-28) Manusia pulang dengan kece-
patan berbeda-beda sesuai usaha mereka. Tuhan memotivasinya
untuk bersegera, Fastabiqii al-khayrit (“Berlomba-lombalah dalam
kebaikan!”) (Q, 2:148; 5:48) Beberapa orang manusia bahkan telah
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berhasil dan memutuskan turun lagi di “kubangan lumpur” ini
sebagai Mursyid dan Avatar untuk mengingatkan kita agar segera
kembali. Untuk kembali, kita harus tahu siapa diri kita sebelum
dan sesudah “piknik” ini, yaitu ruh, yaitu percikan api Tuhan yang
takterpisahkan. Oleh karena itu, semestinya berpikir, dan bersikap
sebagai ruh, hadapi dan atasi halangan-halangan badan fisik sebagai
konsekuensi wajar petualangan di dunia fisik ini. Demikian kira-
kira. %

Andy Setiawan adalah staf akademis LBPP LIA Ciputat, Tangerang, Banten,
dan penulis beberapa karya puisi dan spiritualitas.
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Baba Hari Dass

Para pencari Tuhan menemukan Tuhan yang mereka gambar-
kan itu sendiri dalam pikiran mereka. Bila mereka mengira Tuhan
adalah cahaya, Tuhan tampak sebagai cahaya. Bila mereka mengira
Tuhan adalah suara, Tuhan tampak sebagai suara. Bila mereka
mengira Tuhan memiliki rupa manusia, Tuhan tampak dalam rupa
manusia. Sebenarnya, semua penampakan Tuhan ini adalah ilusi
[dari] pikiran, karena Tuhan di luar nama dan rupa. Dia adalah
segala sesuatu dan bukan sesuatu. Tetapi ilusi itu adalah benar bagi
orang yang melihatnya, dan ilusi itu membawa sebuah keyakinan
tentang kebenaran.

Mudah [bagi kita] menyembah rupa Tuhan karena kita melihat
rupa itu dan merasakannya. Ini bisa menjadi metode yang baik
untuk penyembahan, tetapi setelah mencapai keadaan pikiran
yang lebih tinggi, nama dan rupa Tuhan hilang lenyap. Dalam
menyembah Tuhan dengan rupa, kita menemukan Tuhan menurut
penglihatan kita terhadap-Nya. Tetapi Tuhan melampaui rupa, dan
ilusi akhirnya mengantarkan kita kepada Tuhan yang sebenarnya.

* Diterjemahkan oleh Kautsar Azhari Noer dari Baba Hari Dass, “God Is Peace,”
yang diambil dari Pathways nomor 249, Hanuman Fellowship Newsletter, yang
dimuat dalam Maruti Nandan’s MySpace Blog, blog.myspace.com/840million,
Sabtu, 9 Agustus 2008. Tulisan ini pernah dimuat dalam Richard Carlson dan
Benjamin Shield, ed., From the Love of God (Novato, CA: New World Library,
1997), yang kemudian dimuat pula dengan judul “God Is Peace,” dalam Susan
Suntree, ed., Wisdom of the East: Stories of Compassion, Inspiration, and Love (New
York: Contemporary Books, 2001), h. 121-123.
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Tuhan bagiku adalah kedamaian bantiniah. Ketika pikiran
terbebas dari kekacauan lahiriah dunia, ia menjadi damai. Dalam
keadaan pikiran yang damai itu, cinta Tuhan bisa dialami. Pada
akhirnya, cinta ini tidak memiliki penjelasan, tetapi ia lebih meru-
pakan keadaan pikiran yang murni.

Ketika aku berumur enam tahun aku mulai merasa terjerat di
dunia. Langit dan bumi menjadi sebuah kotak bagiku dan aku mu-
lai merasa terkurung di dalamnya. Pikiranku telah memenjarakan
dirinya — kecuali memproyeksikan sebuah kotak di dunia lahiriah.
Dalam keadaan pikiran yang gelisah itu, keinginan kuat untuk
meninggalkan telah berkembang. Tetapi meninggalkan apa? Setelah
aku mengetok beberapa pintu untuk menemukan jawaban, jawaban
itu datang dari dalam: Tinggalkan segala sesuatu yang mengganggu
kedamaian. Ketika pikiran dalam kedamaian, itu adalah eksistensi
internal — dan itu adalah Tuhan. Itulah mengapa aku menggunakan
istilah kedamaian untuk menjelaskan Tuhan. Kedamaian bukan
keadaan rangkap dua tetapi realitas yang kekal.

Esensi ajaranku adalah memahami diri kita. Kita sebaiknya
mengusahakan tujuan ini pertama dengan menyadari bahwa dunia
lahiriah tidak lebih dari sebuah proyeksi kehidupan batiniah kita.
Kita menciptakannya dengan ego kita, kemelekatan kita, dan nafsu
kita. Bila sesuatu tampak buruk atu baik di dunia, sebabnya ada di
dalam [diri] kita, bukan di dunia luar. Bila kita benar-benar me-
mahami sebab dan akibat ini, maka kita bisa melepaskan pegangan
pada ego, kemelekatan, dan nafsu, yang demikian itu mengatur
tahapan untuk mengalami cinta Tuhan.

Pada akhirnya, kita semua mampu memahami kebenaran
sederhana ini: Kedamaian sebenarnya bisa ditemukan di dunia ini
— dan Tuhan adalah kedamaian. Makin terlibat pikiran kita dalam
segala yang lahiriah dari dunia ini, kita makin kurang memahami
diri kita dan kita makin mengalami Tuhan.

Selama kita memiliki ego yang menjadi “pelaku,” kita tidak bisa
bebas sepenuhnya. Menyelam demi mutiara adalah mudah, tetapi
ketika kita memiliki mutiara kita juga menumbuhkan ketakutan
pada kehilangannya. Tidak ada kedamaian dalam mutiara, oleh
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sebab itu menyelam demi Tuhan adalah lebih baik, meskipun lebih
sukar.

Kemelekatan pada dunia (rumahku, kebunku, anak laki-lakiku,
anak perempuanku) dan ego bahwa “aku adalah pelaku” (dokter,
pengacara, menteri, orang bisnis, yogi) merantai kita begitu erat
bahwa kita tidak mau kehilangan kemelekatan, sungguhpun kita
mengetahui bahwa ketika kita kehilangannya kita akan mencapai
kedamaian lahiriah. Kita ingin tetap dalam perasaan sakit “aku
adalah pelaku.”

Ego adalah penting untuk mencapai keberhasilan di dunia,
tetapi bila diarahkan dengan cara ini ia bisa menjadi rintangan besar
untuk mencapai kedamaian hakiki. Kita adalah makhluk sosial; kita
tidak bisa hidup tanpa masyarakat. Tetapi untuk bergerak dalam
masyarakat kita memerlukan eksistensi, atau ego, yang membawa
kita kembali kepada pertanyaan: Bagaimana kita bisa menemukan
kedamaian? Bila kita memahami bahwa dunia tidak real, tidak haki-
ki, dan hanyalah proyeksi ego kita, bila kita berbuat atau bertindak
di dunia semata-mata karena melaksanakan kewajiban-kewajiban,
maka ada kedamaian di mana-mana bag;i kita.

Aku mengusahakan kedamaian batiniah dan hubunganku de-
ngan Tuhan dengan berjuang di dalam diriku, dengan keberhasilan
dan kekalahan batiniahku. Kedamaian ini, atau pengalaman akan
Tuhan, sekarang memisahkan dua dunia bagiku; dunia lahiriah
masih terproyeksikan, tetapi tanpa kemelekatan yang memberinya
realitas. Analogi jadi manusia yang memutuskan untuk menjual
mobil barunya — mobil ini masih bisa bagus tanpa dimilikinya.

Bila kita akan menciptakan sebuah dunia yang damai pada masa
depan, kita harus mulai dengan pengalaman kedamaian batiniah,
pengalaman akan Tuhan. Tuhan bukanlah entah di mana lagi; kita
adalah Tuhan. Kita adalah Tuhan dan kita kita di dalam Tuhan.
[tu adalah semata-mata masalah penerimaan. Terimalah dirimu,
terimalah orang-orang lain, dan terimalah dunia. Ketika engkau
melakukan yang demikian itu, rasa sakit masih akan datang, persis
seperti kesenangan. Kebencian masih akan datang, persis seperti
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cinta. Dan bila kedua-duanya diterima, yang tidak dibuat-buat oleh
pikiran yang damai — akan ada kedamaian di bumi. <

Baba Hari Dass adalah seorang rahib diam yang tidak berbicara sejak 1952
dan berkomuniksi dengan menulis pada papan kapur tulis yang kecil. la per-
tama dan terutama adalah yogi master, yang telah mempraktikkan disiplin
yoga sejak masa kecil. la hidup di Amerika Serikat sejak 1971 dan menjadi
inspirasi di balik berdirinya Mount Madonna Center di Northern California.
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ISLAM RADIKAL
MENGUBUR HiDUP-HIDUP DEMOKRASI

Okky Tirtoadhisoerjo

Beberapa tahun terakhir, gerakan-gerakan Islam garis keras
mendapat sorotan yang cukup intens dari media. Berbagai ulah
yang mereka lakukan baik dalam skala lokal maupun internasional.
Aksi-aksi anarkis mereka lakukan atas nama agama. Aksi destrukif,
seperti pemboman, penyanderaan, dan teror mereka lancarkan.
Tak jarang aksi-aksi itu memicu konflik horizontal. Untuk mela-
kukan pembenaran atas tindakan- tindakan inkonstitusional dan

Judul Buku : Genealogi Islam Radikal di Indonesia:
Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi

Penulis : M. Zaki Mubarak

Penerbit : Pustaka LP3ES

Edisi : 1, April 2008

Tebal : xxxvii+384 halaman

anti-kemanusiaan itu mereka lakukan labelisasi dengan nama
Islam, misalnya, atas nama “jihad” terhadap orang-orang kafir. Tak
jarang kemurnian agama, syariat yang suci dan begitu agung harus
ternodai oleh ulah mereka yang anehnya justru mengaku sebagai
laskar-laskar penegak “hukum langit.” Sungguh tindakan-tindakan
perusakan itu sama sekali jauh dari apa yang mereka perjuangkan,
yakni tegaknya syariat ilahi.
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Pada era rezim otoriter Socharto, gerakan-gerakan seperti itu
dibungkam. Rezim ini tidak memberi peluang tampilnya gerakan-
gerakan anarkis di ruang publik. Alhasil gerakan-gerakan Islam
garis keras atau kalangan Islam fundamentalis radikal mengalami
keterpasungan sosial-politik. Mereka harus menerima kenyataan
bahwa mereka dibonsai. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisi-
pasi yang akan berdampak pada instabilitas rezim. Namun dalam
kondisi terjepit, bukan berarti mereka hanya diam dan menerima
nasib. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menyelamatkan
nyawa pergerakan. Islam radikal melakukan aksi-aksi kamuflase
dan gerakan bawah tanah. Sebagai contoh, gerakan mobilisasi dan
doktrinisasi diubah formatnya menjadi “pengajian.” Dengan begitu,
mereka tidak dicurigai dan dianggap gerakan politis.

Pada rezim Socharto, gerakan Islam radikal merasakan sesak
napas. Namun pada saat yang bersamaan, gerakan ini sedang
memformat dirinya menjadi “bom waktu sosial-politik” menjadi
ledakan besar. Saat yang dinanti pun tiba. Rezim otoriter Soeharto
berhasil diruntuhkan oleh aksi reformasi yang dimotori berbagai
lapisan masyarakat. Mahasiswa dan masyarakat luas yang rindu
dan sekian lama bermimpi menemukan adanya kebebasan dan
ruang demokrasi. Momentum yang begitu “seksi” itu bernama
reformasi.

Nabh, saat itulah gerakan Islam radikal menggunakan kesempatan
emas untuk melepaskan diri dari keterpasungan mereka dari jeruji
politik rezim Orde Baru. Momentum yang dinanti-nantikan itu
tak mereka sia-siakan. Mereka yang dikategorikan dalam barisan
ini adalah: Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia
(MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTT), Laskar Jihad Ahl al-Sunnah
wa al-Jamaah. Mereka inilah representasi dari gerakan-gerakan ra-
dikal itu. Mereka tampil ke tengah ruang publik dan menyuarakan
aspirasinya dengan lantang. Ibarat besi yang sedang membara, mo-
mentum ini dapat ditempa menjadi apa saja. Mumpung bara masih
pijar, dan rakyat masih terlelap dalam buaian euphoria reformasi,
gerakan Islam radikal berupaya masuk dan mewarnai dimensi-di-
mensi kehidupan sosial-politik dan keagamaan.
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Sebagaimana ditulis M. Zaki Mubarak dalam karyanya Genea-
logi Islam Radikal di Indonesia : Gerakan, Pemikiran, dan Prospek
Demokrasi, aksi-aksi gerakan Islam radikal ini segera menyedot
simpati publik dengan caranya masing-masing. Tentu saja format
gerakan dan fokus wacana beragam karena aliran dan paham me-
reka juga beragam, dan artikulasi penegakan “syariat” yang mereka
pahami juga variatif dan tidak tunggal. FPI, misalnya, mengartiku-
lasikan perjuangan penegakan syariat
dengan upaya-upaya pemberantasan
virus bernama “maksiat” dengan ke-

M Zaki Mubarak

giatan berupa pawai solidaritas anti

maksiat, bahkan dalam melancar- Gml
kan aksi-aksinya, tak jarang “aparat : [ﬁ*
swasta” ini melakukan aksi-aksi IS O}m
destruktif. Pada sisi lain, perhatian Rab]ka
masyarakat sempat tersedot oleh Las- DI INDONESIA
kar Jihad yang tampil sebagai para R S
pejuang di tengah konflik Ambon. P 4 A
Aksi konfrontasi yang dilakukan
para “tentara Tuhan” ini sempat me-

menuhi pemberitaan dalam negeri.

Pemberitaan yang tak kalah ramai

adalah perihal Amir Mujahidin MMI, Ustad Abu Bakar Ba’asyir.
Penangkapan Ba'asyir terkait tuduhan aksi teror yang sempat
memicu amuk massa pengikutnya merupakan satu dari sekian
gambaran bahwa keberadaan Islam radikal semakin marak.

Aksi mereka dalam penegakan syariat memiliki corak yang
beragam. Ada yang hanya menghendaki penegakan syariat dengan
pemberlakuan Perda Syariat. Ada yang menginginkan pemberlakuan
Piagam Jakarta. Namun ada pula yang mengidam-idamkan tegaknya
khilafah islamiyah seperti yang diusung HTI. Dan pada tataran
frontal ada yang menghendaki makar dengan cita-cita mendirikan
Negara Islam Indonesia (NII) sebagaimana pernah dilakukan oleh
gerakan jihad dengan Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan
Kartosuwirjo. Zaki merekam fenomena Islam radikal di Indone-
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sia secara rinci dan diperkuat dengan data yang cukup memadai.
Analisis lain yang juga dapat kita lakukan melalui karya ini adalah
perihal posisi kelompok-kelompok tersebut berkenaan dengan peran
atau lakon yang mereka mainkan dalam sistem politik Indonesia.
Sebagai organisasi non-partisan yang terbilang massif dan kerap
melakukan sejumlah aksi mendukung kepentingan tertentu semisal
Perda Syariat, kelompok-kelompok ini dapat digolongkan kedalam
kategori pressure group. Gejala ini juga dapat dilihat pada keterlibatan
sejumlah orang yang menyebut diri mereka sebagai Pam Swakarsa.
Segerombol pasukan swasta (yang disinyalir merupakan embrio
FPI) berkostum khas bercorak Islam dan bersenjata ini ditengarai
memiliki jejaring dengan kepentingan beberapa elit militer. Ini se-
makin memperkuat anggapan bahwa meskipun bukan merupakan
parpol, namun mereka kerap bermain di wilayah periphery yang tak
jarang bersinggungan bahkan sarat dengan kepentingan politik.
Dalam fungsi ini, sejatinya tidak ada perbedaan antara FPI, MMI
dan sejenisnya dengan ormas semisal Pemuda Pancasila. Hanya saja
mungkin tampilan atau isu-isu yang “diperjuangkan” berbeda sesuai
latar “warna” masing-masing. Ini juga menegaskan bahwa kendati
berlabel Islam, namun agenda yang dimainkan tak ubahnya ormas
lain yang tak beratribut Islam. Dalam pemahaman keislaman, ini
menggambarkan suatu keadaan bahwa kelompok yang mengatasna-
makan Islam itu sejatinya mereduksi sifat transenden Islam. Terlebih
ketika apa yang mereka lakukan, semisal premanisme agama jauh
dari representasi moral ideal Islam.

Karya Zaki Mubarak ini tidak menampilkan fenomena Islam
radikal di Indonesia secara sepotong-sepotong. Zaki menjelaskan
bagaimana gerakan Islam radikal di Indonesia sedikit banyak
dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islam di Timur Tengah
seperti pemikiran Hasan al-Banna, Abul al-A'la Mawdudi, Sayyid
Quthb, Taqiyyuddin al-Nabhani. Pada bagian akhir karyanya ia
menjelaskan perihal prospek demokrasi terkait dengan maraknya
gerakan Islam radikal. Jika kita cermati, sejatinya Islam radikal
berhutang jasa pada demokrasi yang menyelamatkan mereka dari
jeruji Orde Baru. Namun setelah bebas, celakanya, aksi-aksi yang
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dilakukan kelompok Islam radikal malah menghantam balik proses
demokratisasi. Mereka menyerang demokrasi dengan isu supremasi
syariat. Demokrasi yang berjasa itu malah dicap sebagai sistem kufur
yang harus dikubur. Inilah suasana keislaman dan kebangsaan yang
sempat dikhawatirkan oleh Cak Nur (Nurcholish Madjid). Intinya,
pandangan mereka tentang Islam, syariat, dan hal ilahiah masih
membingungkan. Mereka belum paham betul mana yang sacred
dan mana yang profan dalam doktrin dan ajaran Islam. Bahkan
acapkali mereka tumpang-tindihkan antara yang profan dan yang
sacred, dan tidak jarang menempatkan sacred yang profan pada po-
sisi transenden. Atau sesuatu yang suci menjadi duniawi. Walhasil,
ini merupakan bentuk kemusyrikan terselubung, yakni dengan
mensakralkan formalitas belaka. Corak keberagamaan seperti ini
membawa dampak buruk bagi kualitas keagamaan dan kesehatan
hidup berbangsa. Sebab tentu tidak akan pernah ada titik temu
dalam bingkai berbangsa dan tidak ada ruang gerak bagi siapapun
yang “berbeda.” Lagi-lagi demokrasi dikubur hidup-hidup. <

Okky Tirtoadhisoerjo adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsa-
fat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan peneliti pada Nurcholish Madjid
Society (NCMS).
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